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ABSTRAK
Nama : Cifra Kemuning Mahjudin (0706174536)
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul : Pengajuan Kepailitan Setelah Adanys Pencabutan zin Usaba

Studi Kasns PT. Adam Skyconnection Alrlines

Kepailitan adalah sita ymum atas semua kekayaan debifor pailit yang pengursan
dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawsh pengawasan hakim
pengawas schagaimana diatur dalam UUK-PKPU. Pada kasus kepailitan PT.
Adam Skyconnection Airlines, pemohon dan termohon melalcukan perjanjian
kerjasama “Antar Jemput Crew™ dan menyetujui jangks waktu perjaniian
kerjasama ini berlzku selama satu tabun dan dapat diperpaniang atas persetujuan
kedua belah pihak. Akan tetapi kerjasama ind tidak berjalan sebagaimana vang
dibarapkan pemohon, dimana armada pesawat terhang yang dioperasikan oleh
termohon beberapa keli telah mengatami kecelakaan. Hal ini menunjokan bahwa
termohon telah lalai dalam menjalankan usabanya. Sehin itn ijin sssha
penerbangan termohon dicabul oleh pemerintah, Berkaitan dengan hal ini timbul
permasalahan spakah memungkinan untuk mengajukan permohonan pailit setelah
izin usaha dicabut, dan bagaimans perjanjian kerjasama antara pemohon dan
termohon dalam proses kepailitan? Tesis ini menggunakan sifat peselitian
desknipsif analisis secars kualitatif. Dari hasil penclitian dapat diketahui behwa
masih dimungkinkan untuk mengajukan kepailitan setelab izin vsaha dicabut,
karena pada saat izin usaha dicabut, badan usaha tepmchon masih ada. Dengan
demikian pencabutan izin usaha Adam Air tidek mempengaruhi permichonan
pailit, Mengenai perjanjian kerjasama antara pemohon dan termehon, termohon
harus tetap memenuhi kewajibannya walaupun ijin usabanya telah dicabut.

Kata Kanet:
Kepailitan pada Perseroan Terbatas

Universilas Indonesin
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ABSTRACT

Name s Citea Kemuning Mahjudin (0706174556}

Program Stady; Economic Law

Thesis Title  : Petition for the Declaration of Bankruptey Afier Revocation of
Business License (Case Study: PT.Adam Skyconnection Alrlines)

Bankruptcy means general scizure over all wealth of bankrupt debtor with
management and settlement there of conducted by curator under supervision of
supervising judge (Art. 1 {1) of Law No. 37 of 2004 conceming Bankruptey and
Suspension of Debt Payment Obligations). In this bankrupicy case, the petitioner
and the debtor binding in partnership agreement, well known as “Aontar Jemput
Crew” and has agreed the effective date of this agreement which regulate for one
year partnership and possible to get extend the agreement with approval by The
Parties. However, this parmership was not going well as expected by the
petitioner, whereas the aircraft which operated by debtor has becn through several
aucident. 1t shows the debtor has been neglect to perform their business, On the
other hand, debtor’s business license sevoked by the government. Relating to this
case, problem has arise, is it possible to request pefition for declaration of
bankruptey after revocation of Business License; and How about the partnership
agreement between the petitioner and the debtor in 3 process of bankruptey. This
thesis is using descriptive analyfic research methods and analyzing data using
qualitative method. In summary, this case is possible o have petition for the
declaration of bankruptey afler revocation of business license, it because when
reveeation has been done, debtor’s business entity is sttll exist, by this reason the
revocation of Adam Ailr's business license does not impact the petition for
declaration of bankeuptcy. Conceming the partnership agreement between the
petitioner and debtor, the debtor still oblige to fulfilment payment order, but the
petitioner does not have to fulfill thelr obligation because the debtor’s business
license already revoke by the governmant.

Keyword :
Bankruptey in Limited Liability Company

Universitas Fndonesia
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Krisis moneter yang melanda hampir dischiruh belaban dania pada

pertengahan fahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian.
Dupia usaha mierupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak
krisis yang tecngah melanda. Nepgara kifa memang tidak sendirian dalam
menghadapi krisis tersebuf, namun tidak dapat dipungkin babwa negara kita
adalah salak satu negara paling menderita dan merasakan akibatnya. Selanjutmya
tidak sedikit dunia usaha yang pulung tikar, sedanpkan yang masth dapat bertahan
pun hidupnya menderita, Lebih jaub lagi, gefolak tersebut juga telah memberi
pengart besar terhadap kemampuan dunia usaha vntok memenuhi kewajiban
peinbayaran mereka kepads para kreditor. Keadasn ini pada gilirannya telzh
melahirkan zkibat berantai, yang apabila ftidak segera diselesaikan akap
mentmbulkan dampak yang lebih luss lagi. Tidak hanva dalam kelangsungan
usaha dan segi-segi ckonomi pada uwmumnya, tetapi juga kepada masalah
ketenagakerjaan dan aspek-aspek sosial lainnya.

Dalem rangka penyelesaian akibat-skibat dani gejolaic moneter yang teriadi
sejak pertengahan tahun 1997, kimsusnya terhadap masalah utang-plotang di
kalangan <wnia usaha nasional, Penyelesaian yang cepat mengenal masalsh ini
akan sangat membantu dalam mengatasi sitoasi yang tidak menentu di bidang
perckonomian,

Upaya penyelesaian masalah utang-pintang dunia usaba perlu segera diberi
kerangka hwkum agar perusshaan-perusghaan dapat segera beroperasi dengan
normal. Dengan demikian, selaln aspek ckonomi berjalan kembali, kegiatan
ekonomi juga akan mengurangi tekanan social yang disebabkan oleh hilangnya
banyak lspangan kerja dan kesempatan kerja.

Pada tataran yang lebih spesifik, suatu perusshaan juga memiliki daur
hidup peresahasn (corporate life cyele). Jika perusahaan diiihat‘scbagai organisasi
yang memiliki kehidupan (Jiving orgarism), maka ia tidak hanya sebagai sekedar

Universitas Indonesla
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pencetak faba tetapi perusahaan juga tidak dapat melepaskan diri dengan apa yang
discbut sebagai fenomena daur kehidupan (ffecvelesy. Dengan demikian, suaty
perusahaan dalam hal ini perseroan terbatas gebapai subyek hukum akan analog
dengan subyek hukum manusia, yakni mengalami proses kelabivan, pertumbuban,
kedewasaan, dan pada khirnya mengalami kematian,'

Persercan Terbatas selaku penerima dana (debitor), disebabkan oleh
sesuaty dan lain hal dapat gagal di dalam kegiatan usabanya sehingga menjadi
tidak mampu untuk melunast atau membayar butang-hutangnyva kepada para
kreditor, atau dapsat juga disebut cidera janfi atau wanprestasi. Untuk mengatasi
masalsh debitor berhenti membayamya atau tidak mampu meluoast hutang-
hutangnya, didasarkan karepa Indonesiz merupakan negara hukum, sepala
permasalzhan harus dapat diselesaikan meialui falur-jalur hukum. Saleh satu cara
univk menyelesaikan otang-pistang dengan jalur hukum amtara lein melalui
perdamaian, alternatil penyelesaian sengleta (altermative dispute resolution/ADR),
pentundaan kewajiban membayar utang, dan kepailitan,

Hulum pada daswmya berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia.
Hal ftu discbabkan dalam setiap kehidupan dan setinp hubungan hulosm, para
pifiak yang terkait memponyal kepeatingannya inasing-masing. Kepentingan
dimaksud adakalanya bersamaan, berbeda atan bahkan berfentangan. Dalam hal
kepentingan tersebut bersamaan barangkali tidak akan menimbulksn masalah
dalam kehidupan atau hubunpan hukum tersebut. Demikian pula dalam hal
kepentingannya berbeda, telapi tidak diperientangkan atsu tidak dipersoalkan,
. Mungkin menimbulkan masaiah dalam hal kepentingan tersebut bertentangan dan
dimunculkan ke permukasn sehingpa menimbulkan suatu konflik kepentingan.
Apabila tidak ada pengaturannya, konflik kepentingan tersebut dapat menggangpn
stabilitas kehidupan atau stabilitay hubangan hukum vang bersangkutan, kKarena
masing-masing pihak akan mempertahanken atan membela kepentingannya
masing-masing.

Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan dunig usaha yang bangkrut
vang akan berakibat pula pada tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban vang
sudah jatuh tempo, maks v;)emerintah melakukan perubshan-perubahan yang

* Madi Subhan, Hukwm Kepsifiian {Jakanta: Kencana Prenada Media Groupy, 2008, hal,
51

Universitas Indonesis

Pengajuan Kepailitan..., Citra Kemuning Mahmudin, FH Ul, 2009



cukup signifikan dalam pecaturan perundang-undangan, salah satunya adalah
dengan merevisi Undang-Undang Kepailitan yang ada.”

Pailit merupzkan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk
melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya,
Keadaan tidak mampu membayar azimmya disebabkan karena kesulitan kondisi
keuangan (financial distress) dari usaha debitor yang telah moengalami
kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan  yang
mengakibatkan sita umum stas seloruh kekayaan debitor pailit, batk yang telab
ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberssan
kepailitan dilekukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan
tujuan wtama menggunakas hasil penjualan harta kekayaan iersebut untuk
membayar selurub utang debitor pailit tersebut secara proporsional {prerate parte)
dan sesuai dengan struktur kreditor.?

Kepailitan secara apriori dianppap sebagai kepagalan vang disebabkan
kareng kesalahen dari  debitor dalzsn  menjalankas  usabanya  schingga
menyebabkan wlang tidak mampu dibayar. Oleh karenz itu, kepailitan sering
dildentikan sehagai penggelapan terhadap hak-hak yang seharuspya dibayarkan
terhadap kreditor.

Repailitan merupakan suaty jalan keluar yang bersifat komersial unfuk
keluar darl perscalan utang piotsng yang menghimpit seorang debitor, dimana
debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar ufang-
utang tersetast kepada para kyeditornya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan
untuk membayar Kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor,
maka fangkah unfuk mengajukan permohonsn penetapan statug pailit terhadap
divinya (voluntary petition for self bambrupicy} menjadi swatu langkah yang
memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terbadap debitor
tersehut bila kemudian ditemukan bukti hshwa debitor tersebut memang telah

* Ahmad Yasi dan Guaawan Wilays, Beri Hukurn Biseis Kepailitan Jskerta: PT.
RajeCrafindo Pergudny, 2604, hat. 1,
* Redi Shubhan Op,Cit, bal. 1.
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tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
(involuntary petition for bankrrqm,}r)."

Tujuan-tujuan dari hukue kepailitan (bankrupicy law) itu sendiri, adalah™

I. Menjamin pernbagian harta yang samna terhadap harta kekayaan debitor di
antara para kreditornya;

2. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang depat
merugikan kepentingan para kreditor;

3. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para
kreditornya, dengan cara memperolieh pembebagan vlang.

Pada kasus kepailitan yang terjadi pemohon dan termohon melakukan
pedanjian kerjasama “Antar Jemput Crew” dan menyetujui jangka wakin
perjanjian kerjasama ini berlaku selama satu tabun dan dapat diperpaniang afas
persstujuan kedus belah pihsk. Akan tetapi kerjasama ini tidak berjalan mulus
sebagaimana dikarapkan pemohon, ditmana termohon yang merupakan saiah satu
perusahaan swasta yang memberikan pelayanan atau jasa penerbengan, ternyata
arnada pesawst terbang vang dioperasikannya beberapa kali t2lah mengalami
musibah, baik yang menimbulkan kematian maupun luka-luka pada para
penumpangnya di beberapa Iokasi di Indonesia. Hal ini teleh menunjukkan bahwa
termohon telah Ialai dan tidak berhati-hati dalem menjelankan usahanva, yang
sangat berasiko tinggh.

Selain ity izin usaha peoerbangan (Operation Specification) tormohon
dicabut oleh pemerintah, sehingga termohon dilarang untuk melakukan kegiatan
pengoperasian pesawat udara. Hal ind dikarenskan termohon telah lalai dan tidak
berhati-hati dalam mejalankan usahanya yany sangat beresiko tinggi.

Perjanjian kerjasama yang teriadi antara pemohon dan termohon juga
sepatutaya berakhir Karena obyek kerjasama antara pemohon dan termohon sudah
tidak ada. Pilthan untek menempuh upaya hukum kepailitan fersebut tentunya
didasarkan oleh adanya kepercayaan dan keyakinan yang besar bahwa tujuan,

 Ricardo Simanjuniak, “Esensi Pembuktian Sederhang dalam Kepailitea™, Dalem: Ecmy
Yuhassarie {ad), Undaog-Undang Kepailitan dan Pechembangansva (Jakaria: Pusst Peagkalian
Hukum), 2005, hal, 55-56.

3 Lonis E. Levinthal, “The Farly History of Bankruplcy Law”, Dalam: Sulan Remy
Sjahdeini (e}, Hukom Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tabua 2004 Teotang
Kepaititan (Jukarts: PT. Pustaka Ulama Grafitd), 2009, hal, 28,
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dasar, ketentuan-ketentuan dan azas-azas yang terkandung di dalsm hukum

kepailitan dapat menjamin dan/atan memberikan kepastian hukum pengembalian

pinjaman atau piutang pemohon. Dikarenakan alasan yang demikian maka peoaulis

tertarik untuk membahas lebih jauh lagi dalam penelitian vang berjudul
“Pengajnan Kepailitan Sefelah Adanya Pencabutan Ezin Usaba Study Kasuy
PT. Adam Sky Counection Airlines.”

1.2 Pokok Permasalaban

i,

Apakah memungkinkan untuk mengajukan permohionan pailit setelah iiin
usaha dicabin?
Bagaimana dengan perjanjian kerjasama antara permochon dan termchon

dalam proses kepatlitan?

1.3 Tujnaa Pepelitian

i

Memberikan gambaran apakan dimungkin diajuleannya permohonan pailit
setelah izin usaha dicabut,

Memberikan gambaran mengenal pegjaniian kerjasama yvang teriadi antara
pemohon dan termohon dalsm proses kepailifan dun apakash masin
dimungkinkan bagh pemohon untuk menagih utang kepada termochon
sedangakan izin vsaha termohon telah dicabut oleh pemerintah,

1.4 Manfaat Penelitian

1.

Untuk mengetahsi apakah dinnungkinkan diajukannya permohonan pailit
setelah izin usaba dicabut,

Untuk mengetahui mengenai perjanjian kerjasama yang terjadi antara
pemchon  dan termohon dalam  proses kepailitan, apskah masth
dimengkiokan bagi pemohon untuk menagih utang Kkepada temohon
sedangkan ijin usaha fermohon felah dicabut oleh pemerintah,

15 Kerangka Teord

Rebangkrutan  adalsh  suatu  keadaan perusshaan yang mengalami

deteriorasi adaptasi perusahaan dengan lingkungannya yang sampai membawa

akibat pada rendahnya kenerja untuk jangka wakiu tertentu vang berkelanjutan
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yang pada akhirnys menjadikan perusahaan tersebut kehilangan sumber daya dan
dana yang dimiliki sebagai akibat dari gagalnya perusahaan melakukan pertukaran
vang sehat antara keluaran (puipud) vang dihasitkan dengan masukan (inpus) baru
yang harus diperofeh.’

Philip Kotler dan Hermawan Kartaiaya mengategorikan empat kategori
perusahaan dalam kaitan dengan kinerja perusahaan tersebut apakah akan menuju
pada kebangkrutan perusahaan ataukah bisa menjadi perusshaan yang sustainable
(berkelanjutan).” Terdapat banyak perusahasn di Asin vang tergolong bubble.
Sebelum terjadi krisis, perusshasneperusshasn ini wmumnya kurang fokus
sehingga pengembangan bisnisnya secara membabi buta, sering memasuki sektor
yang bukan menjadi keahliannya atay tidak memilild daya saipg asset vang kust.
Perusghaan ini umumnya percaya dan senang mencipiakan utang kcuangan vang
besar dalam membiayai pengembangan usaha mereka,

Perusahizan agresif merupakan perusahaan-perusahean yang menikmati
dava saing global yang kuat tetapi menghadapi masalah kevangan akibat serangan
krisis kevangan di Asia, berkaitan dengan pembiayaun vang agresif melalui utang
atay manajemen keuangan yang tidak bati-hatl. Perusahaan konservatif adalah
perusshaan yang kondisi kevangannys relatif baik selama krisis Asia, meskipun
mereka sebenamya lemah dalam daya saing pasar. Ada dua jenis perusahaan yang
tergolong  konservatif. Pertama, ferdiri dari  perusshaan-perusshaan  yang
mengalami kejatuhan keuntungan sebagal akibat dari krisis. Kedua, terdin dari
perusahaan-perusahaan yang secara relatif konservatif secara keuangan sebelum
krisis.?

Perusahaan sustaingble adalah perusshasn yeng memilikt daya saing
global vang kust dan manajemen kevangan vang balk. Perusahaan ini
sesungguhnya adalsh perusabaan yang tidak hanva menikmati keunggulan
posisinya, melainkan mereks secara terus menerus memeriksa lingkunpan
bisnisnya untuk mengeksploitasi peluang-peluang lainnya yang akan memperknat

® Suwarne Muhammad, Strategi Penyehatan Perusshazn: Generik dan Kontekstual
{Yopyskarta: Ekonisia), 2001, hal. 3.

* Philip Kotler dan Hermansyah Kariciva, Sepositisming Asia: From Bubble To
Sostainshle Economy, Teriemahan oleh David Oclarevia (Jakarta: Salembe Empat), 2001, Hal,
157-158.

% 1bid, Hal. 168,
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keunggulan posisinys yang telah ada, dan secara ferus menerus pula

meningkatkan diri mereka secara internal,®

Kebangkrutan merupakan kesulitan keuangan yvang sangat parsh hingga
perusahaan tidek mampu ontuk menjalankan operasi perusahaan dengan baik.
Sedangkan kesulitan kenangan (fnancial disivessy adalah kesufitan keuangan atan
likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan. Dalam teori keuangan
perusahiaan yang lazim dikenal pada manajemnen keuangan membedakan kesulitan
keuangan perusahaan menjadiz'®
. Economic Failyre, yang berarti bahwa pendapatan perusahaan tidak dapat

memutup biaya total, termasek biaya modal.

2. Business Failure, merupakan suatu usaha dapat diklasifikasikan sebagal gagal
meskipun tidak melahui kebangkritan secara normal. Jugz suatu usaha dapat
menghentikan atay menutup usahanya tetapi tidak dianggap sebagai gagal.

3. Technieal Insolvency. Sebuzh perusahaan dapat dinilal bangkrut apabila tidak
memenuhi kewajibannya vang jatoh tempo. Technical nsolvency ini mungkin
menunjukkan kekurangan likuiditay vang sifatnya sememtara di mana pada
suaty waktu perusahaan dapat mengumpulkan untuk memenuhi kewaitbannya
dan tetap hidup.

4. Insolvency i Bonkrupicy. Hal ini merupakan suatu keadaan yang lebih serius
dila dibandingkan dengan fechnical insolvency, sebab pada vmumnya hal tni
merupakan pertanda dari economic failure yang mengarsh ke likuidasi suatu
usaha. Sebuah perusahaan dikatakan imsolvency bonfruptcy bilamana nilad
buku dari total kewaliban melebihi nilat pasar dari asset perusahaan.

5. Legal Barkruptey. Kepailitan ini adalah putusan kepailitan yang dijatubkan
oleh pengadilan sesual denpan wndang-undang karena menpalami tshapan-
tahapan kesulitan kevangan tersebut diatas.

Korporasi yang mengalami kesulitan likuiditas, bisa dibedakan dalam
berbagal macam kondisi, Keempat kondisi tersebut adalab, uniuk kondisi pertama,
dimana kondisi perusahaan  scbetulnya profiteble skan tetapi, struktur
permodalannyz bermasala, misalnya utangnya yang melebihi modal disetor.

* imid, Hal, 175-176.
19 Bank Indoncsia, Penerapan Z-score Untuk memprediksi Kesulitan Keuangan dan
Kebanpkrotay Perbankan Indonesis {Jukarte: Bank Indorsesia), 1999, Hal. 6-7.
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Kondisi korporasi vang kedea, dimana korporasi {elah dikelola sesuai dengan
prinsip good corporate governance skan tetapi nilai asset lebih rendah daripada
utang, maka persercan ini dapat distur kembali dengan struktur capital bary, yang
dibarapkan nilai asset akan sama dengan utang dan diharapkan utang-utang
tersebut akan dipenuhi.

Kondisi korporasi yang ketiga, dimana korporasi berpotensi untuk untung
akan tetapi dikelola secara buruk oleh ihm manajemen. Adapun kendisi
perusahaan yang keempat adaish perusahaan yang sudah tidak mampu logi
memenuhi kewajibannya sorta nilai asset lebih kecil daripada jika nilal going
concern, dan terhadap korporasi seperti ini maka sal-satunya jalan adalah
dilakukan likuidasi melalui lembaga kepailitan,

Hakikat tujuan adanya kepailitan adalah proses yang berhubungan dengan
pembagian harta kekayasn daci debitor fechadap para kyeditornya. Kepailitan ini
merupakan jalan keluar untuk proses pendistribusian harta kekayaan debitor yang
nantinya merupakan boeds| pailit secara pasti dan adil.

Diirnensi keadilan dar proses kepailitan adalah terletak pada dilindunginya
kepentingan dari kedua belah pihak baik para kreditor pailit maupun debitor
paitit. ' Apabila perseroan terbatas yang merupakan pelsku utama dalam
perekonomian teriadi permeasalehan-permasaishan berkaitan dengan peranannys
tersebut, maka akan cukup menggoncangkan perekonomian  megara.
Permasalahan-permasalaban itu antama kain adalah perscalan ketidakmarapuan
perseroan untuk meneruskao kegiatan usahanya. Ketidakmampuan persercan
dalam meneruskan usahanya akan memiliki implikasi yvang loas seperti
kemampuan untuk membayar kembali utang-utang perseroan, kemampuan vituk
mengahasilkan profit yang merupakan darah dari kehidupan dan keberlangsungan
perseroan, serta kemampuan untuk mempertabanksn eksistensi perseroan i
sendini."”*

Disaraping kepailitan terhadap perseroan terbatas, juga diperlukan suatu
Iernbaga sebagai jalan lain dari putusan kepailitan perusabaan. Lembaga yang bisa
digunakan sebagai lombagsa altemnatif dari kepailitan perusshasn adalah lembaga

M Sesuai dengan penjelasan umum Undang-tndang Ro, 37 Tahun 2004 lenung
Kepaiiitan dan Peniundaan Kewsjiban Pembayeran Utang,
2 Hadi Subbhan, Op.Cit,, Hal. 60.
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restrukturisasi perusahaan, Tufuan utama dari restrukturisasi secara teoritis adalah
memperiahankan perseroan selaku debiter untuk dapst terus  menjalankan
usahanya sebagai swatu gofng concern dengan memberikan kesempatan kepada
perusabaan yang memiliki utang kepada kreditor-kreditor vang telah dapat ditagih
dan belum dapat membayar tetapi usahanya memiliki prospek yang baik, uniuk
memperoleh kelonggaran wakis yang wajar dari kreditor-kreditornya it guna
dapat melonasi vtang-utangnya, baik dengan atan tanpz memperbarei syarat-
syarat perjaniian kredit, yang meropakan upaya sltermnatif dari penyelesaian utang
melalui kepailitan,

Apabila proses restrukturisasi persercan mengalami jalan buntu, meka
jslan keluarnya adalah kepailitan. Dengan demikian, pada prinsipnva kepailitan
perseroan terbatas adalab vpaya terskhir vang dilakukan ontuk menyelesaikan
problem perseroan yang berkait dengan kebangicrutan perseroan terbatas tersebut.

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa kepailitan seyogianya hanya
merupakan  ulfimum remedium. * Ricardo Simanjuntak menyatakan bahwa
kepailitan Kbususwya corpovate insolvency sebensmya merupakan exit from
Simancial distress, jadi merapakan suatu jalao keluar dad persoalan yang membelit
secara financial sudah tidak bias lagi terselesaikan ™

Prinsip commercial exit from financial distress dari kepailitan sekaligus
juga memberikan makna bahwa kepailitan adalah merupaken solusi dari masalah
penyelesaian utang debitor yang sedang mengalami kebangkrutan dan bukan
schaliknya bahwa kepailitan justry digunakan sebagai pranata hukum wuntuk
membangkrutkan suatu usaha, Prinsip ini merupakan prissip yang ditemukan
dalam kepailitan perseroan terbatas. Secara feoritis, kepailitan perseroan terbatas
harus dibedakan dengan kebangkrutan persercan terbatas, pembubaran perseroan
terbatas, dan likuidasi perseroan terbatas. Kebangkrutan persercan terbatas adalah
suatu keedaan dismona perusabasn mengalami deteriorasi adaptast perusahaan
dengan lingkungannya yang sammpai membawa akibat pada rendahnya Kinerja
uniuk jangka waktu tertentu yang herkelanjutan yang pada skhimya menjadikan
perusahaan tersebut kehilangan sumber dava dan dans yang dimiliki sebagai

* Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailltan: Memahami Faidlizsementsveordering
Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahan 1998 (Jakana: Grafid), 2602, bhal, 319
¥ ricardo Simanjustak, Op.Cit, hal. 38,
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akibat darf gagalnya perusahaan melakukan pertukaran yang sehat antara keluaran
{output) yang dihasilkan dengan masukan {inpnd) baru yang harus diperoleh.

Pembubaran perseroan terbatas (winding up} adalah merupakan suatu
Iangkah hukum yang diambil terhadap suatu badan hukum perseroan terbatas atas
slasan-alasan hukom tertentu, antara lain, jangka wakiu berdiri darl persercan
terbatas tersebut telah berakhir ataupun alasan-siasan hukum ataupon alsan
komersial vang mengharuskan badan bukum tersebui dibubsarkan, baik melalui
RUPS dan/atau melibatkan peran pengadilan negeri dimana kemudian untuk
meiakukan pengumusan dan pemberesan baria badan hukum dlikuidasi tersebut
diangkatiah tim likuidator yang bertanggung jawab kepada RUPS ataupun otoritas
yang menaungi usaha vang dijalankan oleh badan hukum tersebut. **

Elips dalam Xamus Hokum Ekonominya mengarttkan lguidation sebagat
pembubaran peruszhaan ditkuii dengan proses penjualan hada perusahaan,
penagihan piutang, pelunasan utang, serta penyvelesalan sisa barta ataus utang
antara pemcgang saham.'®

Dari teori dan keiontuan pembubaran den likuidasi persercan terbatas
teeschut, maka secara jelas ada perbedaan antare pembubaran dengan Hkuidasi,
Likuidasi memupakan tindakan atau langkah pemberesan asset. Sedangkan
pemberesan assct merupakan langkah yang dilakukan tidak saja terhadap badan
hukum yang telah dibubarkan diluar kepailitan tetapi juga merupakan langkah
pemberesan asset yang difakukan terhadap debitor yang telah dinvatakan pailit.
Hanva terjadi perbedagn pengaturan sorma antara iikeidasi dalam pembubaran
perserosn ferbatas secara umum dengan Hkuidasi dalam kepailitan. Likuidasi
dalam pembubaran perseroan terbates secara wmum dilakukan oleh likuidator
vang tunduk pada Ul Perseroan Terbatas, sedangkan Hkuidasi dalam kepailitan
dilakukan oleh kurator yvang tunduk pada Ut Kepailitan,

Kepaifitan itu sendiri merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip
parites crediforiwm dan prinsip pari passu prorate parte dalam rezim bukum

harta kekayaan (Vermogensrechts).”?

* Ricardo Simanjumak, Kepallitan dan Likuidasi (Studi Kasus: BPPN vs PT. Muara Alas
Prima}, Dalam Valerie Seivie Sinagd {cd.), Analisa Putnsap KepaSitan Pada Pengadilan Nioga
Jakarts (Jakaria: Fakultas Hulaun Universitas Khatolik Atmajaya), 20035, hal. 185,

‘* Elips, Kemus Hukum Ekoromt Elips (Jakarta: Proyek Elips), 1997, hat. 105,

17 Hladi Subhan, Qp.Cit, hal. 3.
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Prinsip paritas creditoriien berarti bahwa semua harta kekayaan debitor
baik. vang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta
yang sekarang telah dipunyat debitor dan barang-barang di kemudian hari akan
dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.® Prinsip ini dibuat
di dalam system hukum perdata di Indonesia, Hal ity termuat di dalam Pagal 1131
KUHPerdata yang menyafakan babwa sepela kebendaan st berutang, baik yang
bergerak maupun vang tidek bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru
alan ada di kemudian harl, menjadi tanggungan untuk segala perikatan
perseorangan. Sefain ifu rumusan dalam Pasal 1131 KUHPerdatz menunjukan
bahwa seifap tindakan yang dilakukan seseorang dalam Iapangan baria kekayaan
seladu akan membawa akibat terbadap harts kekayaannya, baik yang bersifat
menambah  jumlah harta kekayaan {(kredit), maupun yang pantinya akan
mengurangi jumlah harta kekayaan (debit). Demikianiah harta kekayasn setiap
orang akan selaly berada dalam keadaan yaog dinamis dan sclale berubab-ubsh
dari waktu ke wakiu. Setiap perjanjian dibuat maupun perikatan yang terjadi dapat
mengakibatkan harta kekayaan seseorang bertambah atau berkurang.'?

Sedangkan prinsip pori passu prorate porte berarti bahwa harta kekayaan
tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnys barug
dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor
itu ada vang moesurot undang-undang harus didshulukan dalam menerima
pembayaran tagihannya.”® Prinsip ini termuat di dalam pasal 1132 KUHPerdata
yang menyataian bshwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi
sermua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjsalan benda-benda ity
dibagi-hagi menurnt keseimbangannya, yaity smenumt besar Kecilnya piutang
masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ads alasan-alasan
yang sah untuk didahuiukan. Yika dalam hubungan hukem harta kekayaan tersebu,
seseorang memiliki lebih dari satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap lebih
daxi satu orang yang berhak atas pemenvhan kewajiban fersebut, maka pasal 1132

* Kartinl Mulyadi, *Kepailitan dan Pepyelesaian Ulang Piutang™, daleme Rudhi A.
Logioh (cd), Fenyelesaian Wtang Piafang Melalni Pailit atan Penvadasn Kewajiban
Pembgyaran Utang (Bandung: Alummi}, 2081, hal. 168,

¥ Kartini Mul; o8, “Kreditor Preferens dan Kreditor Separstis dalam Kepailitan®™, Dalar;
Emmy Yuhsssade (ed), Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya {Jakaria: Pusat
Penpkajian Tokoem}, 2003, hal. 164,

2 Op.Cit.
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KIUHPerdata menentukan bahwa setiap pihak atsu kreditor yang berhak atas
pemenuban perikatan, hatuslah mendapat pemenuhan perikatan dari baria

kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor) tersebut secara®’s

1.

Pari passu, yakai sccara bersama-sama miemperoleh pelunasan, tanpa ada
vang didahulukan,
Pro rata, yakai proporsional yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang
masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan,
terhadap seluruh haria keksyaan debitor tersehut,

Dalam peraturan perundasgan vang lama vakni dalam Ferordeming

Faillissements (FV} maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang
Kepailitan tidak diatur secara khusus, namun pada Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 yaitu Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundasn Kewajiban

Pemnbayaran Utang dalam  penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan
undang-undang ini mendasarkan pada sejumlah asas-asas kepatlitan yakni®:

1.

Asas Keseimbangan

Undang-undang  in!  mengafur beberspa  ketentuan  vang  merupskan
perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan
yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan prapate dan lembaga
kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. Dilain pihak terdapat ketentuan yang
dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan
ofch kreditor yang tidak beritikad baik.

Asas Kelangsungan Usaha

Dalam undang-tndang ini, terdapat keientuan yang memungkinkan
perasahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan,

Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentnan
mengenai kepatlitan dspat memenuhi rass keadilan ini untuk mencegah
teriadinya kesewenangan-wenangan pihak penagih yang mengusahakan
pembayaran atas tagihan masing-masing terbadap debitor, dengan tidak
menmpedulikan kreditor laimmya.

e | z
Op.Cit,
Z Dister 4l delam penjelassn vmum Undang-Usdang Republik fzdonesia Nomer 37

Fahun 2004 Tentang Kepailitan Jan Pesunduan Kewajiban Pembayaran Uleng,
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4, Asas Integrasi
Axas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa
system hukum formil den hukum matertilaya merupakan satu kesatuan vang
atuh dari sistem hukum perdata dan hukum scara perdata intemnasional.

1.6 Metode Penelifian
Metode penelitian yang digunakan dalam upays pengumpulan data atau
bahan merupakan susiu syarat penting dalam suatu penulisan karva tlis yaang
bersifat ilmish, yang kemudian akan dipergunakan sebagai bahan dari penulisan
mater fersebut.
Adapun dalam penelitiaa ini, metode penelitian yang dipergunakan adalah:
I. Tipe Penclitian
Tipt penclitian yang digunakan adalah fipe penelitian hukum normatif, karena
bahwa penelitian hukum adalah sesty proses untuk menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum gona menjawab isu
hukum yang dihadapi. Oleh karena itn, tipe penclitian ini adalah normatif
yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan norma hukem kepailitan dalam
hukum kepailitan di Indonesia
2. Sifat Penelitian
Sifat pepelitian yang digunakan adalsh deskriptif analisis yaitu penelitian
dimana pengetshuan atau feori tentang obyek vang sudek ads dan ingin
memberikan gambaran tentang obyek penelitian, dalans hal ini memberikan
gamberan yang scbenamya yang tegadi di dalam praktek {pada kasus PT.
Adam Skyconnection Airlines) den menganalisismya dengan ketentuan yang
berlaku mengenai Kepaifitan (Undang-Undang No. 37 Tahuo 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewaliban Pembayaran Utang).
3. Data
a. Sumber Data
Data yang digunakan untuk penulisan ilmiah ini adalah data primer dan
data sekunder,

B peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukom ¢Jakarta: Prenads Muedia), 2003, hal. 35,
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1} Data Primer
Adalah data yang diperoleh langsunp darl sumbemya yaitu dari hasil
wawancara perulis dengan pengacara termohon (C.V. CICI qq. Dra.
Luvida Eviyanti).
2} Data Sckunder
Adalah merupakan dafa yang diperoieh dari suatu sumber yang sudah
dikumpuikan oleh pihak lain, baik melalui bshan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan hukom tersier. Dalam permlisan ind data
sekunder vang dipunzkan adalah:
a} PBahan Hukwm Primer
Merupakan bahan-bshan hukum yang mengikat, dalam hal in
penulis menggonakan peraturan  perundang-umdangan  vang
berkaitan dengan tema penclitian yaitu Undang-Undang No, 37
Tabun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewsjiban
Pembayaran Utang, Undang-Undanpg No. 40 Tahun 20607 tentang
Perseroan Terbatas dan Kitab Undang-Undeng Hukum Perdata,
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan
Kesslamatan Penerbangan,
b} Bahan Hukum Sekunder
Merupakan baban hukum yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer. Dalam penulisan iimish ini, penulis juga
mengeunakan buku-buku imiahk, bahan-bahan kuliah, arfikei-
artikel balk dari majalah, sorat kabar magpun dari intermet yang
berkaitan deagan kepailitan.
4. Anzlisis Data
{3alam penclitian inf peoulis menggunakan analisis dafa secara kualitatif. Data
primer dan data sekunder vang diperoleh skan dikemukakan dan dianaligis
lehih mendalam untuk memperoleh jawaban dari masatah yang akan diteliti,*
5. Pengambilan Kesirnpulan
Metode yang digunakan dalam mengambil kesimpulan adalah metode vang
bersifat deduktif yaitu suatu metode yang membahas hal-hal ywng bersifat

* Soetjons Soekanto, Penganter Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press), 1984, bal, 255.
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umum {feoti-teori, ilmu hukum dan persturan perundang-undangan) dan
dibandingkan dengan data yang bersifat khusus {empiris dan praktek).

1.7 Sistematika Pepulisan

Dalam penulisan ilmiah ini, penulis membagi menjadi lima bab. Adapun
pembagizn ini dimaksudkan untuk memberi kemudaban dalam pembahasan topik,
sehingga analisis dan uraian di dalam penealisan ilmiah ini tersusun dengan baik.

Bab | atau yang biasa disebut sebagai bab pendahuluan ini akan divraikan
mengenai latar belakang, pokok permasalahan, fujuan penelitian, manfaat
penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan,

Bab 11 akaun dibahas mengenal kepailitan pada perusshaan penerbangan,
yang mana akan membshas menpenai kepailitan secara smum balk dari segi
pringip-prinsip wmum yang berkaitan dengan kepailitan dan hal-hal yang
berkaitan dengan kepailitan pada perusahaan penerbangan.

Bah Il 41 dalam bab ini skan divraikan mengenal kasus PT. Adam
Skyconnection Adrlines dengan CV, CICT gq. Dra. Luvida Byiyvanti, Di dalam bab
ini gkan dibahas mengenai perusahaan PT. Adam Skyeonnection Airliaes, kondisi
pérusahaan, duduk perkara vang tejadi antara pemohon dan termohon sera
analisis mepgenal kemungkinan diajukannya permohonan pailit setelah izin usaha
dicabul dan gpalisa mengenai perjaniian kerjasama antara pemohon dan tergmohon
dalmn proses kepailitan

Bab IV adalah bab penutup, dimana akan diwraikan mengenai kesimpulan
dari hasil pembahasen dan analisa vang dilakukan oleh penulis tentang pokok
permasalahan yang dikernukakan serta saran yang berkaitan dengan permasalahan,
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BAB 2
KEPAILITAN PADA PERUSAHAAN PENERBANGAN

2.1 Pengertian Kepailifan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menetapkan bahwa
pengertian kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang
pengurusan dan pemberesannyva dilalcokan oleh kumator di bawsh pengawasan
Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ind,

Kepailitan disini pada prinsipnya ditujuken untuk kepentingan semua
kreditornva secara bersama-sama, yang memiliki piutang pada saat debitor
dinyatakan paifit. Dengan dinyatakan pailit maka debitor demi hukum kehilangan
haknya untuk berbuat bebas atas semupa harta benda yang menjadi miliknya,
begite pula hak untuk mengurosnya, Hal ini dimaksudkan untuk mencegah sitaan
dan eksekusi oleh seorang kreditor atau lebih secara perseorangan, karena sesuai
dengart ketentuan Pasal | angka 1 diatas mengenai hak pengurusan harta dehitor
pailit berada pada kurator.

Dasar dari hukumn kepailfan adalah Pasal 1131 dan Pasal 1132
KtiHPerdata, yang mana Pasal 1131 KUHPerdata berbunyi:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak
bergerak, balk yvang sudah ada mavpun yang baru akan ada di kemudian hasd,
menjadi tanggungan untuk segala perikatan perscorangan ™

Dari ketentuan tersebut dapat diketzhui bahwa debitor bertanggung jawab
terhadap utang-utangnya, Tangpung jawab tersebut dijamin dengan harta yang ada
dan yang akan ada dikemudian hari, bailk harta bergerak maupun yaog tidsk
bergerak. Ketentuan ini didasarkan kepada asas fangpung jawsb terhadap utang.
Asas ini diperiukan dalam upaya memberikan rasa tanggung jawab kepada para
debitor supaya melaksanakan kewajibannya dan tidak merugikan kreditornya,
Selain itu asas ind juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditor,
supaya seunbang dengan hak yang sudah diberikan kepada debitor vaitu

mendapatkan pinjaman berupa vang. Dengan adanya ketentuan dan asas demikian,
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maka setiap debitor haras menyadari bahwa perbuatannya meminjam vang kepada
kreditor yang berakibat yang bersangkutan mempunyai utasg, dijamin dengan
segala kebendaannya baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, baik
yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Oleh karena itu, yang bersangkutan
harus menyadari pula apabila kewsjibannya membayar utang tidak dilakukan
pada waktunya, maka segala kebendaannya akan disita melalui proses kepailitan.'
Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan:
“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang
mengutangkan padanva;, pendapatan penjualan benda-beada itu dibagi-bagi
mepurat keseimbangannys, yaitu menurut besar kecilnys piutang masing-
masing, kecuali apabila diantara para berpiuiang iy ada alasan-alasan yang
sah untuk didahulukan.”

Pasal 1132 KUHPerdatza meneniukan beberapa hal dalam hubungan
dengan utang piutang yaitu?

1. Apabilz debitor tidak melaksanakan kewajibannya, kchendaan tersebut akan
dijval;

2. Hasil penjualan dibagikan kepada keeditor berdasarkan besar kecilnya pintang
{asas keseimbangan);

3. Terdapat kreditor yang didahulukan dalam memperoleh bagiannya (kreditor
preforen dan kreditor separstis).

Asas yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata pada
intinya adalah membetikan jaminan kepastisn babwa apabila debitor tidak
membayar utang dimilikinys maka kreditor berhak atas sefiap bagian harta debitor
untuk pelunasan atas piutangnya, dan menstapkan bahwa semua kreditor memiliki
hak yang sama atas harta benda milik debitor tersebut, kecuali ada alasan untuk
didahulukan, Sehingga dapat dikatakan bshwa Pasal 1131 dan Pasal 1132
KOUHPerdata merupakan dasar filosofis dari adanya pengaturan mengenai
kepailitan,

Penerapan pasal tersebut secara konvensional (di luar konteks kepailitan)
masih dapat diterima sejauh harta kekayaan debitor cokup untok melunasi semua

' Man 8. Sastrewidiaja, Hukam Kepailitan dan Peaundaan Kewajiban Pembayaran
{itang (Bandung: PT. Aluma), 2006, kal, 75,
% Ybid, hal, 75-76.

UrRiversitas Indonesin

Pengajuan Kepailitan..., Citra Kemuning Mahmudin, FH Ul, 2009



18

utangnyva kepade kreditor, malah fidek ada artinya apabila kreditor yang satu

adalah kreditor preferen atau konkuren. Namun sebaliknys, apabila harta debitor

ternyata tidak cukup untuk melunasi seluroh utangnya, maka kemungkinan yang
terjadi adalah kreditor akan beriomba wntuk mondapatkan bagian dard hasil
penjualan harta debitor demi pembayaran piutsngnya dan dapat dipastikan apabila
hal ini teriadi maka akan adanya kreditor vang sama sckali tidek mendapat
pembayaran atas piutangnya karena kslah cepat dari kreditor lain. Jelas kondisi ini
akan menimbulkan ketidakadilan, maka untuk mencegah bal ind atau dengan kata
lain unink melaksanaksn ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata secara adil maka
diperfukanlah lembaga hukum kepailitan.

Menorut Sri Redieki Hartono, lembaga kepailitan pads dasarnys
mempunyai dua fingsi, yaitu:®

1. Kepailitan sebagal lembaga pemberi jaminan Kepada kredifornys bahwa
debitor tidak akan berbuat curang den tefap berfanggung iawab atas semua
utang-utangnya kepada semua kreditor&kreditorya,

2. Juga memberikan peordindungan kepada debitor terhadap kemungkinan
eksekosi massal oleh kredifor-kreddomya.

Selain itu undang-undang kepailitan diperlukan untuk:*

{. Menghindarkan pertentangan apsbila ada bebsrapa kreditor pada wakiu yang
sama meminta pembayaran piutangnya dari debitor;

2. Untuk menghindari adanya kreditor vang ingin mendapatkan hak istimews,
yang menuntit haknya dJesgan cara menjual barang milik debitor atau
menguasal sendirf sgcara tanpa memperhatikan lagi kepentingan debitor atau
kreditor lainnya;

3. Untuk menghindari adanys kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh
debitor sendind, misalnya debitor berusaha wnbuk mermbert keuntungan kepada
seorang mtau beberapa kreditor fertentu, yang merugikan kreditor lainnys, atau
debitor melakukan perbuatan curang dengan melarikan atau menghilangkan
semua harta bends kekayaan debitor yang bertujuan melepaskan fanggung
Jjawabnya terhadap para keeditor,

T Rahayu Hartini, Hukum Kepaifitan {Mslang: Bayy Meda), 2003, hal. 16-11.
* Charamarrasiid, Menyingkap Tobir Perseronn {Piercing The Corporate Veil)
Kapita Selckia Hulam Perusabaan (Bandung: Ciirs Aditya Bakti), 2000, hal. 78,
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Syarat-syarat pormohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam pasal 2
ayat (1) UU Kepatlitan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Syarat adanya dua kreditor atau lebih {concursus creditorfum)

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, salah satu syavat yang harus
dipenuhi adalah debitor harus mempunyai dua kreditor atau lebih. Dengan
demikian, undang-undang ini hsnya memungkinkan seorang  debitor
dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit dua kreditor.

Rasic adanya minimal dua kreditor fersebut adalah  sebagai
konsckuensi dari ketentuan Pasal 1131 XUHPerdata, vaity jatubinya sita umum
atas semua harta benda debitor itu untuk kemudisn dibagi-bagikan hasil
perolchannya kepada semua kreditornya sesuai dengan tata wrutan tinpkat
kreditor schagaimana diatur dalam undang-undang®

Apabila debitor yang hanya memiliki secrang kreditor diperholebkan
mengajukan kepailitan terhadapnya, muks harta kekayaan debitor yang
menurut ketenhuan Pasal 1131 KUHMPerdata merupakan jaminan utangnya
tidak perlu diatur mengenai pembagian hasil penjualan harta kekayaannya,
Sudah pasti scluwruh hasil penjualen harlz kekayaan tersebut merupakan
summber pelunasan bagi kreditor satu-satunya itu.

Di dalam UU Kepailitan tidak diteniukan bahwa permchonan
perzyataan pailit harus membuktikan bahwa debitor mempunyal duz atau
beberapa kreditor, namun oleh karena menurut Pasal 299 UU Kepailitan
bahwa “Kecuali ditentukan lain dengan undang-undang, hukum acars perdata
yang berlsku diterapkan pula terbadap Peegadilan Niaga” sedangkan dalem
hukum acara perdata yang berlaku, sesuai dengan Pasal 163 HIR atau Pasal
1865 KUHPerdaiz ditepaskan beban wajib bukti {(hurden of proof atau
bewiilasty dipikul oleh pemohon zian penggupat untuk membuktikan dalil
(posita) gugatannya, maka pemohon pernyataan palit harus  dapat
membuktikan bahwa debitor mempunyai dua atau beberapa  kreditor
sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.®

’ Bagus Irawan, Aspek-Aspek Hukum Keprilitan; Perosabaan; dam Asuransi
{Iﬁaadam%: FY, Alummni}, 2047, bal, 3637, '
Sutan Remy Sjshdeint, Hokum Kepoilitan; Memakand Undoaong-Undang Na, 37
Tahun 2084 tentang Kepailitan (Jakarta: PT. Pustala Uema Grafilf), 2009, bal. 54,
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Berdasarkan ketentuan Pasal 299 UU Kepailitan dan ketentuan Pasal
163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata, maka pemohon pernyataan pailit harus
dapat membuktikan bahwa debitor memiliki lebih dac satu kreditor dan harus
dapat pula memberikan bukti-buktinya.
. Syarat harus adanys utang
Pengertian utang menurut Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan, yaitu:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam
Jumlah vang, baik dalam mata vang Indonesia mavpun mata uang asing,
baik secara lungsung mavpun yang akan timbul di kemudian harj stan
kontinjen, vang timbul karens perfaniian atan undanp-undang dan yaug
waiib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi member hak kepada
kredifor untuk mendapat pemenubannya dari haria kekayaan debitor,”

Dari definisi utang yang diberikan oleh ULJ Kepailitan, maka definisi
utang harus ditafsirkan secara hias, tidak hanya meliputi utang yang timbul
dari perjaniian ulang plutang atay perisniian pinjam meminjam, telapi juga
utang vang fimbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai
dengan sejumlah vang,

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan tideak membedakan fetapi menyatukan
syarat utang yang telzh jatuh waktu dan utang yang teleh dapat ditagih. Kedua
istilah itu sehenarnya berbeda pengertian dan kejadiznnya.” Utang yang telah
jaruh wakty, lalsh utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang
ditentukan di dajam perjanjian kredit ite, menjadi jatuh waktu dan karena ity
pula kreditor berhak untuk mepagihnys. Namun demikian, dapat terdadi bahwa
sckalipun belum fatuh waktn tetapl utang ite elah Sapat ditagih karena lerjadi
salah saftu darl peristiwa-peristiwa yanpg disebut evenls of defaulr. Dalam
perjanjian kredit perbankan, mencantumkan klausul yang dissbut events of
defanlt clause adalah lazim, vaitu klausul yang memberikan hak kepada bank
untuk menyatakan nasshah debitor in-defoudt atau cidera janii apabils salah
satu peristiwa {evens) vang fercantum dalam evests of defouit it terjadi
Terjadinya peristiwa itu bukan saja mengakibatkan nasabah debitor cidera
janjl, tetapi juga memberikan hak kepada bank untuk menghentikan
penggunaan  kredit lebih  lanjut {nessbah  debitor tidak  berhak  lagl

7 1hid, hal, 57.
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menggunakan kredit vang befum digunakannya), dan scketika itu pula
memberikan hak kepada bank (keeditor) untuk menagih kredit yang felah
digunakan.

Utang vang telah jakuh wakiu, dengan gendirinya menjadi utang yang
telah dapat ditagih. Sedangkan utang vang telah dapat ditagih belum tentu
merupakan utang yang telah jatuh wekte, Utang hanvalzh jatuh waktu apabila
menurat petjanjian kredit atau perjanfian stang-piutang telah sampai jadwal
waktunya untuk dilmasi oleb debitor sebagaimana diteptukan di dalam
perjaniian itu.

Pasal 1238 KUHPerdata menjelaskan mengenai cara menentukan
utang telah dapat ditagih apabila di dalam perjanjian kredit tidak ditentukan
waktu tertentu sebagai fangpal jatuh wakin perjaniian, karena di dalam pasal
terscbut menetapkan bahwa pihak debitor dianggsp lalai apabila debitor
dengan surat teguran {surat somasi) telah dinyatakan lalai dan di dalam surat
tersebut debitor diberi waktn tertentu untuk melopasi utangnye. Apabila
setelah lewatnys jangka wakty yang ditentukan dalam surat teguran itu
ternyata debitor belum juga melunast utangoya, maka debitor dianggap lalai.
Dengan terjadinya kelalaian tersebut, maka berarti utang debitor telah dapat
ditagih.

Undang-Undang Xepgilitan dalam Pasal 2 membedakan siapa-siapa saja
yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor vang
berbeda-beda jenisnya itu. Tergantung kepada jenis usaha debitor, vang dapat
tampil sebagai petnohon pernyataan pailit adalah:

1. Debitor sendiri

Undang-undang memungkinkan seorang debitor untuk menggjukan
permohonan permyataan pailit atas dirinya sendini, Yang mana menurut Pasal 2
ayat (1) UU Kepailitan mengatakan, seorang debitor dapat mengajukan
permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya (vohowary petition) hanya
apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Debitor menipunyai dua atau lebih kreditor (febih dari satu kreditor), dan
. Debitor sedikitnya tidak membayar satu utang vang teleh jatuh wakiu dan
telah dapat ditagih.
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Dengan syarat-syarat tersebut, dapat disrtikan bahwa ketika debitor
mengajukan permchonan pernyatasn pailit terhadap dirinya sendird, ia harus
dapat mengemukakan dan membuktikan memiliki Iebih dari sate kreditor.
Debitor harus membuktikan bahwa ia telah tidek membayar salah satu otang
kreditornya vang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Pagsal 8 ayat (4) UU Kepailitan menentukan, “permohonan pernyataan
paifit harus dikabulkan apabila terdapat fakta ateu keadaan yang terbukii
secara sederhapa bahwa persyaratan untok dinyatakan pailit sebagaimana
dimaksud di dalam Pasal 2 ayat {1} telah terpenuhi.”

Apabila permohonan pemyataan pailit digjukan oleh debifor yang
berbentuk perseroan terbatas terhadap dirimya, permohonan tersebut hsrus
diaiukan dengan memenuhi ketentuan Pasal 104 UU No. 40 Tzhun 2007
tentang Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 104 ayat (13 UU PT mengatakan:

“*Direksi tidak berwenang mengajukan permohionan permyataan pailit atas
perseroan  sendiri kepada penpgadilan niaga sebelum  memperoleh
persetujuan RUPS dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur
dalam wundang-undang lentang Kepailitan dan Penundsan Kewgjiban
Pembayaran Utang”.

Sefain itu dari bunyi Pasal 89 ayat {1} UL Persercan Terbatas dapat
pula diketahsl bahwa permohkonan pernyatasn paiiit vang diajukan oleh suatu
perseroan terbatas terhadap divinya hanya dapat dilakukan berdasarkan RUPS.
Pasal 89 ayat (1) UL Peseroan Terbatas menentukan bahwa permohonan
tersebut hanya dapat dilangsungkan jika;

... dalam rapat paling sedikit % (tiga perempat) bagian dari jumlah
seiurnh sahiam dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan
keputusan adalah sah jika disctujui paling sedikit ¥ {tiga perempat) bagian
dari jumiah svara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan
kuoram kehadiran dan/atau kelentuan tentang persyaratan pengambilan
keputusan RUPS yang lebih besar.™

Depat disimpulkan dari bunyi Pasal 8 ayat (1}, babwa dalam hal
permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor tidak diwajibkan bagi
pengadilan untsk memanggi! para kreditor dan mengingat juga ketentuan UU
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Kepailitan yang tidak menghamskan dilakukan pemberttahuan secara terbuka
kepada publik mengenat pengajuan permohonan permnyataan pailit itw.®
2. Seorang kreditor atau lebib

Pasal 2 ayat {1} UU Kepailitan menentukan, disamping debitor sendiri,
kreditor dapat mengajukan permchonan pernyataan pailit terhadap seorang
debitor. Seorang kreditor dapat mengajukan permohotian pernyataan pailif
terhadap seorang debitor hanya apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:

a. Debitor mempunyai duz atau lebih kreditor {lebih dari satu kredifor), dan
b. Debitor sedikitnys tidak membavar satu ntang yang telah jatuh wakte dan
telah dapat ditagih,

Berkenazn dengan itu, apabilas hanya terhadap satu atau dua orang
ireditor saja debitor tidak melunasi utangnya sedengkan kepada sebagion
besar par kreditor lainnya debitor tetap memennhi kewajiban pembayaran
utang-utangnya, maka hakim pengadilan niaga harus menolak permohonan
pernyataan patli€ tersebut dan meayatakan agar kreditor yang bersangkutan
mengajukan gugalan melalni pengadiian perdata biasa.

3. Kejaksaan

Dalam ketontuan Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan, Jaksa Penuntut
Umum dapat mengajukan permobonss kepailitan demi untuk kepentingan
urium.

Menurut Peter kepentingan umum dapat diarttkan scbagai kepentingan
yang bukan merupakan kepentingan kreditor ataupun pemegang saham.
Kepentingan umum ibu dapat saja masyarakat umuom dalam pengguna jasa’

* Bunyt dael pasal 8 ayst {1} ULJ Kepaifitan bahwa, pengadilan:

& Wsjih memanggil debitor |, dalam hal permobonon pernvataen peilit diajokan
wdehy kreditor, kejaksesn, Bank Indoncsia, Badan Pengawns Paser Modal, atay
Mienteri Ksunngan;

b, Dapat dipanggil kreditor, dodum hat permobonan paitit disgjukan oleh debifor dan
terdapat kersguan bahwa persyarstan untuk dinyatakass pailit scbaggbmana
dimaksud dalem pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

? pater Mahnwd Marzuki, “Hukum Kepailitan Meavongsong = Glohsl”, Makalah
Semiloks Restrukturisasi Organisasi Bisyds Melaluli Hukum Kepaifitan (Semaraag: F#{ UNDIP -
ELPS), 1997, Dulam: Sri Redieki Hartono, Hokum Kepailitan (Malang: UMM Press}, 2008, hal.
40,
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Menurut penjciasan Pasal 2 ayat (2) UU Kepasilitan, yang dimaksud
dengan “kepentingan umum™ adalah kepentingan bangsa dan nepara dan/atay
kepentingan masyarakat Juas, misalnya;

a. Debitor melarikan dir;

b. Debitor menggelapkan baglan dari harta kekayaan;

¢. Debitor mempunyai wtang kepada Badan Usasha Milik Negara atau badan
usaha lain vang menghimpun dana dari masyarakat;

d. Debitor mempunysi otang yang berasal darl penghimpunan dana dari
masyarakat luas;

g. Debitor tidak beritikad baik ateu tidak kooperatif dalam menyelesaikan
masaleh utang piutang yang telah jatuh waktu; atau

£, Dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan kepentingan wmum.

Adapun tafa cara pengajuan permohonan pailit adalah sama dengan
permohonan pailit yang diajukan oleh debitor ataw kreditor, dengan ketentutan
bahwa permohonan pailit dapat diajukan olch kejaksagn tanpa menggunakan
asa advokat.

. BRank Indenesia

Menurt Pasal 2 avat {3) UU Kepailitan, dalam hal debitor adalah bank,
permohonan pernyvataan pailit banya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
Yang dimaksud dengan bank adaiah hadaa usaha yeng menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalarmn  rangka meningkatkan iaraf hidup rakyat banyak, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nopor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM])

Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan mengatakan bahwa permohonan
pernyataan pailit terhadap perusshaan efek, bursa efek, lembaga kiliring dan
penjaminan, lembaga penyimpanan das penyelesaian, hanya dapat disjuken
oleh Bapepam. Memwut penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan,
permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya
dapat diziukan oleh Bapepam karcna lembaga tersebut melakukan kegiatan
yang berhubungan dengan duna masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di
bawah pengawasan Bapf;pam Selain itz Bapepam jupa mempunyai
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kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk
instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya
kewenangan Bank Indonesia terhadap bank.
6. Menteri Keuangan

Dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi,
Dana Pensiun, atan Badan Usaha Milik Negara yang bergersk di bidang
kepentingan publik, maka menurnt Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan
permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Kepangan.

Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan mengatakan kewenangan
untuk mengajukan permohonan pﬁ:myataaa paillt bagi perusabaan asuransi
atan perusahaap reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Kceuangan,
Ketentuan ini diperfukan untuk membangun fingkat kepercayaan masyarakat
terhadap porusahasn asuransi atau perusshaan reasuransi scbagai lembaga
pengelols  resiko  dan  sekaligus  sebagai  kedudukan strategis  dalam
pembangunan dan kehidupan perekonomian,

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar
sedikitnys satu utang yang lelah jatuh wakfn dan dapat ditagih dapat dijatuhi
keputusan kepailitan. Debitor disini dapat terdir? dari orang atau badan pribadi
maupun badan hukum, maka berdasarkan hal tersebut diatas, pibak-pthak yang
bisa dinyatakan pailit adalah'®:

t. Orang perorangan

Debitor vang mempunyat dua atau lebih kreditor dan tidak membayar
funas sedikitnya satu utang yang telah jatuh wakiu dan dapat ditagih,
dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenamg sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 UU Kepailitan, baik atas permohonannya sendiri
maupan atas permintaan Seorang atan lebibh kreditomya. Yang dimaksud
debitor disini dapat terdirl dari orang atau badan hukum pribadi, yang bisa
berupa manusia maupun badan hukum, seperti perseroan terbatas, yayasan
atau yang lainnya.'!

¥ anmad Yani dan Gunawan Widiejs, Seri Hukum Biseis Kepaifitan (Jakerta: PT
Rajadirafindo Persada), 2004, hal. 16,

' Rahayy Harini, Penyelesaisn Sengkets Kepatlitan di Indonesta (Jakarta: Kencans
Prenada Group), 2009, bal.93-94,
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2. Debitor yang telsh menikah
Permohonan-permohonan  pailit yang diajukan oleh debitor yang
menikah, baros adz persetujoan suami atau istrinya, apabila di antara mercka
ada percampuran harta {(Pasal 4 UU Kepailtan), Dalam Pasal 119
KUHPerdata menyebutkan bahwa mulai suat perkawinan dilangsungkan demi
hukum berlakniah persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri, sekadar
mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain."” Oleh
karena itu bagi mercka yang menikaeh berdasarkan KUHPerdata, untuk
mengajukan permohonan paifit hareslah ada persetujuan dard suami atsu
istrinya kecuali diantara mereka zda perjanjian perkawinan, "
3, Badan-badan hukum, seperti perseroan lerbatas, pernsahaan negara, koperas,
perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan hukum, misalnys yayasan.
Badan hukum scbagai subjek hukum yvang mempunyai kekayvaan
terpisah dari kekayaan perseronya juga depat dinyatekan pailit. Dengan
pernyataan pailit, organ badan hukum tersebut akan kehilangan hak untuk
mengurus kekayaan badan hukum. Pengurasan harta kekayasn badan hukum
yang dinyvatakan pailit beraiih pads keratomya. Oleh karens itu, menurnt
ketentuan Pasal 24 UU Kepailitan, gugatan hukum vang bersumber pada hak
dan kewajiban harta kekayaan debitor pailit harus diajukan pada kuratornys.
Apabila yang dinyatakan pailit suatu Perseroan Terbatas (PT), koperasi
atau badan hukum lain seperti perkumpulan atau yayasan yang mempunyai
status badan hukum, maka oengurus vang mempunyai kewaiiban untuk
mempertanggungiawabkan kepsilitan tersebut. Dan terhadap pernyataan pailit
vang diminiakan oleh persero suatu tinna, maaka pengadilen yang berwenang
adalah pengadilan yang daersh hukumunya meliputl temipat kedudukan firma

tersebut, '

4. Harta warisan
Dalam UU Kepailitan mengenai kepailitan yang berhubungan dengan

harta warisan ini diatur ke dalam bagian tersendiri secara lebih rinci, yaitu

2R Sochekii, Aneka Perianfian (Bandung: Alwant), 1995, hal, 47,
3 Rahayy Hartind, ©p.Cit, hat, 94,
™ Ihid, hal. %7,
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pada bagian kesembilan tentang Kepailitan Harta Peninggalan, Dalam Pasal
207 Ut} Kepailitan mengatakan balvwsa harta kekayaan orang yang meninggal
harus dinyatakan dalam keadsan pailit, apabila dua atsu lehih kreditor
mengajukan permohonan untuk it dan secara singkat dapat membuktikan
bahwa;

a. Ulang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau

b. Pada saat meninggainya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup

uniuk membayar wtangnya.

Putusan pernyatzan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta
kekayaan orang yang wneninggal dari harta kekayaan ahli warisnya. Dalam
kepailitan harta warisan atau harta peninggalan tidak dikenal atau tidak
beriaka adanya perdamaian sebagaimana vang dialur dalam UU Kepailitan,

kecuali apabila warisannya telzh diterima oleh ahli waris secara mumi.”

2.2 Kedudukan-Kedodakan Kreditor
Hukum kepailitan merupaian realisasi Pasal 1132 KUHPerdata yang
mengisyaratkan bahwa setiap krediter memiliki kedwdukan vang sama terhadap
kreditor lainnya, kecuali ditentukan fain oleh undang-undang karena memiliki
aiasan~-alasan vang sab untuk didahulukan daripeda kreditor-kreditor lainnya.
Pengertian kreditor sendiri diatur di dalam Pasal | angka 2 Ul) Kepailitan,
yaitu orang yang mempunyai piutang karena pedjanjian atau undang-undang vang
dapat ditagih di moka penpadidan, Secara umum, ada 3 (tiga) macam Kreditor
yang dikenal dalars K UHPerdata yaitu sebagai berikut:
a. Kreditor konkuren
Kreditor konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdata. Kreditor
konkuren adaiah kreditor dengan hak pari passu dan pro rata, artinys para
kreditor bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada vang didashulokan)
yang dihitong  berdasarkan pada besarmya piuting  masing-masing
dibandingksn terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh
harta kokayaan debitor tersebut.'® Dengan demikian, para kreditor konkuren

' Pasal 211 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 fenigng Kepailitan dan Peoundaun
Kewaiiban Pembayaran Utang,
19 sono, Hukum Kepailitan (Jakarla: Sinar Crafika), 2008, hal. 5.
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mempunyal kedudukan yang sama atas pefunasan utang darl harta debitor
tanpa ada yvang didahulukan.
. Kreditor preferen
Merupakan kreditor vang oleh undanpg-undang, semata-mata karena
sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan teriebih dahulu. Kreditor preferen
mermpakan kreditor vang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak vang oleh
undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnys
lebih tinggi daripada orang berpiotang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat
piutangnya."”
Kreditor separatis
Merupakan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan in rem, yang dalam
KUHPerdata disebut dengan nama gadei dan hipotek.' Pada saat ini, sistern
hukum jaminan di Indonesia mengenal 4 {empat) macam jaminan, aotars jain:
a. Hipotek
Hipotek diatur dalam Pasal 1162 sampsi dengan Pasal 1232 Bab
XX1 KUHPerdata, yang pada sast ini hanya diberlakukan untuk kapal laut
yang bergkuran minimal 20 m3 dan sudah terdaftar di Syahbandar serta
pesawat terbang.
b. Gadai
Gadal diatur dalam Pasal 1150 sampal dengaa Pasal 1160 Bab XX
KUHPerdeta, yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak. Dalam
sislem jaminan gadat, seorang pemberi gadal (debitor) wailb melepaskan
penguasaan atas benda yang akao dijaminkan terscbut kepada penerima
gadai {Kreditor}.
c. Hak Tanggungan
Hak tanggungsn diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahnn
1966 tentang Hak Tangpungan atas Tanah beseria Benda-Bends yang
Berkaitan dengan Tanah, vang merupakan jaminan atas hak-hak stas
tanahtertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tansh.
d. Fidusia

17 Pasal 1134 KUHPerdata,
8 Jono, Op. Cit, hal. 7.
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Hak fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tabun 1999
tentang Jaminan Fidusie, yang objek jaminannya berupa benda-benda
yang tidak dapat dijaminkan dengan gadai, hipotek, dan hak tanggungan,
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan menjelaskan bahwa undang-
undang kepailitan memperbolehkan seorang kreditor separatis untuk mengajukan
permohonan pailit kepada debitor tanpa harus melepaskan hak agunan alas
kebendaan, Pasal 138 UU Kepailitan juga mengatakan bahiwa kreditor yang
pintangnya difamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipoiek, hak
agunan atas suaty benda tericotu dalam harz pailit yang dapat membuktikan
hahwa sebagian piutangnya tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunast dari
hasil penjualan benda yang menjadi agonan, dapat meminta diberikan hak-hak
yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian pintang tersebut, tanpa mengurangt
hak untuk didahuiukan sias benda yang menjadi agunan afas pivtanguya.

Undang-undang kepailitan memberikan hak kepada kreditor separatis dan
kreditor preferen untuk dopst tampil sebagai kreditor konkuren tanpa harus
mielepaskan hak-hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas
piatangnya, dengan catatan bahwa kreditor separatis dan kreditor preferen dapat
membukifkan bahwa benda yang menjadi agunan terseht tidak cukup unink
melupast utangnya debitor pailit. Tidak cukupnya harta debitor untuk mehmasi
utang-utangnys dari hasil penjualan benda yang menjadi agonan atas piutang
tersebut, haruslah dibuktiken. Beban pembuktian atas kemungkinan tidak dapat
terlunasinya utang debitor darl penjuaian benda tersebut berada di pundak kreditor
separatis dan kreditor preferen.'

2.3 Akibat Hukum Kepailitan
Setelah putusan permochonan persyataan patlit divcapkan oleh hakin
pengadilan niaga make tirmbul sejumlah akibat hukom terhadap perbuatan hukum
vang dilakokan oleh debitor, antara lain sebagai berikut:
1. Akibat Kepailitan Secara Umum
a. Akibat Kepailitan terhadap Harta Kekayaan Debitor Paitit

** Inid, il 16,
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Pasal 21 UU Kepailitan mengatakan, kepatiitan meliputi selurub
kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta semus
kekavaan yang diperoleh selama kepailitan it

Menurat Pasal 22 UU Kepailitan, ketentuan scbagaimana
dimaksud dalam Pagal 21 UU Kepailitan tidak beriaku terhadap:

1) Benda, termasuk hewan yang bepar-benar dibutohkan oleh debitor
sehubungan dengan pekerjpannya, perlengkapan, alat-alat medis yang
dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan periengkapannys yang
dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan uantuk
30 {tiga puluh) hari bagi debitor dan Keluarganya, yang terdapat di
tempat i

2) Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerisannya sendiri
schagal penggafian dari suatu jabatan atas jasa, sebagai upak, pensiun,
vang tunggy atau uang taniangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim
pengawas; alan

3) Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban
mesmbert nafkah mepuset undang-undang,

Yang dimaksod semua kekayaan yang diperoleh selama kepatlitan,
misalnya warisan, Menurut Pasal 40 UU Kepailitan, segala wardsan yang
selama kepailitan menjadi hak debitor pailit, tidak boleh diterima oleh
kurator, kecuali spabila menguntungkan harta pailit Sedang untok
menolak semua warisan, kurator memerlukan izin dari hakim pengawas.

Apabily ada penghibuhan yang ditakukan oleh debitor pailit, meka
berdasarkan Pasal 43 UL Kepailitan, pesghibshan yang dilakukan debitor
pailit tersebut dapat dibatalkan apabila kurator dapat membuktikan babwa
puda saat hibah tersebut dilakukan, debitor mengeishui atau patut
mengetahui bahwa tindakan fersebut akan mengakibatkan keruglan bagi
kreditor, Pasal 44 UU Kepailitan menentukan bahwa kecuali dapat
diboktikan sebaliknya, debitor dianggap mengetahwi dan patut mengetabui
bahwsa hibah tersebut dapat merugikan kreditor apabila dilakukan dalam
jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan,
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Seorang debitor yang dinyatakan pailit, bukan berarti debitor yang
bersangkutan dikatakan tidak cakap lagi untuk melekukan perbuatan
hukum dslam ranpka mengadakan bubungan hukum tertentu dalam hukum
kekeluargaan, misalnya melakukan perkawinan, mengangkat anak, dan
sebagainya. Debitor pailit hanya dikatakan tidak cakap lagi melakukan
perbuatan hukem dalamn kaitannya dengan penguasaan dam pengorusan
haria kekayaan. Dengan sendirinya segale gugatan bukum yvang bersumber
pada hak dan kewajiban kekayaan debitor pailit harus dimajukan terhadap
kuratornya.?’

b. Akibat Kepailitan terhadap Pasangan {(Suami/{stri) Debitor Pailit

Debitor pailit yang pada saat dinyatekas pailit sudah terikat dalam
suati: perkawinan vang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga
dapat memberikan ekibat hukum terhazdap pasangannya (swami/istri).”'
Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, suami afau isfrinya
berhak mengambil kembali semus benda bergersk dan tidak bergerak yvang
merupakan harta bawaan dari svami atau isti dan harta yang diperoleh
masing-masing scbagai hadiah atau warisan.

¢. Akibat Kepailitan terhadap Selurah Perikatan yang Dibuat Debitor Pailit

Pasal 25 ULJ Kepailitan mengatakan, semua perikatan yang tferbit
sesudah putusan permyatesn pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit,
kecuali perikatan (ersebut menguntungkan harta pailit,

Pasal 26 UL Kepailitan juga mengatakan bahwa funtutan mengenai
hak atau kewsiihan yang menyangkut harta pailit harus dizjukan oleh atau
terhadap kurator, Dalam hal tuntoian fersebut digjukan atau diteruskan
oleh atau ierhedap debitor pailit maka apabila tuntutan teesebuot
mengakibatkan suata penghukuman terhadap debitor pailit, penghukuman
tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit,

Pada prinsipnya, sebagai konsekuensi danl ketentuan Pasal 22 UU
Kepailitan, setiap dan seluruh perikatan antara debitor yang dinyatakan
pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit, tidak

¥ Rachmadi Ustman, Dimensi Hukum Kepatlitan di Indosesia (Jukerta: PT. Grumedia
Pusiuka Uiama), 2004, hal, 32,
* Jono, Op.Cit, hal, 108,
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akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-
pertkatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekavaan it **
Olch karena iy, gupatan-gugatan vang diajukan dengan tujuan untuk
memperpleh  pemenuhan  perikatan dari harta pailit, selama dalam
kepailitan yang secara langsung diajukan kepada debitor pailit, hanya
dapat digjukan dalam bentuk taporan untuk pencoockan. Jika pencocokan
tidak disetujul, maka pihak vang tidak menyetujui pencocokan tersebut
demi hukum mengambil alil kedudukan debitor pailit dalarn pugatan yang
sedang  berlangsung  tersebut. Meskipun gugatan terscbut  hanya
memberikan akibat hukum dalam bentuk pencocokan, narmuan hal itu sudah
cukup untuk dapat diajukan scbagai salah satu bukti vang dapat mencegalh
berlakunya daluwarsa atss hak dalam gugatan ™

d. Akibat Kepatlitan terhadap Selurch Perboatan Hukum Debitor yang
Dilakekan Sebelum Putusan Pernyataan Pailit Diucapkan,

Dialam Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan dinyatakan secara tegas
bahwa untuk kepentingan harta pailit, segala perbuatan hukum debiter
vang ielah dinyataken pailit, vang merugikan kepentingan kreditor, vang
dilakukan scbelum pulusan pemyataan pailit divcapkan, dapat dimintai
pembatalan kepsda pengadilan. Kemudian Pasal 42 UU Kepailitan
memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan hukum  debitor
tersebut.

Sistem pernbuktian vang digunakan menurut Pasal 41 dan Pasal 42
Ul Kepailitan sdalah sistem pemmbuktian terbalik, yang artinya beban
pembuktian terhadap perbuatan  hukum  debitor (sebelum  putusan
pernyataan pailit) tersebut adalah berada pada pundak debitor pailit dan
pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukom dengan debitor apabila
perbuatan hukum debitor tersebut ity dilekukan dalam jangka waktm |
tahun sebelum putusan pernyataan pailit yang membawa kerugian bagi
kepentingan kreditor.** Jadi apabila kurator menitai bahwa ada perbuatan

Z Ahrmsd Yani dan Gunawan Wisya, Seri Hukum Blswis Kepuilitan {(Jakarta: PT.
RaiaGrafindo Persada}, 2004, hal, 30, '
2
hid.
# Jono, Op.Cit, bal. 111
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hukum tertentu dari debitor dengan pihak ketiga dalam jangka waktu 1
tahun (sebelum putusan pernyataan pailit) merugikan kepentingan kreditor,
maka debitor dan pihak ketiga waiih membuktikan bahwa perbuatan
hulcum tersebut waiih dilakukan oleh mereks dan perbuatan hokum
werscbut fidak merupikan harta pailit. Hal ini aken Dberbeda apabila
perbuatan hukum yang dilakukan debitor dengan pihak ketiga dalam
jangka waktu lebih dari I tahun sebelum putusan perayataan pailit, di
mana kurator menilai bshwa perbuatan hukum tersebut merugikan
kepentingan kreditor atau harta pailit, maka yang walib membuktiken
adalah kurator,
2. Akibat Kepailitan Secara Khusus
a. Akibat Kepailitan terhadap Perjaniian Timbal Balik

Pasal 36 ayat (1} Ul Kepailitan menentukan, dalam hal pada saat
putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjaniian timbal balik yang
belum atay baru sebagian dipemubi, pihek vang mengadakan petjanjian
dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan
kepastian tentang kelanjutan pelaksapaan perjanjian tersebut dalam jeagka
waktu yang disepakati olelt kurator dan pihak tersebut. Sclain ftu apabifa
kesepakatan mengenal janpka wakiu sebagaimana dimoksud pada avat (1)
tidak tercapai, maka menuni Pasal 36 ayat (27 Ul Kepailitan, hakim
pengawas akan menetapkan jangka waktu tersebut. Apabila dalam jangka
waktu sebagaimana dissaksud pada ayat (1} dan ayat (2} kurator tidak
memberikan jawsban afau Hidsk bersedia melaniutkan pelaksanaan
perjaniian torsebut. Kemudian Pasal 36 avat (3) UU EKepailitan
menentukan perjanjien berakhir dan pibak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat menuntut ganti rugi dan akan dipeclakokan sebagai keeditor
“konkuren. Menurut Pasal 36 ayat (4) UU Kepailitan, apabila korator
menyatakan kesanggupannya maka kurstor walib member jaminan atas
kesanggupan untuk melaksanskan perjanjian fersebut. Kefentuan yang
dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) (2) (3) dan (4} tidak berlaku terhadap
perjanjian yane mewajibkan debitor melakukan sendiri perbuatan yang
diperianjikan,

Universitas Indonesin

Pengajuan Kepailitan..., Citra Kemuning Mahmudin, FH Ul, 2009



34

Apabila dalam perjanjian schagaimana dimaksud dalam Pasal 36
UU Kepailitan telah diperjanjikan penyerahan barang dagangan yang biasa
diperdagangkan dengan suafuy jangke waktu dan pihak yang harus
menyerahkan bonda tersebut sebelum penyershan dilaksanakan dinyatakan
pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan divcapkannya putusan
pernyataan pailit, dan dalmn hal pihak lawan  diregikan karena
penghapusan maeka yang bersangkutan dapat mengaivkan diri schagsi
kreditor konkuren untuk mendspat gantt rugl. Dalam hal harts pasis
dirugikan karena penghapusan sebegaimana dimaksd pada ayat (1) maka
pihak lawan wajib membayar ganti kerugian tersebut (Pasal 37 ayat (1)
dan (2) UU Kepailitan).
. Akibat Kepalilitan terhadap Berbagai Jenis Perjanjian
i} Perianjian sewa menyews

Dalam Pasal 38 U Kepailitap ditentukan bahwa dalam hal
debitor telah menyewa suatu benda maka bajk kurator manpun pihak
yang menyewakan benda, dapet menghentikan perjanjian sewa, dengan
syatal pemberitahuan  penghentien dilakukan  schelum  berakhir
perjanjian sesual dengan adat kebiaszan setempat, Pasal 38 ayat (2)
UU Kepaflitan mensyaratkan dalam hal melakokan penghentian
sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), harus diindahkan jangka
waktu pemberitabiuan penghentian menarut perjanjian, Apabila dalam
perianiian sewa tersebut tidak ditectukan jangka waktunya, Pasal 38
ayat {2) tersebut menentukan paling singkat adalah 90 har? karena
Jangka waktu tersebut menuvrut kelaziman merupakan jangka waktu
yang dianggap patut.

Palam hal uang sewa telab dibayar dimuoks maks pernianiian
sewa menyews tidak dapsat dihentikan lebih awal sebelum berakhimya
janpka wakiu yang telah dibayar vang sewa tersebut (Pasal 38 ayat (3)
UU Kepailitan). Apabila vang sewa yang telah dibayar atan masih
harus dibayar (uang sewa yang belum diterima oleh debitor, misainya

uang sewa tersebut dibayar bulanan), menunat Passl 38 ayat (4) sejak
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tanppal putusan pemyatsan pailit diucapkan, uang sewa tersebut
 merupekan utang harta pailit.
2} Perianlian keria
Pasal 39 UU Kepailitan menentukan bahwa pemutusan
hubungsn kerja tersebut dapat dilakukan oleh kurator atau BHP dengan
mengindahkan dan menurut jangka waktu yang telah ditentukan dalam
perianjian  kerjanya ataw berdasarkan undang-undang, dengan
pengertian  bahwa peniutusan hubungan kerja dilakukan dengan
pemberitghuen setidalc-tidaknya 6 mingpu sebelumnya. Sejak hard
pernyataan kepailitan ditetapan, vang upah atau gaji karyawan tadi
menjadi vtang dari harta kepailitan.
¢. Akibat Kepailitan terhadap Gugatan (Tuntmtan Hukum) oleh Pihak Lain
terhadap Debitor

Menurat Pasal 29 Ul Kepailitan, suatu funtutan hulkom di
pengadilan yang diajukan terhadap debitor sejauh bertujuan untuk
memperoleh pemenuhan kewajiban dart harta pailit dan perkaranya sedang
berjalan, gugur demi hukum dengan divcapkannya putusan pernyatasn
pailit oleh debitor,

d. Akibat Kepailitan terhadap Penetapan Pelaksanaan Pengadilan

Sesual dengan xetentuan Pasal 31 ayat (1), putusan pernyataan
pailit berkibat babwa segala penctapan yang berkensan  dengan
pelaksanaan putusan pengadilan torhadap setiap bagian dari kekayaan
debitor yang telgh dimulai ssbelum kepailitan, harus dibentikan scketika
dan sefak itu tidak ada suatu putusan yvang dapat dilaksanakan termasuk
atau juga dengan menyandera debitor.

¢, Akibat Kepailitan terhadap Perjumpasn Utang (Kompensasi)

Dalun  kepailitan  dimungkinkan seseorang untuk  melakukan
perjumpaan ulang dengan syaral-syaral yang ditentukan oleh undang-
undang, karena Pasal 51 ayat (1) UU Kepailitan memberikan hak kepada
setiap orang yang mempunyai utang atau piutang terhadap debitor pailit
untuk memohon diadakanoya perjumpaan utang, apabila utang atau
plutang tersebut diterbitkan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan,
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atau akibat perbuatan yang dilakukannya dengen debitor pailit sebelum
putusan pernyataan pailit diucapkan. Perjumpaan utang juge dapat
dilalcukan oleh setiap orang yang memperoleh utang atau pintang schagsl
akibat dari pengalihan suatu utang atau piulang dari pihak ketiga dengan
syarat™:

1} Perjumpasn utang tersebut dilakukan sebelum putusan pernyatasn

pailit divcapkan; dan

2y Perjumpaan utang fersebut dilakukan dengan #ikad baik.

Menurut Pasal 52 ayat {2) UU Kepailitan semua ulang pintang
vang diambil alik setelah putusan permyataan pailit divcapkan, tidak dapat
diperjumpakan. Sctiap orang yang mempunyal utang kepada debitor pailit,
yang hendak menjumpakan utanguva dengan suafy piutang siss tunjuk
atau plutang atas penggsnti, wajib membukiikan bshwa pada saat putusan
pemnyataan pailit divcapkan, orang tersebut dengan itikad baik sudah
menjadi pemilik suraf atas tunjuk atan surat atas pengganti tersebut (Pasal
53 U Kepailitan).

f. Akibat Kepailitan terhadap Pembayaran Utang

Pembayaran suatu ulang vang sudah dapat ditagih hanya dapat
dibatalkan spabila dibuktiksn bahwa;

1} Penerima pembayaran mengetahui babwa permohonan pemyataan
pailit debitor sudash didaftarkan; atag

2} Dalam hal pembayaran tergebut merupakan akibat dard persekongkolan
antarg debitor dan kreditor dengan maksud menguntungken kreditor
tersebut melebihi kreditor-kreditor lainnya.

Dalam Pasal 46 ayat (1) UU Kepailitan ditentukan bahwa

- pembayaran yang telah diterima olch pemegang sural pengganti atau surat
atas tunjuk yang karena hubungan hukum dengan pemegang terdahuly
wajib menerima pembayaran, pernbayaran tersebut tidak dapat diminta
kembali. I3alam hal pembayaran tidak dapat diminta kembali, maka orang

# Pasal 52 ayast {1} Undang-Undang Nomer 37 Tehun 2004 tentang Kegoiltan dan
Panundann Kewsliben Pemboysran Utang, '

# pasal 45 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tenlang Kepailitan dan Penundagn
Kewsjiban Pembayaran Uang.
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yang mendapatkan keuntungan sebagai akibat diterbitkannya surat

pengganti atau surat atas tunjuk, wajib mengembalikan kepada harta pailit

jumlah wang yang telah dibayar oleh debitor apabita™:

a. Dapat dibuktikan babwa pada waktu penerbitan surat forsebut, vang
bersangkutan mengetabui babwa permohonan pernyataan pailit debitor
gudah di daftarkan; atau

b. Penerbitan surat tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antars
debitor dan pemegany pertama.

g. Akibat Kepailitan terhadap Warisan

Dalam persoalan warisan, ada 3 (tiga) istilah penting antara lain™:
1) Pewaris, yaitu orang-orang yang meninggal dunia dan meninggalkan

harta kekayaan;

2} Ahli waris, yaitu orang vang menggentikan kedudukan pewaris dalam
bidang hukum kekayaan, karena meninggaliya si pewaris dan berhak
menerima harta peninggalan pewaris;

3) Harta warisan, yaitu kesehuuhan harta kekayaan yang berupa aktiva
dan pastva yang ditinggalkan olch si pewaris setelah dikurangi dengan
semua utangnyva.

Jika selama kepailitan, ada susto warisan vang jatuh kepada debitor
pailit dalarn arti bahwa debitor pailit bertindak scbagai abli waris maka
menurut Pasal 40 ayat (1) UU Kepailitan, warisan yang selama kepailitan
jatuh kepada debitor pailit, oleh kurator tidak boleh diterima kecuall
apabila menguntungkan haria pailit. Dan untek tidsk menerime suatu
warisan maka berdasarkan Pasal 40 ayat (2} Ul Kepailitan, Kurator
memerhukan izin dari haldm penpawas,

Kepailitan mengekibatkan debitor pailit tidak dapat melakukan
perpnatan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan, termasuk
persoslan warisan. Oleh karena itu, kurafor harus bertindak mengures
persoalan suatu warisan vang jatuh kepada debitor pailit.

% passl 46 ayat (2) Undang-Undong Nemor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan den
Penundenn Kewsiiban Pembayaren Uang, ’

# pNLH. Simanjuntak, Pokok-Pekok Hukum Perdata Indonesis {Jakarts: Djambatan),
1999, hal. 327

niversitas Indonesia

Pengajuan Kepailitan..., Citra Kemuning Mahmudin, FH Ul, 2009



38

2.4 Akibat Hukom Kepailitan terhadap Perseroan Terbatas

Subjek hukum adalah setiap pihak yang menjadi pendukung hak dan
kewajiban dalam melakukan hubungan hukum. Subjek hukum adalab veng berhak
atas hak-hak subjektif dan pelaks dalam hukum objektif.™ Menurut Soenawar
Sockawati, subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum {fegef
personality} dan segala sesuaty yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyaraksat
oleh hukum diakui sehapai pendukung hak den kewajiban,™ Dalem fimu hukum
dikenal adanya 2 {dua) pihak vang bertindak sebagai subjek hukum, yaitu:

1. Manusia sebagal nevuwrlijk persoon, yaitu subjek hukum alamish dan bukan
hasil kreast manusia tetapi ada kodrat;

2. Badan hukum sebagal rechspersoon, yaitu subjek hukum yang merupakan
hasil kreasi hukum,

Untuk melindungl kepentingannya, manusia dilengkapi hak disamping
adanya  kewajiban, Disamping kepenfingan perscorangan, manusia  juga
mempunyai kepentingan bersama dan mempersatukan diri.*’ Untuk mencapai
kepentingan bersama yang mempunyai tujuan fertentu, dapat berhimpun dalam
suatu wadah yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan dan
Koperasi.

Perseroan Terbatas sebagai subjek hvkum dalam acti artiffcial pervon,
yang merapakan hasil kreasi hukum. Oleh karena itu, Persercan Terbatag tidak
dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara sendird, fetapi harus dibantu oleh
OFgan-organ perseroan. Organ-organ perseroan terdiri atas:

1. Rapar Umum Pemegang Saham (RUPS)
Pengertian RUPS menurat Pasal | angka 4 UU Perseroan Terbatas {vang
untuk selanjotnys disingket menjadi UUPT) adalah organ perseroan yang
meropunyal wewenang vang tidak diberikan kepads direksi atan dewan
komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau
anggaray dasar,

¥ Chidir Ali, Radan Holaem (Bandung: Alumni), 1959, hal. 6.
© * [hig, hal. 7.
¥R, Al Rido, Badan Hulum dasn Kedodukan Badan Hukwm Perserosu,
Ferkumpulan, Koperasi, Yayasawn, Wakaf (Bandung: Alumni), 2001, hat. 2.
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Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan vang
berkaitan dengan perseroan dart direksi dan/atay dewan komisaris, sepanjang
berhubungan dengan mata acara rapat dan iidak bertentangan dengan
kepentingan pe:rsaroan.32
2. Direksi
Pengertian direksi menurut Pasal 1 angka 5 UUPT adalah organ perscrosn
yang berwenang dan bertanggun jawab penuh ates pengumusan perseroan
untuk kepentingan persercan, sesuai dengan maksud dan tujuan persercan
serta mewskili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuni
dengan ketentuan angearan dasar.
3. Komisaris
Pengertian komigaris menurut Pasal 1 angka 6 UUPT adalah organ perseroan
yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khosus sesuai
dengan anggaran dasar serta membert nasihat kepada direksi.

Tujuan utama proses kepailitan terhadap persercan terbatas adalah untuk
mempercepat proses likuidast dalam rangka pendistribusian asset perseroan dalam
rangka membayar utang-utang perseroan kKarena perseroan telab mengalami
kesulitan keusngan yang menyebabkan insolvens! perseroan tersebut® Dengan
demikian, eksistensi perseroan terbatas yang dipailitkan sogera berakhir dengan
percepatan  pembercsan  proses likuidasi tersebut. Prinsip utama kepatlitan
perseroan terbatas adalah menyegerakan proses likuidasi asset untuk Kemudian
membagikannya kepada segenap kreditoraya.

Eksistensi yuridis dari persercan ferbatas vang ielsh dipailitken adalah
masif teiap ada eksistensi badan hukumnya. Dengan dinyatakan pailit tidak
sutatis prutandis badan hukum perservan menjadi tidak ada.

Eksisnya badan hukum perseroan terbatas berarti organ-organ perseroan
Juga harus tetap eksis. Status badan hukum suatu perseroan yang pailit, tetap eksis
schehum perseroan tersebut dibubarkan yang dilanjutkan dengan Hikuidasi. Bahkan
dalam Pasal 143 ayat {1} UUPT secara tegas menentukan bahwa pembubaran
persercan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampat

*2 pasal 75 ayat {2) Undang-Undang Nomor 40 Tabun 2007 tentang Perseroan Terbataz,
 Hadi Subhan, Op. Cit, hal. 198
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dengan selesainya likuidasi dan pertanppuagjawaban likuidator diterima oleh

RUPS atau peagadilan. Datam Pasal 143 ayat (2) UUPT juga menentulan dalam

hal terjadi pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}

a. Wajib diiicoti dengan Likuidasi vang dilakukan cleh likuidator atau kurator;
dan

b. Persercan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk
membereskan semua urusan perseroan dalam rangka Hkuidast.

Dari kedua pasal diatas dapat ditafsirkan bahwa meskipun pembubaran
mengakibatkan sugtu perseroan roenjadi tidak cakap untok melakukan perbuatan
hukum, tetapi dalam bal untuk membereskan kekayaannya yaitu dalam proses
tikuidasi, perseroan masih fetap cakap untuk melakukan perbustan hukum daiam
rangka likuidasi.

Pembupm tidak mengakibatkan status badan hukurn perserogn langsung
menjadi hilang, tetapt statusnya bary berakhir setelah selesainya likuidasi dan
pertanggungiawaban likuidator diterima oleh RUPS. Dengan demikian, sebuah
persercan terbatas yang dinvatakan pailit harpsiah tetap cakap unfuk melakukan
perbuatan hukum, Oleh karena itu, dapat disimpulkan bshwa kepaiiitan tidak
mengakibatkan status badan hukum suvate perseroan terbatas menjadi hilang.
Kedudukan hukom direksi dan komisaris selaku organ persercan yang paiiit,
masih tetap dapat melakukar perbuatan hukum untuk dan atas nama persercan
sepaniang perbuatan hukum tersebut tidak menyangkut harta kekayaan perseroan.

Tanggung Jawab Organ PT Atas Terjadinya Pailit PT

1. Tanggung jawab direksi atas terjadinya pailit PT
Direksi mempunya fungsi dan peranan yang sangat sentral dalom paradigma
perseroan  terbatas. Dilihat dari substansinya, tanggung jawsb  direksi
perseroan  terbatas dibedakan setidak-tidaknya menjadi empat kategori,
yakni**:
a. Tanggung jawab berdasarkan prinsip fiduciory dusies dan duty to shill and

oare

* Ihig, hal. 227.
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Yang dimaksud dengan tugas fiduciary duties dari seorang direksi adalab
tugas yang terbit secara hukum dari suatu hubungen fiduciory antara
direkst dan perusahasn yang dipimpinnya, sehingge seorang direksi
haruslah mempunyai kepedulian dan kemampuan (duty of care and skill),
itikad baik, Joyalitas dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat
yang tinggi.>® Direkel tidak hanya bertanggung jawab ketidakjujuran yang
disengaja, tetapi dia bertanggung jawab juga secara hukum terhadap
tindakan mismanajemen, kelalaian atau kegagalan atan tidak melakukan
sesuatu yang penting bagi perusahaan.*
Prinsip int sesuai dengan Pasal 87 ayat (2) UUPT yang mengatakan bahwa
pengurusan  sebagaimana  dimaksud dalam pada ayat (1), wajib
dilaksanakan setiap anggola direksi demgan itikad balk dan penub
tanggung jawab.

b. Tanggung jawab berdasarkan dokirin manajemen ke dalam (indoor
management rule)
Merupakan doktrin kontemporer yang mengajarkan bahwa jika pihak yang
menjalankan fugas-fupas perusabaan dalam mepjalankan tugas-tugasaya
konsisten denpan isi anggaran dasar perseroan, maka pihak perusahaan
terikat dengan pihak kotigs atas segala tindakan yang telsh dilakokan oleh
perusahaan tersebuf, meskipun dalam menjalankan tugasnya i, pihak
penisahaan tidak memenuhi ketentwan internal perseroan, dan meskipun
pihak luar perusahaan yang yang melakukan bisnis dengan perusahaan
dissumsi  telah mengetabui  dan  mempelajart  dokumen-dokumen
perusahaan yang telah diumumkan kepada publik, seperti anggaran dasar
perseroan.”
Hal ini sesual depgan Pasal 92 ayat (2) UUPT yang mengatekan bshwa
direksi berwenang menjalankan pengurussn sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuzi dengan kebijakan yvang dipandang tepat, dalam batas yang
ditentukan undang-undang ini dan/atau angparan dasar.

% Munir Fuedy, Hukum Perusahasn dslam Parddigma Hukum Bisnls (Bandung:
Citrn Aditya Bakti), 2002, hal. 81, '

’® {hid, hal. 82.

¥ Thid, hel. 99
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c. Tanggung jawab berdasarkan prinsip ultra vires
Yang dimaksud dengan prinsip ini adelah suatu prinsip vang mengatur
akibat hukum seandalmya sda tindakan direksi untuk dan atas nama
perseroan, tetapi tindakan direksi tersebut sebenarmya melebihi dari apa
yang diatur dalam anggaran dasar perseroan.”®
Prinsip ini sesuai dengan Pasal 97 ayat (3) UUPT yang mengatakan bahwa
setiap anggota direksi bertanggung jaweb penuh secara pribadi atas
kerugian perscroan apabila vang bersanginten bersalah atau  lala
menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuen yang dimaksud pada ayat
(2}, Ketentuan yang dimakswd pada ayat (2) ini adalab apabila direksi
tidak melakukan kewsjibannya dengan itikad baik dan tanggung jawab,
serta tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perscroan®.

d. Tanggung jawab berdasarkan prinsip piercing the corporaie veil
Pada umumnya prinsip ini diartikan scbagai suatu proses uniuk
membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain atas
tindakan hukum  yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa
mempertimbangkan bahwa secbenarnya perbuatan  tersebut  dilakukan
oleh/atas nama perseroan polaku, Dengan demikian, prinsip ini pada
hakikatnya meropakan dokidn yang memindabkan tanggung jawab dari
perusahzan kepada pemegang saham, direksi, atau kornisaris, dan biasanya
doktrin ini bam diterapkan jika ada klaim dari pihak ketiga kepada
perseroan,””
Prinsip ini sesnaf dengan Pasal 97 avat {3} UUPT vang menyatakan bahwa
setiap angpola direksi berlanggung jawab penuh secara pribadi atas
kerugian perseroan apabils veng bersangkutsn bersalah atau lslai
menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2). Dalam hal kepailitan menurnt Pasal 104 ayat (2) UUPT
mengatakan bahwa dalam hal terjadi kepailitan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terjadi karena kesalaban atau kelalalan direksi dan harta
pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam

** 115 Subban, Op. Cit, hal. 228.
5 Pasal 92 ayat {1} VUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 lentang Perseroan Terbatas.
 1hid, hal. 220.230,
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kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara {anggung renteng
bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta
pailit tersebut.

Ketentuan normatif mengenai tanggung jowab direkst dalam hal
terjadinya kepailitan perseroan terbalas adalab menurut Pasal 90 ayat {2)
UUPT menvyatakan babwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau
kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian
akibat kepailitan tersebut, maka setiap angpota direksi secara tangpung
reateng berfanggung jawab atas kerugian itu. Kemudian Pasal 93 ayat (3)
VUPT mengatakan bahwa anggota direksi yang dapat nsembuktikan bahwa
kepailitan bukan karens kesalahan atau kelalalannys tidak bertanggung jawab
secara ianggung renteng atas kerugian tersebut,

. Tanggung jawzb komisaris PT atas terjadinya patlit PT

Fungsi komisaris sebagaimana terdapat dalam UUPT adalah bertugas
mengawasi  kebijaksanaan direksi dalam menjalankan persercan serta
memberikan nasihat kepada diceksi.

Dalam hal komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan fiducimry duty,
yakni tidak depgan ittkad baik dan bertanggunp jawab menjalenkan fugas
univk kepentingan perusshaan maka komisaris harus bertanggung jawab
secara hukum. Apsbila komisaris sudah dianggap bersalah, maka seluruh
anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab. Pasal 60 ayat (3) UUPT
manyatakan bahwa dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang disediakan
ternyata tidak benar dan/atan menyesatkan, anggota direksi dan komisaris
secara tangpung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
Komisaris berhak pula uwntuk melakukan pembukfian terbalik a2gar ia
dibebaskan dari tanggung jawab secara resteng baik dengan lembaga direksi
maupun anfar anggota komisans i sendid. Pasal 80 ayat (4) UUPT
menyatakan bahwa anggota direksi dan komisarls dibebaskan dari tanggung
jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (3} apabila terbukti bahwa keadaan
tersebut bukan karena kesalahannya,
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3. Tanggung Jawab pemegang saham atas terjadinya pailit PT
Pada prinsipnya sepala tindakan RUPS menjadi tanggung jawab perseroan itu
sendiri. Pasal 3 ayat (1) UUPT mengatakan bahwa pemegang saham perseroan
tidak bertangpung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama
perseroan dan tidek berfanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi batas
nilai saham vang telah diambilnya,

Dalarn era sekarang ini, kebutuhan manusiz akan hal-hal yang
berhubungan dengan aktifitas di ruang wdara dan penggunaannya semakin besar,
Tidak lagi hanya untuk kebutuban militer, pertahanan dan keamanan negara saja
fetapi juga untuk kebutulian pariwisata, fransportasi dan banyak lagi. Hal ini
dikarenakan produktifitas manusia semakin membulubkan efisiensi waktu dan
efektifitas, Untuk memenuhi kebutuhan terschut, angkutan udara memiliki peran
dan fungst yang penting dalam kehidupan umat manusia, karena angkutan udara
dapat dikatakan sarana transportasi yang cepat, nyaman dan efisien dibandingkan
sarana transportasi [ain.

Angkutan udarz memang tergolong alat transportasi vang memiliki
keunggulan mengenai kecepatan wakty tempuh vang Iebih tinggi dibandingkan
alat transportasi darat maupup lant. Walaupun begity, tentunys angkutan udam
tidak boleh mengesampingkan aspek keamanan dan  keselamatan para
penumpangnya juga barang-barang yang dianghutnva. Keselamaten angiutan
udara ditentukan beberapa factor, seperti manusia, kondisi pesawat udara,
lingkungan dan pengelolazn angiutan udara atau dapat juga merupakan gabungan
dua atau lebih faktor-faktor tersebut.

Walaupun angkutan udara ielab memenubi standar vang baik dalem
memepuhi faktor-fakior penunfang kesclamaian odara, seperti manusia, kondisi
pesawal udara, lngkungen dan penpelolaan anpkutan wdara steu dapat juga
merupakan gabungan dua atau lebih faktor-faktor tersebut, pengangkut juga tetap
memiliki risiko bagi berbagai pihak, baik penumpang, pengirim barang maupun
pihak ketiga, Risiko yang dialami penumpang adalah kemungkinan penumpang
tersebut mengalami keterlambatan, kehilangan atau kerusakan bagasi, mengalami
luka-luks ringan maupun berat, bahkan risiko tewas akibat suatu kecelakaan
pesawat, Bagl pengirim barang risikonya adalah keterlarabatan barang atau
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kehifangan barang sebagian atan seluruhnya. Sedangkan bagi pengangkut itu
sendiri, risiko selain ia kehilangan pesawatnya ia juga harus bertanggung lawab
atas kerugian-kerugian yang mungkin timbul pada penumpang, pengirim barang
atau pihak ketiga.”!

Persyaratan uniuk mendapatkan izin perusahaan pencrbangan antara [ain
memiliki akta notaris dan melalukan studi kelayakan. Selenjuinys, perusahaan
penerbangan tersebut memerlukan Aircraft Obligation Certificate {AQC) sebagat
bulkti bahwa pesawat-pesawat yang dimilikinya layal terbang

2.5 Tinjanan Umom fentang Perjanjian

Dalam: kehidupan scchari-hari, sefiap manusiz akan selalu membuat,
mengadakan maupun  melaksanakan kescpakafan sustu  kehendak  yang
menghasilkan prestasi atan mencapal tujnan dalam kehidupan masyarakat modem.

Suatu perianiian adalsh suatu pecboaten dengan mana satu orang alau lehih
mengikatkan dirinva techadap satu orang atav lebih,® Menurut Subekti, petjanjian
sehagai suaty peristiwa dimana seorang berjanii kepada seorang lain atsu dimana
dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan ssatu hal* Sedangkan menurat
J. Satrlo, pedaniian adalah sekclompok, sekumpulan perikatan-perikatan yang
mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. *°

Dart pengertion-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi
kesepakatan anisra dua orang atan lebih ataw pihak-pthak yang melakukan
peranjian tentang sesuaty bal bafk secara fisan maupun tulisan, maka timbul
perianiian, Kareng sudah timbul perjanjian maka para pihak yang telah bersepakat
sudah terikat dan harug taai pada hal yang telsh disepakati bersama.

W, Suhermen, Hukum Udara Indonesia dan Internasional (Bandung: Alumni), 1978,
hal, 118-119,

a Tengka Burhanuddin, Dekupan Perusahaan Penerbangan hingga Kini Belum Beroperasi,
diskses dud  htip/fveww? kompas.com/kompas-cetak/0408/03/Jabar/1 188811 hty, tanggal 25
Manret 2009,

A Kartini Muljedi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umomnys {fakerta: PT. Rajs
Crafindo), 2003, hal. 1. '

X Subekti, Fukum Perjanjian (Jakaria: PT. Intermasa), 2004, hal. 1.

4% 1, Satrio, Hukum Perjanjian (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 1992, hal 4.
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Asas-asas hukum umum perjanjian vang diatur dalam K UHPerdata adalah:

1. Asas Personalia
Asas int terdapst dalam Pasal 1315 KUHPerdata yang menyatakan, pada
wnumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas namanya sendiri
maupun meminta ditetapkannya svatu janji selain untuk dirinya sendiri. Dari
rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarmys suatu perjanjian
yvang dibuat olch seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek
hulcum pribadi, hanya akan mengikat untuk dirinya sendiri,

2. Asas Kongensualitas
Asas konsensualitas dalam perjanjian pada dazarnya adalah fercapainya
kesepakatan antara dua orang atau lebih yang telah mengikatkan diri dalam
suaty perjaniian schingga melahirkan kewajiban bagi salah satu pihalk
Ketoptuan ini terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, salah satu syarat
sahnya perjanjian adalah kesepakatan mercka yang mengikatkan dirinya.

3. Asas Kebebasan Berkontrak
Adalah para pihak vang membuat dan mengadakan perjaniian diperbolehkan
patuk menyusun dan membust kesepakatan atau perjanjian mengenat suaty
prestast yang tidak dilarang oich undang-ondang, Hal tersebut terdapat dalam
Pasal 1320 KUHPerdata vaitu salah satu syarat sahnya perjanjien zdalah
karena suatu sebab yang tidak terlarang,

2,5.1 Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk suatu perjanjian yang sah diperiukan empat syarat, yaitu®:

Sepakat vntuk mercka yang mengikatcan dirinya,

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,

Suatu hal tertentu,

Suatu sebab yang halal.

Dus syarst pertama adaleh syaral subjektif karena mengenal orang atau

A

subjek vang melakukan petjanjian haros dalam keadaan bebas untuk mengikatkan
din dan cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri, sedangkan dua syarat

* Kartinl Muljadi dan Gunawan Widjala, Op. Cit, bal, 15.
“ pasal 1320 KUHPerdata
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berikutnys adalah syarat objektif karena menyangkui objek dari perianjian i
harus jelas dan barus halal, tidak bertentangan dengan undang-undang, norma
kesusilaan atan ketertiban umum.

Keempat syarat fersebut harus mutlak terdapat dalam perjanjian. Apabila
syarat subjektif tidek ferpenubl maka pesjanjisn tersebut dupat dimintakan
pembatalannya dan apabila syarat objektif tidak terpenuli maka perjanjian
tersebut batel demi hukum,

Pada dasarnya perjanjian lahir pada saat terjadinya kesepakatan antara
kedua belsh pihak mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian.
Terdapat beberapa teori terjadinya perjanjian berdasarkan kesepakatan, yaitu®®:

a. Teori pernyataan, menurut teori ini kesepakatan terjadi pada saat pihak lain
menyatakan menerima kehendak dari pihak lain dengan tertulis.

b. Teori pengiriman, menurut fegri ini pada sast pengiriman jawaban menerima
actalah saat lahimya perjanjian.

¢. Teori pengetahuan, menurut feori Ind lahimya perjaniian pada saat jawaban
menerima diketabu! oleh orang atau pihak yang menawarkan,

d. Teori penerimenan, menurut feori ini, kesepakatan lahir pada saat diterimanya
Jjawaban surat menyetujni sampat pada alamat pihak pengirim surat pertama,

Unsur-unsur perjanjian dapat dikelompokkan sebagai berikut™:

a. Unsur gssensiudia, merupakan unsur perjanjian yang selalu harug ada di dalam
isi suatu perjaniian, onsur mutlak yang mana tanps adanya unsur tersebut,
petianjian tidak mungkm ada.

b. Unsur naturalio, merupakan unsur pejanjian yang oleh undang-undang diatur,
tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti.

¢. Unsur accidentalia, merupaka unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para
pihak. Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.™

“* Subelti, Op. Cht, hal, 20-22.

# 3. Setrio, Op. Cit, hal. 130183,
* 154, bal. 57,

* Thig, bal, 58.
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232 Perianjian dan Akibat Hukumnya Bagi Para Pibak
Peddaniian  mengiket pare pihak sendiri dalam arfi bahwa hak dan
kewsjiban yang timbul deripadanya hanyalah untuk parz pihak sendirl
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1315 KUHPerdata yang menyatakan “pada
umumnoya tak scorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri stau meminta
ditetapkannya soatu janji daripada untuk dirinya sendiri.”
Sesudub pevjanjian terbentuk, menimbulkan konsekuensi para pihak yang
sudah bersepakat. Menurut J. Satrio tentang akibat hukum perjanjian adalah™:
a. Perjanjian mengikat para pihak sebagai undang-undang
Pada Pasal 1338 KUHPerdata ditegaskan babwa semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
Dari pasal tersebui, berlaku sebagai undang-undang berart! mengikat para
pibak yang menutup perianjian, seperti undang-undang juga mengikat
techadap siape undang-amdang berlaku.
b. Asas janji itu mengikat
£ dalam Pasal 1338 KUHPerdata tersimpulkan ases penaniian ysitu
mengikat para pihak dan menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi atas
swaty prestast yang diperjaniikan dan pada dasamya para pihak tidak dapat
menarik dirt dari perjanjian tanpa persetujuan dari pihak lain,
¢. Asas kebebasan berkontrak
Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata jo Pasal 1338 KUHPerdata, orang bebas
untuk menentolean kontrak, mengatur sendiri dari perjanjian yang akan
mongikat parg pihak yang membuatnya. Akan fetapi kebebasan berkontrak
tersebut dibatasi oleh Pasal 1337 KUHPerdata yang menegaskan bahwa
perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan
undang-undang, Apabila isi perjanjian bertentangan dengan isi Pasal 1337
KUHPerdata, maka perjanjtan dinyatakan batal demi hukum.
d. Perjanjian tidak dapat dibatalkan sepihak
Para pibak tidak dapat menarik diri daripada akibat-akibat perjaniian yang
dibuatnya secara sepihak, tanpa sepakat pihak lainnya. Akan tetapi, undang-
undang memberikan pengecualian terhadap perjanjian-perjasjian tenienty

52 ¥, Satrto, Op. CHt, hal, 357,
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akibat hukum yang timbul berlangsung lama untuk jangka waktn yang lama,
seperti petjanjian sewa menyewa yang jangkwa waktunya tidak terbatas.
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BAR 3
KASUS PT. ADAM SKYCONNECTION AIRLINES DENGAN
CV. CICI gq. Dra. LUVIDA EVIYANTI

3.1 Perusabaan Adam Air

Adam Air didiritkan pada tanggal 21 November 2002 oleh dua orang
pengusaha, yaitu HR. Agung Laksono dan Sandra Ang dan mulat beroperasi pada
tanggal 19 Desember 2003 dengan menggunakan 2 pesawat terbang, yakni
Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 yang banya mempunyai rule pencerbangan
dari Jakarta ke 3 (tiga) rute domestik lzinnys, vaitu Medan, Denpasar dan
Yogyakarta. Alasan para pengusaha wmendirikan Adam A¥r adalah untok
menciptakan penerbanpgan yang efisien sekaligus menguntungkan dan berharap
pencrbangannya dapal melayani tidzk hanya golongan fertentn saja, aken tetapi
dapat melayani semua golongan. Adam Al didirikan dengan tujuan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa penerbangan dengan harps yang
tegjangkan dan pelayanan yang baik. Sedanpkan misi dari adam air yait
memberikan kenyamanan, kemudahaa, dan keselamatan.”

Hanys dalam wakin 3 (tiga) tahun maskepai Adam Air berkembang
dengan pesat hingga memiliki 20 (dua puluh) armada pesawat terbang mulal dart
seri boeing 737-200 sampai boeing 737-500. Akan tetapi Dua armada pesawat
terbang boeing 737 sewaan yang digunakan oleh Adam Ajr adalah pesawat
terbang yang dildaim bary walaupun termyata pesawat tersebut telah berusiz lebih
dari 15 tahun yang disewa dari GE Commercial Aviation Serviee.”

Terinspirasi oleh South West Airline, Adam Alir telah sukses memberikan
pelayanan penerbangan yang tidak lagi eksklusif tetapi merupakan sebuah pilihan
umum bagi masyarakat yang sibuk. Maskapai ini meaawarkan tiket penerbangan
murzh yang disclmbangkan dengan service pelayanan dan pengalaman terbang
yang baik. Selain itu Adam Air juga memungkinkan uniuk memberikan
kenyamanan dalam pelayanan tiket dan pemesanan tiket dengan staf vang dengan

' Adam  Alr, dapai dihat i hitpsvebarchisve orglweb/2006643 1001711/
www.llyedamair.comfsboutusiwho we ars bim_ dinkses pada woggal 3 Mei 2008,

° Bill Guern, Falling Skies for Indonesian Aviation, depat dfihat o
hitpeeww glimes.com/atimes/Southeast AsiafTA24 A0t himl, diekses pada tanggal 3 Mei 2055,
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senang hati mengatur jadwal penerbangan dan menjamin  keberangkatan
penerbangan anda dengan segera. Penumpang juga dapat membeli tiket dengan
harps murah apabila ia membelinya lebih awal®

Pada November 2006, Adam Air menerima penghargaan Award of Merit
dalam category Low Cost Ajrline of The Year 2006 dalam acara The Third
Annual Asia Pacific and Middle East Aviation Outlook Summit di Singapura.’
Adam Alr juga dikenal dengan “penerbangan moerah”, sehingga Adam Air
menamai dirinya sebagai maskapai penerbangen yang berbiaya rendah dan
tradisional dengan menawarkan makanan, ietapi pada harga yang kompetitif.

3.2 Kondisi Perusahaan

Tahun 2007 merapakan awal dari terjadinya berbagal insiden dan
kecelakaan vang menimpa maskapal Adam Air. Pihak pemerintah Indonesia
kemudian membuat pemeringkatan atas maskapai-maskapai yang memenuhi
syarat keselametan, Dari hasil pemeringkatan yang diomumkan pada tanggal 22
Maret 2007, Adam Air ada di peringkat ketiga vang berarti hanya memenuhi
syarat minimzl keselamatan dan masih ada beberapa persyaratan yang belum
dilaksanukan dan berpotensi engurangi tingkat keselamatan penerbangan,
Dengan terjadinya berbagai insiden ini, kemudian pihak Adam Ajr terlibat dalam
pembicarsan dengan beberapa investor asing, termasuk diskusi tentang penjualan
20% pancang ke Qantas.” Dikarenskan Adam Air hanya memenuhi syarat
miniral maka hal ini berakibat Adam Air mendapatkan sanksi administratif yang
di review setiap 3 (tiga) bulan, bila tidak ada perbaikan kinerja maka 4ér Operator
Cerificate (AQC) dapat dibelaskan,

Perusshaan Investast Indonesia vaitu PT. Bhakii lovestama menyatakan
minat dalam memperoleh Adam Air sehingga pada April 2007, PT. Bhakd
Investama melalui anak peruszhaansya Global Air Transport membeli 50% saham
Adam Air dari keluarga Sandra Ang dan Adam Suherman, namun setahun
kemudian pada tanggal 14 Maret 2008 Global Air Transport menarik selurub

4 baip v streetdirectory.comitravel _gidefindonesinfiokeria/airiines/info-138-adam

* Wikipedia Indonesia, hlipwwyw.wikinediacom.
* Bl Guerin, Op.Cit.
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sehamnya karens merasa Adam  Air fidak melakukan perbaikan tingkat

kesclamatan dan tidak adanya t_ransparansi.ﬁ Yang mana dana untuk membeli

saham dari Global Air- Transport tidak digunakan dengan baik. Kegiatan
operasional Adam Air dihentikan pada 17 Maret 2008 dan baru akan dilanjutkan
jika ada investor baru yang bersedia menalangi 50% saham yang ditarik oleh

Global Air Transport. Hasit dari penarikan saham oleh Global Air Transport

seharusnya, Global Air Transport memberikan kesempatan kepada Adam Air

untuk mencari pemegang saham (investor) baru, akan tetapi hal tersebut tidak
dilakukan karena Global Air Transport sudah mengetahui bahwa wangnya tidak
akan dikembalikan.”

Sebelum Adam Air memperoleh investor baru, pemerintah dalam hal ini
diwakilkan oleh Departemen Perhubungan mencabut izin terbang atav Operasion
Specification Adam Air melalui surat No. AU/1724/DSKU/0852/2008 tertanggal
18 Maret 2008, yang menyatakan bahwa:

1. Sebagai hasil tindak lanjut kegiatan pengawasan terhadap PT. Adam
Skyconnection Airlines selaku pemegang Afr Operator Certificate (AOC) No.
121-036, ditemuksan bahwa dalam menjalankan kegiatan operasiopalnys felah
teriadi penyimpangan yaie
a. Beberapa kegiatan pengoperasian pesawat udara tidak dijalankan sesuai

dengan Company Operation Manual,

b. Beberapa pelatihan Sumber Dava Manusia (SDM) tidak dilaksanakan
sesuasi dengan Company Training Program.
¢. Beberapa pelakssnaan perawaten tidak dijalankan sesuai dengan Company

Mainrenance Manual,

2. Bahwa ternuan-temuan sebagzimana dimaksud pada butir 1 i atas berpotensi
membahayakan keselamatan penerbangan, oleh karena itu Operation
Spesification PT. Adam Skyconnection Alrlines dengan ini dinyatakan dicabut

& R&zmr&, Adam Acr Loses Hsif if's Fleet After Defanlt, dapat dilikat di
Hnews se.comsst 3 92023 himl, diakses pads tanggsel 3 Mei 2009. Iakarts
Pﬁ&i, Bbakzi Baxis i}ﬁt an Adam Afr, dzpat difihat g
orffvrwne theisbartanoct com/nrint/ 163861 dinkses pada tanpgal 3 Mei 28069,
* Bf:zdmtm hastl wawancara yang dilakeken oleh penulis deagan pengacams pemohon
yaity Lukman Anfin pads tengaa! § Apnil 2009 di kantor Anifin & Associates.
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dan dilarang melakukan kegiatan pengoperasian pesawawt udara sejak tanggal
19 Maret 2008 Pukul 00.00 WIB.

3. PT. Adam Skyconnection Airlines baru dapat mengoperasikan kembali
pesawat udara setelah melakukan tindakan-tindakan perbaikan dan
melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

4. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pencabutan dan pelarangan
pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam butir tiga tidak ada usaha
perbaikan atau perubahan, maka akan dikenakan pencabutan AOC sesuai
dengan peraturan yang berlaku,

Dikarenakan hal yang demikian maka para pegawai Adam Air merasa
resah dan meminta agar perusahaan Adam Air dipailitkan. Maksud dari para
pegawai tersebut adalah agar mereka menerima pembayaran gaji, yang mana
mereka belum dibayarkan gajinya selama beberapa bulan. Selain tuntutan dari
para pegawai, perusahaan Adam Air juga mendapat tuntutan CV. Cici gq Dra.
Luvida Eviyanti (selaku pemohon kepailitan), yang mana terhadap CV ini Adam
Air mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Disamping
tunfutan-tuntutan tersebut, Adam Air juga mendapat tuntutan dari para
kreditornya yang dalam hal ini diwakilkan oleh pengacara pemohon untuk
mempailitkan perusahaan tersebut. Sembilan kreditor tersebut terdiri dari®:

Toko Global (gq Tjhin Ket Khin),

Toko Jaya Makmur (qq Wiki Widyanto),

PT. Pendawa Auto,

PT. Mafati Indonesia,

Toko Bintang Waris Warna, dan

N N

Toko Vijaya Motor.

Pencabutan izin terbang Adam Air dikarenakan telah banyak kontroversi
di sekitar Adam Air. Kontroversi pertama yaitu keamanan yang dalam hal ini
adanya serangkaian kejadian-kejadian yang terjadi, seperti beberapa kali terjadi
kecelakaan sehingpa menyebabkan adanya korban dan kontroversi kedua yaitu

adanya isu korupsi disekitar Adam Air.

¥ Ibid.
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Catatan kesclamatan Adam Alr telsh banyak diksitik oleh banyak pihak.
Para pilot dari Adam Alr itu sendiri juga telah melaporkan dan merondingkan
mengenai beberapa pelanggaran peraturan keselamatan kepada pihak yang
berwenang. Mereka menjelaskan bahwa kenyataannya sesuai dengan perjanjian
yang telsh ditandatangani untuk mengijinkan penerbangan satu pesawat terbang,
walaupun tidak memiliki otoritas dan mengetahui bahwa pesawat tersebut tidak
layak terbang, menerbangkan pesawat terbang beberapa bulan mendatang dengan
kerusakan pegangan pintu, penukaran bagian-bagian pesawat unfuk menghindari
batas waktu kadaluarsa {fidak layak terbang), diperintahkan untuk menerbangkan
pesawat tidak lebib dari lima kali per hatinya, menerbangkan pesawat dengan sam
jendela rusak, penggunaan suku oadang dari pesawat lain apar pesawat tetap
terbang dan permintaan pilot yang tidak mengetahui balwa pesawat tersebnt tidak
aman.®

Mengenal ise korupsi yang beredar, The Asia Times mengatakan bahwa
beberapa penduduk lokal yang tidak mau disebut identitasnya mengatakan bahwa
Agung Laksono tidak mengiovestasitkan wangnya senditl di  perusahoan
penerbangan bukan menggunakan uang yang didapatkan selama menjabat di
pemerintahan, Hal tersebut memperbolehkan ia menggunakan keuntungan vang
didapat secara tidak wajar untuk tidak menerima dengan mudsh liseasi peratoran
yang ada serta hak pendamatan di bandar udara.'® Orang-orang yang sama
mengatakan bahwa keluarga Ang tidak punya pengalaman sebelomnya pada
industri penerbangan, Iklan kampanye Adam Air mengarash kepada kebohongan,
vang mengatskan kepada para penumpang bahwa akar terbang dengan new
Boeing 737400, meskipun fakianya kedua Boeing tersebut disewa dari GE
Capital Aviation Service yang tidak digunakan lebih dari 15 tahun lak."

Setelah kejadian pesawat terbang yang hilang beberapa jam dengan 148
orang berada di dalemirya dan mendamt darurat di Sumba Barat, NTT, 525 km
sebelum  ftujuammys, pilot  menyalabkan  kepagalan  fungsi dari  system
penerbangannya. Adam Ailr mengakoi bahwa perlengkapan yang digunakan
dalam keadaan baik, dan memiliki pilot yang handal, tidak membahayakan

® Fhid.
* thid.
H hid.
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keselamatan penumpang. Setelah kejadian tersebut dengan segera Directorate
Gengral of Air Commumication (DGAC) memberikan arshan kepada Adam Air
untuk memperbaiki kesalahan pada system tersebut.™*

Dalam araban vang diberikan Adam Air harns melakukan keselurihan tes
penerbanpan sebanyak 13 kali dengan instruktur dari DGAC sebelum kembali
menjadi penerbangan yang komersil. Tetapi Adam Air meninggalkan tim dari
Neional Transporiation Safety Committee (KNKT). Menurut pihak Adam Air,
mereka memperbaiki kesslahan dan segers mengembalikan penerbangan tanpa
perintah darl siapapun. Tksan Tatang, dicektur umum darl transportasi adam
mengatakan babwa keiadian tersebut adalah saty pelangguran serius dan ia
berjanji untuk melaksanakan investigasi penub. Bagaimanapun, tidak ada tanda-
tanda dari investigasi yang dilakukan berdasarkan pada rekaman dan belum jelas
tokasi yang ditujukan sebagai Jokasi investigasi. Kritikus mengatakan Adam Air
menggunakan koneksi polifisinya untuk terbebas dari masalah ini.”

Karena delam jangks waktu 3 {tiga) bulan vang diberiken olch
Departemen Perhubungan tidak dipergunakan untok melakukan perbaikan, maka
pada tanggal 9 Juni 2008, PT. Adam Skyconnection Airfine dinyatakan pailit oleh
pengadilan niaga.

3.3 Duduk Perkara yang Terjad: Antara Pemohon dan Termohon

Pada tanggal 10 September 2007 CV. CICI qq. Dra. Luvida Evivanti (yang
untuk selanjuinya disebut schagal pemochon) menjadi salsh safu rekanan PT.
Adam Skyconnection Airlines (yang vntuk selanjutnya disebut sebagai termohon)
merupakan salah satu rekanan dart termohon dengan menyediakan jasa (berupa
mobil operasional) untuk antar jemput crew (awak pesawat) yang bekerja pada
termohon, Hal ini dikarenskan pemohon mempunyai kegiatan usaha perdagangan
barang (suppiier) dan jasa sesusi dengan Surat Jzin Usaha Perdagangan (SIUP)
Kecil No. 517/30-04/1306/BINUS/I/2004, tertanggal 20 Januari 20041

Setelah disepakati mengenai perjaniian kerjasama tersebut, pemohon dan
termohon menvetujui bahwa jangka wakiu perjznjian kerjasama ini berlaku

2 1,
Y thid.
M patusan Nomer: 26/R AILITY2008/PN NIAGA JKTPST, hal. 2.
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selama | (satu) tahun, terhitung tanppal 1¢ September 2007 sampai dengan 09
Beptember 2008, dac dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Kenasama ind tidak berlangsung mulus sebagaimana diharapkan pemohon,
dimana termohon yang merupakan salah satu perusahman swasta yang
memberikan pelayanan/jasa penerbangan ternyata annada pesawat terbang yang
dioperasikannya beberapa kali telah mengalami musibah, balk yang menimbulkan
kemmtian, maupun fuka-luke kepada para penumpangnya di beberapa lokasi di
Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa termchon ielah Ialai dan tidsk berhati-hati
dafer menjalankan usahanya, yang sangat berisiko tinggi. Termohon juga
mengalami ketidakharmonisan diantara para pemiegang sahamnya, dimana dua
perusahaan fainnya sebagai pemegang saham 50% telah mengundurkan dird dari
perusahaan termohon, sehingga usaha perusahaan termobon sudah tidak dapat
dipertahankan lebih lanjut. Hal ini kemudian menyebabkan pada tanggal 15 Maret
2008, izin usaha penerbangan (Operation Spesificationy termohon dicabut oleh
pemerintah, sehingga termohon dilarang untuk melakukan kegiatan pengoperasian
pesawat udara. Oleh sebab itu sejak tanppal 19 Maret 2008 seluruh kegiatan
pencrbangan termohon telah berhenti. Akibat dari teriadinya berbagai kejadian
yang menimpa Adam Air tersebut maka pemchon merasa bahwa fidak perlu fags
untuk melakukan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 4 perjanjion
ketjasarna “Antar Jemput Crew”. Akan tetapi pemenuhan dari perjanjian tersebut
harus tetap dilakukan mengingat hak untuk dibayarkannya pemohon masih ada
walaupun kewajibannya sudah tidak dilakukan lagi.'® :

Akan tetapi pada tanggatl | April 2008 antara pemohon dan termohon
menandatangani addendum perjanjian kerjasama antar jempnt yang menerangkan
tentang jangka waktu (sejak tangpal 1 Maret sampai 1 Juni 2008) dan tentang
biaya/vang sewa vang haros dibayarkan setiap satu minggu sekali. Pemohon telah
mengajukan tagihan pembayaran atau sewa kepada termohon yang telah diverima
tertanggal 7 April 2008 dan 28 april 2008. Tagihan tersebut tidak ditanggapi atau
diabaikan oleh termohon yang menyebabkan pemohon memberikan dua kali surat

15 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Lukman Arifin, pada tanggsl 8 Apti
2009 & kentor Arifin & Associules.
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feguran kepada termohon terfanggal 21 April 2008 dan 5 Mei 2008 agar segera
dilakukan pembayaran.'®

Disamping mempunyai utang kepada pemohon, fernyata termohon masih
mempunyal utang-utang lainnya. Oleh karena itu telah terbukti secara hukum
tentzng adanya uleng termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta
adanya kreditor-kreditor lain vang mempunyai piutang kepada termohon.
Berdasarkan pertimbangan fersebut maka telah dapat dibuktikan bahwa
persyaratan termohon untuk dinyatakan pailit telah terpenchi sesuai dengan Pasal
2 ayal (1) juncto Pasal & ayat (4) UU Kepailitan. Hal ini yang menjadi dasar
dikabulkannya permohonan pailit tersebut sejak tanggal 9 Juni 2008."

3.4 Anpalisis Mengenai Kemungkinan Diajukannya Permohonan Pailit
Setelah Ifin Usaha Dicabut

M Indonesia, peraturan yang mengatur mengenai kepailitan. felah
mengalami beberapa perubaban yang mana sebelum tahun 1943 peraturan yang
memuat mengenai kepailitan ind diatur dalam Wetboek van Koophandel {(W.v. K},
akan tefapi peraturan ini hanya mengatur mengenai kepailitan wntuk kasus
pedagang saja. Sementara itu kepailitan vntuk bukan pedagang diatur dalam
Reglement op de Rechisvordering ataw disingkat Rv (S. 1847-52 jo. 1849-63).
Akan tetapi karena peraturan ini mepimbulan kesulitan-kesulitan maka pada tahun
1905 dinndangkan Faillissementsverordening. Akan tetapi peraturan ini hanya
berlaku  bagi  orang  yang  termasuk  golongan  Eropa.  Walaupun
Faillissementsverordening hanya berlaku bagi golorgan Eropa, namun golongan
penduduk Hindia Belanda selain golongan Eropa dapat juga mengpunakan
Faillissementsverordening melxlel lembaga penerapan bukum {untuk golongan
Timur Asing) dan lembaga pesundukan diri secara sukarela (untuk golongan
Bumiputera dan golongan Timur Asing bukan Cina). Peratuan
Faillissementsverovdening masih berlalu hingga tahun 1998, Pada fahun 1998
pemierintah  mengelvarkan Undeng-Undang No. 4 Tahun 1998 dengan
pertimbangan unluk menyempurnakan Faillissementsverordening atau Undang-
Undang tentang Kepailitan scbagaimana termuat dalam Staaisblad Tahun 1903

' Mutusan Nomaor: 26/PAILITI 2008 PN.NIAGA JKTPST, hal 3.
¥ fbid, hal. 20,

Einiversiftas Indonesia

Pengajuan Kepailitan..., Citra Kemuning Mahmudin, FH Ul, 2009



33

No. 217 jo. Staatsblad Tahun 1906 No. 348 dan penyesuaian dengan keadaan
serta kebutuhan bagi penyeclesaian wtang-piutang. Selain itu juga untek
mewujudkan mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka, dan
efektif melalui suate pengadilan khusus dilingkungan perdilan wmum. Seoiring
berjalannya waktu dan disesuaikan dengan keadaan maka peraturan yang berlaku
mengenal kepallilan sekarang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004
tenitang Kepailitan dan Penunduaon Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).
Syarat uniuk mengajukan permchonan patlit, berdasarkan Pasal 2 ayat (1)
UUK-PKPU mengatakan bahwa “debitor yang mempunyai dua atau kebih kreditor
dan tidak membayar Junas sedildtnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat
ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan. Pengadilan, baik atas permohonannya
sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.” Dalam pasal ini
Jjelas mengatakan bahwa syarat untuk mwemohon pailit adalah harus mempunyai
dua atau lebﬂl kreditor dan sedikitnya mempunyai satu utang yang ielah jatub
waktu dan dapat ditagih.
Dalam kases Adam Air, syanat ini ielah terpenuhi karena Adam Air felah
memtiliki [ebih dari satu kreditor, yang mana para kreditor tersebut adalah:
Toke Global (gg Tihin Ket Khin),
Toko Jaya Makmur {gg Wiki Widyanto),
PT. Pendaws Auty,
PT. Mafati Indonesia,
Toko Bintang Waris Warna,
Toko Vijaya Maotor,
Selain dani kreditor-kreditor tersebut, Adam Air juga telah memiliki satu
utang yang telah jatuh wakto dan dapat ditagih yakni utang terhadap CV. Cici gy
Dra. Luvida Eviyanti.

VRPN P SR

Sebapai tindak lanjut dari kegiatan pengawasan ierhadap PT. Adam
Skycotnection Airlines selaku pemegang dir Operation Manual (AOC) No, 121«
036, Dirien Perhubungan Udara menemukan bahwa dalam menjalankan kegiatan
operasionalnya ielsh terjadi beberaps ponyimpangan yaitu:

a. Beberapa kegintan pengoperasian pesawat udara tidsk dijalankan sesual
dengan Company Operation Manual, ‘
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b. Beberapa pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) tidsk dilaksanakan sesuai
dengan Company Training Program.

c. Beberapa pelaksanzan perawstan fidsk dijalankan sesuai dengan Company

Maintenance Manual.
Pasal 4 Peraturan Pemerintah No, 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan

Keselamatan Penerbangan mengatakan bahwa:

(1) Menteri menefapkan persyaratan keandalan operasional pesawat udera
sebagai pedoman dalam proses kegiatan rancang bangun, pembustan,
pengoperasian dan perawatan pesawsat udara,

{2} Persyaratan keandalan operasional pesawat ndam sebagaimans dimaksud
dalam ayat {1}, melipuli persvaratan yang berkatfan deagan:

a. Standar kelaikan udara;

b. Rancang bangun pesawat udara;
c. Pembuatan pesawat udara;

d. Perawatan pesawat udara;

Pengoperasian pesawat udara;

Standar kebisingan pesawat udara;

Ambang batas gas buang pesawat udara;

B0y RO

. Personif pesawat udara.

{3} Penetapan persyaratan keandalan operasional pesawal udara sebagaimana
dimaksud dalam ayat {1}, dilakukan dengan memperhatikan:

Keamanan dan keselamatan penerbangan;

. Perkembangan feknologi;

Sumber daya manusia yang professional;

a p oo m

. Ketentuan-ketentuan internasional;
Efektifitas dan efisiensi;

Pn

Pencegatian penceraran lingkungan.

Alasan-alasan mengenal kKegiatan operasional yang tidak dilakukan dengan
haik oleh Adam Air, menurut Divien Perbubungan berpotensi moembahayakan
keselamatan penerbangun dan penumpang dari pengguna jesa Adam Air, Qleh
karena itu Operation Sertificote dari PT. Adam Skyconnection Airlines dengan ini
dinyatakan dicabut olch Dirjen Perhubungan dan difarang melakukan kegiatan
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pengoperasian pesawat udara scjak tanggal 19 Maret 2008 pukul 80.00 WIB. Hal
ini sesual dengan Pasal 100 PP No. 3 Tahun 200! tentang Keamanan dan

Kesclamatan Penerbangan  yang  mengatakan  bshwa  pemegang  sertifikat

keandalan operasional pesawat pdara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99
dapat langsung dikensi sanksi pencabutan sertifikat tanpa melalui proses
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dalam hal ini pemegang sertifikat terbukh:

a.

b.

.

Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;

Memperoleh sertifikat dan/atan surat izin dengan cara yang tidak sab; ateu
Secara nyata melakukan tindakan yang membshayakan keamsran dan
keselamatan penerbangan.

Pihale-pihak yang bisa dimohon atau dinyatakan pailit adalah:

i.

Orang perorangan

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan fidak membayar lunas
sedikitnya sstu utang vang felah jatuh wakitu dan dapat ditagih, dinyatakan
pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 Ul) Kepailitan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas
penmintaan ssorang atau lebih kreditormya. Yang dimaksud debitor disini
dapat terdiri dari orang atan badan hukum pribadi, yang biga berupa manusia
maupun badan hukum seperti parseroan terbatas, yayasan atau vang lainnya,

. Debitor yang telah menikah

Permohonan-pormohonan pailit yang diajukan oleh debitor vang menikah,
haruss ada persetujuan spami atau istrinya, apabila disntars mereka ada
percampuran barfa (Pasal 4 UU Kepailitan). Dalam Pasal 119 KUHPerdata
menyebutkan bahwa mulel ssat perkawinan dilangsungkan demi hukam
berlakulzh persatuan bulat antara kekayasn suami dan isiri, sckadar mengenai
itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain, Oleh karena itu
bagi mereka yang menikah berdasarkan KUHPerdata, untuk mengajukan
permohonan pailit barusiah ada persetujuan dari suami atau istrinya kecuali

diantara mereka ada perjanjian perkawinan.
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3. Badan-badap hukwn, seperti perseroan terbatas, perusahaan negara, koperasi,

perkampulan-perkumpulan yang berstatns badan hmkum, misalnya yayasan,
Badan hukum sebagai subjek hukum yang mempunyai kekayaan terpisah dari
kekayvaan perseronya juga dapat dinyatakan pailit. Dengan pernyatzan pailit,
organ badan hukum tersebut akan kehilangan hak untuk mengurus kekayaan
badan hukum. Pengurusan harta kekayaan badan hukum yang dinyatakan
pailit beralih kepada kuratornya. Oleh karena ite, menwrut ketentuan Pasal 24
7] Kepailitan, pugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewaijiban harta
kekayaan debitor pailit harus diajukan kepaida kuratomnya.
Apabila yang dinyatakan pailit suatu Perseroan Terbatas (PT), koperasi atau
badan hukum lain seperti perkumpulan atau yayasan yang mempunyai siatus
badan hukom, rmaka penguros yang mempunyel kewajiban  univk
mempedanggungiawabkan kepailitan tersebut.

4. Harta warisan
Dalam UU Kepailitan mengenai kepailitan yang berhobungan dengan harta
warisan ini distur ke dalam bagian tersendini secara lebih rinei, vaitu pada
bagian kesembilan tentang Kepailitan Herta Peningpalan, Dalam Pasal 207
17U Kepaititan mengatskan bahwa harts kekayaan orang vang meninggal
harus dinyatakan dalam keadaen pailit, apabila dua atau lebih kreditor
mengajukan permobonan untuk it dan secara singkat dapat membukiikan
bahwa:

a. Utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; stau
b. Pada saat meninggalnya omang fersehut, harta peninggalannya tidak cukup
untuk membayar wlangnya.
Putusan pemnyataan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta
kekayaan orang vang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya. Dalam
kepailitan harls warisan atau barda peninggalan tidsk dikenal afan tidak
berlake zdanya perdamaian ssbagaimana yang distur dalam UU Kepailitan,
kecuali spabila warisannya telah diterima oleh ahli waris secara murmni.
Dalam hal ini PT. Adam Skyconnection Airlines termasuk datarm badan-
badan hukum yeng bisa dimohonkan pailit sesual dengan Kepumusan Menderd
Kehakiman dan Hak Asasi Maoosia Republik Indonesia No. C-00301
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HT.01.01.TH.2003 fentang Pengesshan Akta Penditian Perseroan Terbatas PT.
Adam Skyconnection Airlines. Yang mana ketentuan ini sudah sesuai dengan
Pasal 7 ayat {(4) UUPT yang mengatakan bahwa perseroan memperoleh status
badan hukum pada tanggal diterbitkannys keputusan menteri mengenai
pengesahan badan hukam. PT. Adam Skyconnection Airlines sebagai subjek
hukem vang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan pemepang saham.
Apabila terdapat pernyatasn pailit, direksi akan kehilangan hak untuk mengurus
kekayean badan hukum. Pengurusan harta kekayaan badan hukum yang
dinyatakan pailit beralib kepada kuratornya. Oleh karena itv, menurut ketentuan
Pasal 24 UU Kepailitan, pugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban
harta kekayaan debitor pailit harus diajuken kepada kuratornya.

Dalam kasus PT. Adam Skyconnection Airdines inmi yzitn dapat
dimungkinkan untuk mengajukan pormohonan pailit setelab ijin usaha dicabut
karena pada saat ijin saha dicabut badan usaha dari PT. Adam Skyconnection
Ajrlines masih ada. Selain itu mengenai masalah pencabutan izin usaha dengan
permohonan pailit mempakan dua hal yang berbeda, karena pencabutan izin usaha
berkaitan dengan usaha dari perusabaan Adam Air sedangkan permohonan pailit
{kepailitar) berkaitan dengan badan hokom dant perusahean Adam A¥r, Akibat
hukem dari pencabutan izin tersebut adalah dilarang beroperasinya usaba dari
perusabaan Adam Al Seteiah pencabutan fjin usaha Adam Alr dicabut,
seharusnya pibak Adam Air melakukan perbaikan sebagaimana yang ditentukan,
akan tetapi perbaikan tersebut tidak dilakukar sehingga menycbabkan ACC dari
Adam Air pun dicabut. Pencabutan ijin usaba dart Adam Air tidak mempengarahi
permohonan pailit tersebut. Karena pada saast pengajusn permohonan pailit
tersebut, organ badan hukum tersebut hanya kehilangan hak untuk mengurus
kekayaan badan hukum, karena hak untuk menpurus kekayaan badan hukum
tersebut beralih kepada kurator.

3.5 Analisa Mengenai Perjanjian Kerjasama Antara Pemohos dan
Termohon

13 dalam perjanjian yang telah disepakati oleh pemohon dan termohon,

disetujui bahwa janpka wakiu perjaniian kerjasama ini berlaku selama | (satu)
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tahun terhitung tanggal 10 Septeraber 2007 sampai dengan 9 September 2008, dan
dapat diperpanjang atas persetujuan kedoa belah pihak.

Kerjasama ini tidak berjalan scspai dengan yang dihavapkan pemohon,
karena termohon yang merupakan salah gate perusahaan swasta yang memberikan
pelayanan atau jasa penerbanigan, beberapa kali mengalami musibah baik yang
menimbulkan kematian maupun luka-luka kepada para penumpangnya. Selain itu
pada tanggal 19 Maret 2008, izin usaha penerbangan termohon dicabut oleh
pemerintah, sehingga termohon dilarang untuk melakukan kegiatan pengoperasian
pesawat udara. Akibet dani terjadinya berbagal kejadian yang menimpa Adam Ajr
tersebut maka pemohon merssa bahwa fidak perlu lagi votuk melaloukan
kewajibanuys sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 4 perfanjian kerjasama
“Antar Jemput Crew”. Akan tetapi pemenuvhan dari perjanjian fersebut harus tetap
dilakukan mengingat hak untuk dibeyarkaraya pemohon masih ada walaupun
kewajibannya sudah tidak dilakukan lagi,

Kepastian moengenai perjaniian vang telah disepakati oleh pemohon dan
termohon ini, berdasarkan hasil wawancara yang dilskukan penunlis dengan
pengacata pemohon adalah bahwa perjanjian terscbut tetap dilaksanakan sesuai
dengan vang disepakati. Dalam hal ini vang masih dilaksanskan adalah
pembayaran welaupun kewajiban pemohion sudsh tidak dilakukan lagi.

Berdasarkan Pasal 36 gyat {1} UUK.PKPU menvatakan bahwa dalam hal
pada saat putusan pernyatzan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik
yang belum afau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian
dengan debitor dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian
tentang kelanjutan pelaksanaan perjaniien tersebut dalam jangke wakiu vang
disepakati oleh kurator dan pikek fersebut. Dalam kasus ind, pemohon meminta
kepada kurator untok memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksansan dari
perjanjian tersebut.

Kepastian tentang pelaksanaan perjanjian ini adalah termohon tetap
melaksanakan kewajibannya kepada pemohon sesual vang tertera di dalam Pasal 5
Pegianjian Kerjasama Antar Jemput Crew vakai, pthak perfama bersedia dan
setuju denaga biaya atau vang sewa mobil operasional pihak kedua sebesar Rp.
117.500.000,~ (Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribﬁ Rupiah) setiap bulan,
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dengan pembayaran dimuka yang akan dibayarkan setiap 1 (satu) minggu sekali
masing-masing sebesar Rp, 29.375.000,- (Dua Pulub Sembilan Juta Tiga Ratus
‘Tujub: Puluh Lima Ribu Rupiah}.

Dalam kasus int kewajiban pemohon sudah {idek dilakukan lagi mengingat
usaha dari termohon sudah fidak berjalan lagi karena dicabutnya Alr Operator
Certificate (AOC) dari PT. Adam Skyconnestion Alrlines oleh pemerintah, Akan
tetapi, mengingat jangka waktu dari perjanjian tersebut adalah 1 {satu) tahun maka
pemohon meminta kepada termohon melalui gugatannya untak ietap memenuhi
kewaiibannya.

Mengenai addendum perjanjian kerfasama antar jemput crew yang dibuat
pada tanggal 1 April 2008 otomatis tidak berleku, karena yang menandatangani
perjanjian tersebut bukan orang yang berwenang. Nasrullah Nawawi ini bukan
orang yang berwenang karena dia menandatangani addendumn terscbut tanpa surat
kuasa, sedangkan Pasal 103 UUPT menyatakan bahwa direksi dapat memberi
kuasa tertulis kepada 1 (sam) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada
orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hokum tertentu
sebagaimana yang diuraikan dafam surat kuasa. Selain itu hal ini juga tidak sesual
dengan Akia Pendirian PT. Adam Skyconnection Anlines Nomor C-00301
HT.QLO01L.TH.2003 dalam pasal 11 angka 7 vang menvatakan bahwa Direksi
untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai
waki] atan kuasanya dengan memberikan kepadanya kekvasaan yang diatur dalam
sural kuasa. Hal ini jupa berfentangan dengan Pasal 1132 KUHPerdata yang
mengatakan bahwa syaral sehnyas suatu perianjian adalah:

i, Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suata perikatan;

3. Suatu bal tertentu;

4. Suatu sehab vang halal,

Sedungkan addeadum pegangian terscbut tidak sesvai dengan Pasal 1320 angkas 2
KUHPerdata ini. Sehinggs akibal dari kejadian ini adalah untuk perjanjian
tersebut dapat dimintakan pembatalan. Karcna dari pihak termohon meminia
pembatalan atas perjanjian tersebut, maka wecara ofomatis perjanjian tersehut
tidak beriaku mez;gizzg%i yang menandatangani bukan orang yang berwenang.
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Akibat dari pepjanjian apabila dinyatakan pailit adalah perjaniian tersebut
menjadi hapus. Ini sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) UUK-PKPU yang menyatakan
apabila dalam perianjlan sebagaimanz dimaksud dalam Pasal 36 telah
diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan
suatu jangka wakiu dan pibak yang harus menyerabkan beda tersebut sebelum
penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan
diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan
karena penghapusan mzka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai
kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.

Berdasarkan hal inilah maka pemohon meminta ganti kerugien karena
pemohon dapat mengsjukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan
ganti kerugian,
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BAB 4
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan permasalshan yang dikemukakan pada bab-bab

sebalumnya dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

1,

Adam Air yang didirdkan pada tanggal 21 November 2002 merupakan
perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan. Hantya dalam waktn 3 (tiga)
tahun maskapai penerbangan ini berkembang dengan pesat. Maskapal
penerbangan ini menawarkan tiket penerbangan murah yang discimbangkan
dongan service pelayanan dan pengaleman terbang yang baik, Akan tetapi
pada tahun 2007 merupskan awal dari terjedinya berbagal insiden dan
kecelakaan yvang menimpa maskapai Adam Air yang mengakibatkan kematian
dan luka-luka pada korban. Hal ini menyebabkan pihak pemerintah membuat
pemeringkatan atas maskapai-maskapai yang memenuhi syarat keselamatan
dan temyata Adam Air ada di peringkat ketiga vang berarti hanya memenuhi
syarat minimal keselamatan dan masih ada beberapa persyaratan vang belum
dilsksanakan dan berpotensi mengurang tingkat keselamatan penabangan.
Perusahman Investasi Indonesia vafte PT. Bhakii Investama melalul anak
perusahaannya yaitu Global Afr Transport membeli 50% saham dari Adam
Afr. Namun setahun kemudian Global Alr Transport menarik seluruh saham
yang dimilikinya, karena merasa hahwa Adam Air tidak melakukan perbaikan
tingkat keselamatan dan transparansi. Setelah Global Air Transport menarik
sahamnya tersebut, tidak lama kemudian Operation Specification dari Adam
Alr juga dicabut oleh pemerintah, Hal ini sebagai tindak lanjut darl kegiatan
pengawasan terhadap PT. Adam  Air, Di dalam kasus PT. Adam
Skyconnection Alrlines dimungkinkan untuk mengajukan permohonan pailit
setelah ijin usaha dicabut. Karena selain syarat untuk mengajukan
ymnszhané.n pailit yang terdapat di dalam pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU telzh
terbukti, yakni debitor mempunyai lebih dari satu kreditor dan mempunyat
satu utang yang telah jatuh tempo. Selain ita debitor juga tidak menialankan
kegiatan operastonalnya sesusi dengan peraturan yang ads, yang dalam hal ini
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fidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2000 teotang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan. PT. Adam Skyconnection Airlines
termasuk ke dalam badan-badan hukum yang bisa dimohon pailit karena
Adam Air sebagal subjek hukum yang mempunyai kekayasn yang terpisah
dari kekaysan peregang saham. Oleh karenn #u dalam kasus PT. Adam
Skyconnection Ailines ini dimungkinkan untuk mengajukan permohonan
pailit getelah ijin ugsha dicabut karena pada saat ijin usaha dicabut, badan
usaha dari PT. Adam Skyconncction Airlines ini masih ada. Sehinggs
pencabutan ijin ussha ini tidak mempengaruhi permohonan pailit dari CV.
CICI tersebut. Selain itw permohonan pailit dengan pencabutan izin
merupakan dua hal yang berbeda, karens permohonan pailit berkaitan dengan
badan hukum dari Adam Ailr sedangkan pencsbutan izin usaha berkaitan
dengan ussha dari Adam Ajr iu sendiri. Permohonan kepailitan di dalam
kasus ind pun juga merapgkan ultimam remedium, mengingat tidak ads upava
hkurs Isin yang dapat ditempuh dikarenakan izin vsahs dard termohon sudah
dicabut olch pemerinfah sehingga termohon sudah tidak dapat melakukan
kegiatan operasionalnya yang mengokibatkan tidak adanya pemasukan lagi
dari termohon.

. Di dalam perjanjian kerjasama antarg pemohon dan termohon yang dibuat
pada tangesl 10 September 2007 ini, tidak berjalan sesual dengan apa yang
diharapkan. Karena pada saat berlangsungnya perjanfian tersebut, termohon
schagal salah satu perusahaan swasta vang bergerak di bidang penerbangan
telah mengalami beberapa kejadian yang merugikan pihak termohon sendis
yang mengakibatkan perusahaan termohon ditarang untuk melakukan kegiatan
pengoperastan pesawat udars, dalam hal ini dicabutnya operation spesification
termohion oleh pemerintah. Selain dicabutiya operation spesification tersebut,
hal ini juga wmengakibatkan pemohon untuk tidak lagi  melakukan
kewajibannys scbagaimana vang fertuang & dalam pasal 4 perjanjian
kegjasama “Antar Jemput Crew”. Akan tetapi pemenuban dari perjanjian
tersebut ferbadap pemohon tetap dilakukan oleh termohon, mengingat hak
untuk dibayarkannya pemohon masih ada walaupun kewajiban pemohon
sudah tidak dilakukan lagi. Kepastian mengenai kelanjutan peiaicsazéaan dari
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perjanjian ini sctelah putusan paitit diberikan kepada kurator, karena sesuai
dengan pasal 36 UUK-PKPU. Mengenal addendum perianjian yang dibuat
setelah pencabutan spesification yang dilakukan oleh pemerintah otomatis
tidak berlaku, karena vang menandatangi bukan orang yang berwenang dan
pihak termohon meminta pembatalan atas addendumn tersebut,

4.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan:

1. Apabila dalam perjanjian kerjasama timbul masalab-masalah hukum, misalnya
adsnya utang vang felzh jatuh waktu dan dapat ditagih, schalknya para
kreditor mempertimbangkan terlebih dahulo apakah ada upaya-upaya bukum
yang dapat ditempuh dalam hal pencairan tagiban misalnya dengan
restrukturisasi  hutang, Walaupun  sebenamya  masalab-masaleh  hukum
terschut telah memenuhi syarat untuk digjukennya permchonan pailit,
sebagaimana tercantum di dalam pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Akan fetapi di
dalam kasus Adam Air ini, tidak diperlukan vnpaya hukem fain mengingat
kepailitan merupakan ultimum remedium di dalam kasus ini.

2. Sebaitknya maskapai penerbangan lebih memperhatikan dan mentaati prosedur
kesclamatan peoumpsang, agar fdak teradi kecelakaan vang menimbuikan
korban schingga tidak merugikan penumpang vang mengpunakan jasa
penerbangan tersebut.
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PUTUSAN |
Nomor : 26/PAILIT/Z008/PN. NIAGA.JKT.PST.

DEM KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA -

Pengadilan Niega pada Pengadilan Negerl Jakarta Pusat, yang
memeriksa dan mengadili perkara-perkara pemmohonan pemyataan Pailit pada
tingkat pertama, telah menjgtuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara
permohanan pemyataan paiiit ya‘ng digjukan olah ;

C.Y. CICI gq. Dra, LUVIDA EVIYANTI, beralamat di Swatantra [V, Jatlasih,
Bekasl, dalam ha| Ini diwakiii oleh kuasanya Lukman Arifin, S.H, dan
Rochiantono Sceoed, 8.H., Advokat dan Pengacara, baralamat di Kantor
Hukum “Arifinn & AsSecintes”, Jalan Raden Saleh Neo. 45 E, Jakaria Pusat
{10330), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2{30&
selanjuinya disebut sebagai Pemohon ;

Terhadap :

’mm smccmﬁcﬂon ARLINES, berkedudukan di Jalan Gedong
F’ansaug Raya No. 28 Jakarta Barat, dalam hal ing dmakzit oleh kuasanya
Benny Ponto, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Kalllmang &
5 Ponéa di Menara Kuningan, Lt 14/A Ji. H.R. Rasuna Said Blok X-7, Kav. 5
Mu‘f}}ﬁkgrta. berdassarkan surat kuasa khusus terfanggal 23 Mel 2008,
selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

./;%

Pengadilan Niaga Tersebul ;
Setalah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bérsangkutan,

Sstelah mendengar kedua helah pihak yang berperkara;
Setalah memeriksa bukti-bukt vang diajukan di persidangan oleh kedua

telah pihak yang berperkara,

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

“ Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya di dalam surat
: permohonannya tértanggai 13 Mei 2008, vang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal : 14 Mel 2008, dibawab
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register Nomor : 26/PAILITI2008/PN.NIAGAJKT.PST,, felah mengsiukan
permohonan Pailit dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikat ;

1. Bahwa Pemohon mempl;?iﬁfai keglatan uszha perdagangan- barang -
(supplier} dan jasa sesual dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Kecil No. 317/30-04/1308/BINUSA2004, tertanggal: 20 Januari 2004,
kemudian berdasarkan F’égi}:aaﬁgn Kerja sama “Antar Jempur Crew’,
{erhanggal 10 September 20!}7,' Pemohon menjadi salah safu rekanan
Termohon yang menyediakan jasa (berupa mobll operasional) untuk antar
ismpur crew {awak pesawat) yang bekerja pada Termohon, yaitu pliot, co-
pilot, pramugara dan praciugari dari tempat kediaman sampai dengan
Bandara Soekamo Hatta maupun sebaliknya {bukfi P-1) ;

2. Bahwa berdasarkan keterihza;n dalam pasal 7 tentang “Jangka Waklu
Kerja Sama", Pemohop dan Termohon menyetujui jangka waktu
perjanjian Kera sarna.inl tiﬁz'fiaku selama 1 {saty) tahun, terhitung tenggal
10 Septamber 2007 /d 09 September 2008, dan dapat diperpaniang atas
persetujuan kedua belah phak;

-3 Bahwa berdasarkan é(afentuaﬂ da\'am pasal 5 {entang “Blayafﬁang Bewa",

Termchon bersedia daa setu;a ﬁzayaf&ang gewa mobil operaszona! yang
disedigkan Pemohon adgijah sebesar Rp. 117.500.000- (seratus tu;u?z_'
* belas juta lima ratys ribiy riptal) per bulan, denéar; pembayaran dimuka
yang akan dibayarkan setiap 1 (satu) minggu sekall @ Rp. 29.375.000.-

¥ Aemyata armada p‘asaw:at.‘ te{bang yang dioperasikannya beberapa kall

g telah mengalami musibah, bak yang menimbuikan kematian maupun
luka-uka pada pama peﬁampaﬁgnya di beberapa lokesi di Indonesia,
beberapa waktu yang lalu, padahal Termohon dituntut untuk
memperhatikan keselamatan penarbangan bagl masyarakat pengguna
jasanya. Hal ol menunjukkan bahwa Termohon tefah lalal” dan fidak
berhati-hati dalam man}aiankan usahanya, yang sangat beresike tinggl;

B Hahwa disamping ity sehagajmana dapat diketahui olgh masyarakat luas,
temyata interna) parusahaan Termchon juga mengazami ketbdak
hammonisan diantara para . pemegang  sahamnya, dimana 2 {diza}
perysahaan lainnya sebagai pemegang saham 50% (lima puluh persen}
telah mengundurian dif dan perusshaan Temmohon, sehingga jalannya
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usaha perusahsan Termohon sudah fidak dapat dipedtahankan lebih
fanjut, terlebih lagi izin usaha penerbangannyapun lelah dicabut oleh
Pemerintah, sehingga seluruh pesawat Adam Alr tidak dapat beroperasi
berarti sefluruh kegiatan operasional Termohon terhent :
Bahwa karena adanya masa%aév—mésalah tersebut diatas, maka pada
tanggal 01 Apnl 2008 antara Pemohon dan Termchon telah ditanda
tangani “Addendum Perjanjian Kerja Sama Antar Jemput’, tentang jangka
waktu (yaked zwizmmg sejak tanggal 01 Maret sampat 01 Juni 2008) dan
biayafuang sewa sebesar fip £0.000,000,~ {enam puluh }aza rupiah) per
bular, dengan pembayaran dimuka yang akan dibayarkan setiap 1 {satu)
‘minggu sekall @ Rp. 15. 000, 000, {ima belas juta rupiah) (bukt! P-2 ;
Bahwa Pemchon telah meagajukan tagthan pembayaran biaya/sewa
mobif operasional kepac%a Termohon masing-masing
a. sebesar Rp. 29.375.000,- {dua puiuh sembilan juta tiga ratus tujuh
‘ puluh lima by rupialy, untuk pembayaran tahap IV bulan Maret
2008, Kwitansl tertanggal 22 Maret 2008, tagihan manz telsh
-ditarima olel Termohon sesual dengan tanda terima tertangyal 07
April 2008 (bukti P- 34, P-3.5, P-3¢) |
b. sebesar Rp 8(3 0o, 000,- (emam puluh juta rupiah) untuk
pem%:zayaran buar April 2008, Kwitansi tertanggal 22 April 2008,
tagihan mand tetah diterima oleh Termohon sesua dengan Tanda
Terima tertanggai 28 April 2008 (bukti P-4a, P-4b, P-4c) ;
s Pamohon telah -meéf,zae_rikan surat teguran kepada Termohon agar
: edua iegi?zan fersebut dapat segera gdilekukan pembayaran,

‘ '_ érianggal 21 April 2008 dan 05 Mei 2008 (bukli P.5a & P.5b,

, P.68a. —P.6b) ; A

b.  Dengan sumat terfanggal 05 Mel 2008, telah diterima. oleb
Termohon sesual depgan Tanda Terima tertanggal 05 Mei 2008
(bukti P.7a - P.7b), namun hingga saat diajukannya permohonan inj

" ke Pengaditan Niaga belum dibayar oleh Termahon ; '

Bahwa disémpifzg mempunyai ulang kepada Pamohon, temyata

Termehon masih mempunyai utang-utang lainnya, yang saat ini dapat

Pemohon ketahui antara Jain ©

a.  Toko *“Global” (qg Tihin Ket Khin), Jalan Purl Gardena Blok E 6/8,
Rt 007/014, Pegadungan, Kalideres, Jakaria Barat (bukti P8} ;
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10.

Toko "Jaya Makmur” {qq Wiki Widyanto), Jalan Peta Barat No. 78,
RE. 009/07, Kel. Kaliderss, Jakarta Barat (bukli P-9) ;
PT. Pendawa Auto, Jalan Petas Barat No. 72, Cengkareng,

. Kalideres, Jakaria Barat (bukti P.10) ;

PT. Mafati Indonesia, Jalan Tetbang Layang Golf Pondok Cabe
(Depan Pintu Masuk Lapdngan Terbang) No. 10C-D, Jakarta
Selatan {(bukti P~11};

Toko “Bintang Warls Wama, Kp. Petopan Ri. 007/003, Muira,

Teluk Nags, 'i’arzgerang {bukli P-12} ;

Toko "Viaya Motor* {aq Rudy), Duta Garden Biok F. 14!3? Rt
010/008, Jurumudi Bary, Benda, Tangerang {(bukti P.13) ;
Kawémwi(aryawan Termohon .yang beluom  menerima
pembayaran gajiupah bulan April 2008, Jelan Gedong Panjang
Raya No. 28, Jakairta Barat;

Sedangkan kreditue-kreditur lain serla jumish sidlang-piutang
lalnnya baru dapat diketahui secara pasti, apabila Termohon ielah
dfnya’fakan pailit dan dilekuRan verfikasi dalam ranat pencocokkan
pittang pars kraditur yvang dipimpin oleh Hakim ?engaw&s dan
KuralorPengurus dikemudian hari |

Bahwa cleh karena itu {elah terbukdi secara hukum tentang adanya utang
Termochon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta adanya kreditur-
kreditur lain yang mempunyai pivtang kepada Termohon, sehingga
berdasarkan ketentuan dalam pesal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor :

37 Tahun 2604, Termohon depat dinyatakan paifit ;

Hahwsa dengan deraikian Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan

- Hiaga cg. Majelis Hakim Nisga yang memerksa dan memutiss perkara ini

NJagar Tenmohon depat dinvataken pailt, karena lelah terpenuhinya
’ ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UUK

_Bahwa uniuk kepentingan pengurusan dan pemberesan harta pailit

menurut UUK diperlukan pengangkatan Kurater, maka Pemohon
mengusulkan kepada Majelis Hakim Niaga nama-nama sebagal berikut :

-

Sdr. Gunawan WEdyaatmadja, 8. H., dari Kantor Advokat *Gunawvan
Widyaatmadia & Rekan®, berkantor di Sudirman Plaza-Marein
Plaza, Lantat 10 B, Jalan Jenderal Sudirman Kav, 78-78, Jakarta
Selatan (12910}

Sdr. Anthony Prawira, S.H., darl Kantor Kurator dan Pengurus
Anthony Prawira :& Rekan, beralamat di Jalan Bima No. 27,
Tomang Barat, sebagal Tim Kurator yang berdasarkan surat
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Pernyataan yang dibuat, dinyatakan bahwa tidak mempunyai
benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur, dan tidak
sedang lﬁenanganl perkara‘kepailitan dan penuyndaan kewaliban
pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara, sebagaimana
ketenfuan dalam pasal 15 ayat (3) UUK ;

13. Bahwa disamping itu, untuk kepentingan pemberesan harta paitit juga
diperlukan penunjukkan seorang Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negerj Jakarta Pusat ; '_

14. Bahwa apabila Termchon -dalam . permohonan pailit inl mengajukan
permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka
Pemohon mohon kepadé' Majelis Hakim Niaga apabila Permohonan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dikabulkan, tetap
mengangkat :

- 8dr., Gunawan W‘dyaatmadja S.H., dari Kantor Advokat “Gunawan
Widyaatmadja & Rekan”, berkantor di Sudirman Plaza — Marein
Plaza, Lantal 10 B, Jalan Jenderal Sudimman Kav. 76-78, Jakarta
Selatan (12910) ; '
- Sdr. Anthony Prawira, S.H., dari Kantor Kurator dan Pengurus
Anthony Prawira & Rekan, beralamat di Jalan Bima No. 27,

Tomang Barat, Jakarta_ Barat, sebagai Tim Pengurus ; _
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Niaga. sependapat

dengan Pemohon dan karenanya berkenan memberikan putusan sebagai
berikut: :

Plaza, Lantal 10_ B, Jalan Jenderal Sudiman Kav. 76-78 Jakarta

Selatan (12910);
- Sdr, Anthony Prawira, S.H., dari Kantor Kurator dan Pengurus

Anthony Prawira & Rekan, beralamat di Jalan Bima No. 27,
Tomang Barat, Jakarta Barat, sebagai Tim Kurator dalam

Kepailitan ;
4, Menunjuk Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai

Haklm Pengawas ,
5. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini
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Atau
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
- {ex aequs et bono) |

_ Men?mbang. bahwa pada hatt siziarzg yang ielah ditetapkan, Peécmn
datang menghadap kuasanya : i;'zikft:_an Anifin, 8.H. dan Rocih;‘a{ztgm Seeoed,
S.H., Advokat berdasarkan surat kisa Khusus tertznggal : 13 Mel 2008,
sedangkan untuk Temmohon datang menghadap kuasanya . Benny Ponto,8.H.,
M.H. berdasarkan Surat Kuasa K?}usus tanggal : 23 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangen telah dibacakan surat
permohonan  Pemohon, dimana  Pemohon menyatakan tetap pada
parmehonannya ;

Menimbang, béhwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon
- telah mengajukan tinggapan. tertanggat : 5 Juni 2008, dengan mengemukakan
hal-hal sebagai berikut -
1. Termohon dengan tegas.menyatakan menolak selurub dakt permph_onaé
Pemohon, kecuali yaﬁg tefhukﬁ-?eﬁ%&narannya'-mamnﬁ_hukum, dan diakui
oleh Termohon ;

"‘f’antang F’eqa:z;m Z(er]asama ";izzi’ar .Iemput Crow” tanggal 1¢ Sepzember 2007

* L #33EA
N Ry
i -
Fv v
’/

~deridhn wakiu yang telah ditentukan Temmchon dan -Eersg:;ia,melayani
jadwal sebagaimana yagjg telah-ditentukan cleh Termohon (lihat pasal 4
Perjanjian Kerjasama 10 September 2007}, Kemudian atas pemenuhan
kewajipan Inflah maka Pemohon mempunyal hek untuk memperoleh
pembayaran darl Termohen ;

3. Sedangkan pasaf 1 Pé,;jan}ian Kersajama 10 Seplember 2007 yang
dimaksud dengan crew adaié*z awak pesawat yang dimiliki Termohon
yaitu Pilot (Capt), Co-Pilot (SFO & FQ), Pramugara dan Pramugari;

4, Berdasarkan uraian di_atés! maka.sesual dengan Peranjian Kerjasema 10
Sépﬁéﬁiﬁ&f 2007 -bahwa tuan dad ?eéan}’uan Kerasama Antar Crew
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adalah adanya suatu schedule ‘pénafbangan {adwal penerbangan} dari
Termohon kepads Pemohen kemudian dengan disedigkannya mobil
operasional untuk mengantarkan crew Termchon ({pilot, Co-Pilot,
Pramugara dan Pramugari) sesuai dengan schedule penetbangan (jadwal
penerbangan) yaﬁg ada kemudian Pemohon menerima pembayaran dari
Termohon ; . ' . '

5, Sebagalmana elah didalilkan juga dalam Parmchonan Pemehen bahwa
pada tanggal 19 Maret 2408, izin usaha p&ne;rbangari {Cperation
Specification) Temhmn_.,di_ca‘b'ut oleh Pemerintah, sehingga Tenmohon
dilarang untuk melakukan kegiatan pengoperasian pesawat udara. Qleh
sebab itu sejak tanggal 19 Maret 2008 selunsh kegiatan Penerbangan
Termohon telah berhenti |

8, Bahwa keadaan Termocheon yang operasional penerbangannya sudah
berhent] selak 18 Mardt 2008, dimana secara nyala fidek ada lagi
schedule penetbangan {Jadwal penerbangan), Oleb karena itu jelasiah
bahwa séjak 19 Maret 2008. Peranjien Kefjasama 10 September 2007
{sesuai maksud dan tujuan dari kerjasama yang disepakatl Termohon dan
Pemohon) sepalitnya bézaxh_ir karena obyek kerasama antara Pemohon
dan Termohon sudah tidak ada. Hal infpun telah dik@t&hai_ alety Pemohon
sebagaimana didallkan dalam angka 5 Pemohonannya, Sebagal catatan
penghentian operasional penerbangan Termohon adalzh  difuar
kemampuan ataupun kehendak Termohon ; 3

7. Namun demikian dalil Pemohon dalam permohenannya angka 7 huruf a
Pemaohon mengéjukan_tagihan sebesar Rp. 29.378.000,- (dua puluh

gty
R o

gbilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sebagai sisa tagihan
Y :

fath\Maret, quod non ada tersisa yang belum dibayarkan, Termohon

= 5ngatahui\saa;\adépya permchonan Inl. Tidak ada satupun

i

gdan  yang -digaﬁapgikan oleh Pemphon kepada Terrmohon
j dengan tagihannya tersebut, felapi langsung mengajukan
e paifit. Tanpa bemrasangka apapun dan dengan didasarkan
- bangan baik yang teleh terjalin selama inl dengan pihsk Pemohon,
dangan tikad baik, dalam persidangan ini tanggat 5 Juni 2008 Tesmohon
membayarkan secara tuhat tagiban Pemohon sebesar Rp. 28.378.000

{dua puluh sermbilan juta Ygas ratus tujuh puluh ima ribu ruplah) |

Tentang Addendum Peijanjian kerjasama Antar Jemput tanggal 01 April 2008 |
8, Termehon tidak mempunyal hutang apapun yang tefah jatuh tempo dan
dapat ditagih kepada Pemchon berdasarkan Addendum Pedanjian
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1Q.

Kerjasama Antar Jemput tanggal 01 -April 2008 ("Addendum 01 April
2008%), seperti yang didalilkan Pemohon dalam pemohonannya pada
angka B dém 7 hurufd

Dari Addendum 01 Aprit 2008.jelas diketahui pihak yang menandatangani
untuk dan atas nama Termohan bukanleh orang yang berwenang untuk
membuat dan menandatangani Addendum dimaksud. Bahwa Nasrullah
Nawaw! yang mengataspamakan Temmohon. untuk  mendstangani
Addendum 01 Aprit 2008 jelas fidak mempunyal kewenangan unfuk
mengadakan perjanjian. Berbeda dengan Perjanjian Kerjasama 10
September 2007 vang  ditatida ftangani oleh Direktur Termohon,
Addendum 01 April 2008 ditanda tangani olsh Nasnullah Nawawi yang
bukan Qirektur dan tanpa surat kuasa dari Direksi Termohon. Oleh sebab
itu Addendum 01 Aprll 2008 adalah cacat secara hukum sebingga tidak
mempunyai akibat hukum dan dapat dibatalkan karena tidak rmemenuhi
ketentuan pasal 1320 KUHPerdata ; '

Bahwa Pemohon walaypun mengakul selunsh kegiatan Pensrbangan
-”}"&maﬁa{éwjgx tanggal 48 Maret 2008 felah berhenti dan oleh sebab itv
tidak ada anfar Jlemput drew Termohon serfa mengetahul benar bahwa
Masrullah Nawawi bukaniah orang yang memiliki kafzafzgazz membuat
bahkan menandatangani Addendum O1 Aprdl 2008, fetap saja secara
bersama-sama felah membuat dan menandatangarni Addendum U1 Apddl
2008. Adanya hat ini ”f“e_rmahcin merasakan adanya {indakan-tindakan dad
pihak-pihak tertentu mencoba mengambil keuntungan dari permasalahan
P g ads. Karenanya dengan ini Termchon sedang mempersiapkan

DFEaya-upaya hukum guna mengajukan upaya hukum balk secara pidana

. » va hutang Termohon kepada Pemchon. Setidal-tidaknya
“eberadaan hutang yang didalilkan Pemohon masih disengketakari

sehingga pembukiian secara sederhana yang disyaratkan oleh pasal 8
ayst {4) Undang-Undang Nomer 57 Tahun 2004 (UU Kepailtan”) tidak
terpenuhi maka cukup beralasan Yang Mulla Majelis Hakim menolak
permohonan Pemchon ;

Tentang Kreditur Lain Yang Didalilkkan Pemohon ;

12.

Sebagaimana lefah Termohon uraiakan di atas, dengan situasi yang ada
saat ini, Termohon merasakan adanya tindakan-tindakan dari pihak-pihak
fertentu mencoba mengambil keuntungan dan permasalahan yang ada.
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13.

Dan juga fakta di persidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-
bukti dan legalitasnya mrjiWakiIi kreditur-kreditur lain yang didalilkan dalam
permchonannya Karenanya tidak terbukti adanya kreditur lain seperti
didalikan Pemohon; '

Karena tidak terbukti dalil Pemohon mengenal adanya Kreditur [ain yang
memilikl taghan kepada Termohon, jelas pembuktian sebagaimana
ketentutan pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan tidak
terpenuhi maka cukup berasalan Yang Mulia Majelis Hakim menolak
permochonan Pemohon ;

Berdasarkan uralan-uraian yang Termohon telah uraikan di atas,

Termohon memohon agar kl;ahya Yang Mulla Majelis Hakim perkara ini
berkenan memutus hal-hal sebagai berikut :

1.

Menerima dan mengabulkan seluruh tanggapan Termohon PT. Adam

. SkyConnection Airlines ;

Menolak seluruh Pemohonan Pemyataan Kepailitan yang diajukan
Pemohon CV, Cicl qq. Dra. Luylda Eviyantl ; _

Menghukum Pemohon CV. Cici qq. Dra. Luvida Eviyanti untuk membayar
blaya perkara ;

Menimbang, bahwa dala_m_"persidangan Pemohon Pailit mengajukan bukti

berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan diberi tanda sebagai

: Perjanjian Kerjasama “Antar Jemput Crew”, tertanggal 10
September 2007 ;

: Addendum Perjanjian Ketja Sama Antar Jemput tertanggal
01 April 2008 ;

: Tanda Terima tertanggal 07 April 2008

; Surat teﬁanggal 07 April 2008 kepada Bagian Keuangan
PT. Adam Air dan CV. Cicl atas tagihan Rp. 29.375.000,-;

Bukti P-3¢  : Kwitansi sebesar Rp. 375.000,- tertanggal 22 Maret 2008 ;

BuktiP-4a : Tanda Terima tertanggal 28 April 2008 ;

Bukti P4b  : Surat tertanggal 28 April 2008 kepada- Bagian Keuangan
PT. Adam Air dari CV. Cici atas tagihan Rp, 60.000.000,-

Bukti P-4c  : Kwitansi sebesar Rp. 60.000.000,- tertanggal 22 April 2008;

Bukti P-5a : Tanda Terima tertanggal 21 April 2008 ;

Bukli P-5b : Surat tertanggal 21 April 2008 kepada.Bagian Keuangan
PT. Adam Air dari CV. Cici atas tagihan 05 Mei 2008;
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11. BuktiP-6a : Tanda terima tertangg-al 05 Mei 2008 ;

12. Bukti P-6b  : Surat tertanggal 05 Mei 2008 kepada Bagian Keuangan
PT. Adam Air dari CV. Cici atas tagihan Rp. 29.375.000,-

13. BuktiP-7a : Foto copy tanda terima tertanggal 05 Mei 2008 ;

14,  Bukti P-7b : Surat tertahg;ial 05 Mei 2008 kepada bagian keuangan PT.
Adam Air-dari CV. Cici atas tagihan Rp.S0.00P.OOO,- :

15. BuktiP-8 :Tanda terima-tertangg'al 09 Mel 2008 atas nama toko global
dan KTP atas nama Tihin Ket Khin ;

Bukti-bukt! tersebut telah dlsesualkan dengan aslinya, kecuali untuk bukti P-3b,

P-3¢c, P-4b, P-4c, - P-5b, P-8b, P-7b tidak dapat ditunjukkan aslinya

dipersidangan; '

Menimbang, bahwa untuk,menguatkan dalilnya, Kreditur lain yaitu : Tjhin
Ket Khin, Wiki Widyanto, PT. Pia'ni;:la'ﬁa-AUto. PT. Mafati Indonesia; Rudy; Franky
Suryadi B., melalul kuasa ﬁuk;’m‘jﬁyé telah mengajukan bukti berupa foto copy
surat-surat yang telah diberi matérat S_épu‘b:upnya sebagal berikut :
1. Bukti K-1 : Tanda Terimartertanggal 09 Mei 2008 a.n. Toko Global dan

' KTP atas nér_né._’l’jhin Ket Khin ;
2. Bukfl K-2 : Foto copy Tanda Terima tertanggal 09 Mei 2008 a.n. Toko
Jaya Makmur dan KTP atas nama Wiki Widyanto ;

3. Bukti K-3 : Fota copy T anda terima .tertanggal 09 Mei 2008 a.n. PT.
Pendawa Al.i't'd; Surat Pemyataan tertanggal 09 Mei 2008 ;

o COpY Tanda Terima tertanggal 09 Mei 2008 a.n. PT.
afati  Indonesia, Faktur tertanggal 10 Mei 2008, No.
111/08/Vn, Surat Pemberitahuan tertanggal 10 Mei 2008

Binténg WarisL,Warna dan KTP a.n. Rudy ;

6.  Bukili K6 : Tanda Terima tertanggal 09 Mei 2008 a.n, Vijaya Motor dan
_ KTP a.n. Franky Surayad! B ;

Bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Temmohon -tela
mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai

cukup, sebagai berikut :
1. - Bukti T-1 : Surat dari Debartemen Perhubungan Direktorat Jenderal
Perhubungan . Udara  No..  AUM724/DSKU/0862/2008

10

Pengajuan Kepailitan..., Citra Kemuning Mahmudin, FH Ul, 2009



tertanggal 18 Maret 2008 terdang Pencabitan Opsrations
Specifications PT. Adam Sky Connection Alrfines ;
Bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, hahwa atas kesempatan vyang diberikan, Pemohon
mengajukan Kesimpulan tedanggal ¢ Juni 2008 dan Téemnchon {elah
rengajukan Kesimpulan masing-masing terignggal 8 Juni 2008;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uratan putusan inl, maka segala
sesuatu yang terjadi dalam pem%ﬂangagt sebagaimana yang termuat dalam barita
acara persidangan haaiéiah dianggap telah termuat dan memupakan baglan
dalam putusan Ini |

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan fujuan permohonan Pemohon adalah
agar Pengadiian Niaga pada Pengadilan Negerd Jakerta Pusat menyatakan
Termohon Pallit PT. ADAM SKYKONNEGTION AIRLINES, yang berkadudukan
di Jakan Gedong Panjang Raya No. 28 Jakarta Baral Pailit dengan segala akibat
hukumnya ; : '

_Menimbang, bahwa pada.dasamya pihak yang dopat dimahonkan untuk
L3R pallit berdasarkan K@fténmafz pasal 2 ayat (1} Undang-Undang No. 37
P Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
betur vang mempunyai 2 {dua) atau lebih Kreditur dan tidak membayar
nya satu utang yang tekah jatuh waktu dan dapat ditagih ;

—M&nimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kreditur adelah orang yang
- mempunyal piuteng Karena ?e?;’an;ian atau Undang-Undang yang dapst ditagih
di muka Pengaditan sadangkén debitur adalah orang yang mez;zpanyai utang
karena Parjanjian atau Karena undang undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentusn Pasal 1 ayat (8) Undang
Undang Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan Uiang: adalah Kewajiban
atau yang dapat dinyatakan dalam iﬁmiaf; uang balk dalam mata uang Indonesia
maupun maia uang aging, bak secara langsung maupun yang akan timbul

1l
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dikemudian bar atau Konfinyue, yang timbul karena Perjanjian atau undang-
undang yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhl memberi hek
kepada Kreditur untuk mendapatkan pemenuhannyz dari- harta kekaysan
Debitur; )

Menimbang, behwa azfa’pén‘ dasar pokok pemmnchonan Pemchon Pallit
gdalah

Bahwa, Pemchon mempunyal i(egifé{taﬁ usaha perdagangan (supplier) dan

- Jasa sesuai dengan sural izin usaha Perdagangan (SIUP) kecil No. §17/30-
D471308/BINUSA/2004, kemudian berdasatkan Perjanjian Kerjasama “Antar
Jomput Crew * terlanggal iﬁ,Sgpgémbar_ZﬁB?, Pemohon menjadi salah satu
rakanan Tenmohon Pallit yaﬁg'mnyédiakan Jasa {(berupz mobil oprasional)
unituk antar Jemput Crew {awak'\msawzt} yang bekerja pada Termohon Pailit,
yaitu Piiot GO, Piot ?r,amngara.;:iaﬁ Pramugar dar tempat kediarsan sampai
dengan Bandar Soekarnao Hatta maupun sebalknya ;

Bahwa, berdasarken ketentuan Pasal 7 Tentang Jangka wakiu Kerja
gsama Pemohon Pailit dan Termohon Pailit menyetujui jangka waktu peranjian
kefa sama ini beraku selama 1{satu) tahun, terhitung tanggal 10 September
rtagdd 09 S&ptgmbér 2008 dan dapat diperpanjang atas persefujuan kedua

ST

Bafiwa, berdasapkan ketentuar pasal 7 tentang Jangka waktu kefja sama,

» » dan Termohon menyetului jangka waktu perjanjlan Kerja sama ini

R .' 1 (satu ) tahun, terhitung tanggal 10 September 2007 s/d 02 September
2008.dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak ;

Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 fentang biayaluang sews
mobil operasional yang disediakan pamohon adalah sehesar Rp.117.500.000
(seratus tujuh belas juta fimaratus riby rupiah) per-bulan, dengan pembayaran
dimuka yang akan dibayarkan 'ga,zizip 1{satu) minggu sekall @ Rp 29.375.000.-
{dua puluh sembitan juta tiga ratus tujub putuh fima ribu ruplah} ;

i2
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Bahwa, akan tetapi kerja sama ini tidak berlangsung mulus sebagaimana

diharapkan F‘émohon, dimana Termohon yang merupakan salah satu.

perusahaan swasta yang memberikan pelayananfjasa penerbangan, temyata
armada pesawat terbang yang dioperasikan beberapa kali telah mengalami
. musihah, balk vang menimbulkan kematian maupun juka-luka pada para
penumpangnya dibeberapa Jokasi di Indonesia, beberapa waklu vang lalu, peda
hal Termohon dituntut untuk memperhatikan keselamatan penerbangan bagi
masyarakat pengguna jasanya, hal ini menunjukkan bahwa Tesmohon telah latai
dan tidak berhati-hatl dalam menjalankan usahanya, yang sangat berasike finggl;

Sahwa, digamping ftu sabégaimana dapat diketahui oleh masyarakat uas
ternyata intemal perusahaan Termchon Juga mengalami ketidak-hamnonisan
* digntara para pemegang sahamnya, dimana 2 {dua] parusahaan fainnya sebagal
pemegang saham 50 % (Hmapuluh persen} telah mengundurkan diri dari
pemsahaan Termohon, sehingga jatappya usaha perusahaan Termohon sudah
tdak dapat dipertahankan leblh  lanjut, terebih lagi  izin  wusaha
- pgnerbangannyapun telah diczbut oleh Pemerntah, sehingga seluruh pesawat
ADAM AIR tidak dapat beroperasi berarl seluruh kegiatan operasional
Termmohor ferhenti

Bahwa, karena adanya ?gzaéai'ah-masazah tersebut é’fatas; rzi&k_a pada

o Gejak tanggal 01 Maret sampai 01 Juni 2008) dan bigya uang sewa
saf% Rp. 60.000.000.- (enam puluh jula rupigh) perbulan, dengan

Bahwa, Pemochon telah mengajukan tagihan pembayaran biayal/sewa
mobil operasional kepada Termohon masing masing : ]

- Sebesar Rp.29.375.000.- {dua puluh sembilan juta tiga ratus tjuh puuh
fima ribu rupiah) ; untuk pembayaran tahap IV bulan Maret 2008 kuitansi
tertangoal 22 Maret 2008 iagiha‘n mara telah diterima oleh Termohon
gesuai dengan tanda terima tertanggal 7 Apdl 2008

- Sebasar Rp. 50.000.000 (énam puluh juta rupieh) untuk pembayaran

| bulan April 2008, Kuitansi tertanggal 22 April 2008, tagihan mana telah
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diterima oleh Tenmohon seguai dengan tanda terima tertanggal 28 April
2008

Bahwa, Pemohon telah memberikan surat Teguran kepads Termchon

agar supaya kedua taglhan -tersebul dapat segera &%iaki;ka& pembayaran

masing- masing .

*

Dengan surat tertanggal 21 April 2008 dan 05 Mei 2008 keduanya telah
diterima oleh Termohon sesuai dengan tanda terima tanggal 21 April 2008
dan 05 Mef 2008 ;

Dengan surat tertanggal 05 Mei 2008 telah diterima oleh Terrnchon sesuai
dengan tanda terima langgal 05 Mei 2008 Namun hingga saat
diajukannya permohonan inl Xe Pengadian Nisga befum dibayar oleh
Termphor ; ‘

Bahwa, disamping mempunyal uteng kepada Pemohon; temyata

Tarmobon masih mempunyal ulang-titang lainnya, yang saat ini dapat Pemohon
- ketatwi antara fain :

3

~ Toke Global {gq Tihin Ket Kiin Jalan Puri Gardena Blok E.6/8,Rt 007/014
Pagadungan, Kalideres, Jakarta Barat ;

S Toke Jaya Makmur (gq Wiki Widyanto) Jatan Peta Barat No.78,RL009/07,

Kol Kalideres, Jakarta Barat ;

h Mafati Indonesia, Jalan Terbang Layang Golf Pondok Cabe (Depan
u Masuk Lkapangan ?&wa{{g}_ No 10 C-Jakerla Selatan.

ko Bintang Warils waméa, Kp, Petopan REL07/003 Muara Teluk Naga,

# Tangeréang :

. Toko “Vijaya Motor” (qq Rudy), Duta Garden Blok F14/37, RIQ10/008,
“Jurumudi Baru, Benda, Tangerang - {(bukti P.13.);

Karyawan-karyawan termichon vang yang belum menerima pembayaran
gajifupah bulan Aprit 2008, jalan Gedong Panjang Raya No, 28, Jakerta
Barat.

Sedangkan qudiiur»kred‘itﬁ;f lain.serta jumiah piutang-plutang lalnnya baru
dapat diketahui secara pasti, apabila Termohon telah dinyatakan pailit dan

dilakukan verifikas! dalam rapat pencocokan piutang para kreditur yang
dipivipin oleh Hakim Penigawas dan Kurator/Pengurus dikemudian hari ;

-
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Menimbang, bahwa atas Permchonan Pemohon Palit tersebut Temmohon

Pailll menenggapinya vang pada pokoknya menyalakan bahwsa |

-

“Termoheon dengan tegas menyatakan menolak selurch dalit Permohonan

F’emuhnn, kecuali terbukti kebenarannya menurut hukum,- dan diakui
termohon ; )

- Bardasarkan Peraniian Kerjasarma "Antar Jamput Crew” yang dibuat pada
tanggal 10 Seplember 2007 ("Perjanjian Keriasama 10 September 2007} -

diadokan antara pemohon dan termohon, makeud dan Wiusn dan
bersama adalah mengantar jemput Crew termohon mempunyai kewajiban
mengantarkan dan menjemput Crew Temohoh sesual dengan wakiu

" yang telah ditentuken Termohon dan bepsedia melayani jadwal

sebagelmana yang telah ditentukan oleh termohon {fthat pasal 4
Perjanfian Keijasama 10 September 2007). Kemudian ‘atas pemenuhan
kewajiban inilah maka Pemohon mempunyai hak unfuk memperoleh
pembayaran dari fermohon |

Sedangkan Pasal 1 Peijanjian Kerjasama 10 September 25(}? yang
diimaksud dengan Crew adalah awak pesawat yang dimiliki Termohon
yaitu Pllot {Gapt), Co-Pliof (SFO &F0), Pramugara dan Pramugani |

Berdasarkan uraian {ii*afag maka sesual dengan Perlanjian Kedesama 10

September 2007 bshwa ftujuan dard Peranjian Kerjasama Antar Crew

“Penerbangan) dar Termohon kepada Pemohon kemudian dengan

Sediakannya mobil opetasional untuk mengantarkan Crew Termohaon
: 7 Co-Pilot, Pramugara,  dan Pramupar]) sesual dengan scheduls
senerbangan { jadwal penerbangan) vang ada kemudian Pemohon

= menerima Pembayacan darf Termohon |

Sebagaimana telah didalikan juga dalam pemachonan Pemohon bahwa
pada tanggal 19 Maret 2008, lzin Usaha Penerbangan (operation
Spesification) Termohon dicabut oleh Pemerintah, sehingga Termohon
dilarang uniuk melakukan:kegiatan pengoperasian pesawat udara, Qleh
Sebab ftu sejak longgal 18 Maret 2008 selurub keglatan penerbangan
termohon telah bertheidl | '

Bahwa keadaan Termohon yang opsrasional penerbangannya sudah
berhenti sejak 19 Maret 2008, dimana secara nyata tidak ada lagi shedule
penerbangan (Jadwal Penarbangan). Oleh karena itu jelastah bahwa
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 gejak 19 Maret 2008, ?erjanjian Kerjasarna 10 September 2007 {sesuai
maksud dan tujuan dari kerdasama yang disepakat Termohon dan
Pemohon) sepatutnya berakiir karena objek kerjasama anfara Pemohon
dan Temmohon sudah tidak.ada, hal Inlpun tefah diketahul oleh Pemahon
sebagaimana didaliikan dalam engka 5 pernohonannya, sebagal catatan
penghentlan  operasional. penerbangan Termohon adalah diluar
kemampuan ataupun kehendak Termehon ;

Namun demikian dalll Pemchon datam penmnohonannya angka 7 huruf @
Pemohon mengajukan tagihan sebesar .Rp, 29.375.000,» {dua puluh
semblian Juta tiga retus fjuh puluh lima ribu ruplah), sebagai sisa tagihan
butan Maret, Quod Non ada'_wmisa yang bejurm dibayarkan, Termshon
‘baru mengetahul saat adanya permohonan ini, tidak satupun peringatan
yang disampaiken oleh Pemohon kepada Tenmohon sehubungan dengan
tagihannya tersebut, fotapi langsung mengajukan pem&ﬁanan Pailit ind,
tanpa barﬁarasangka épapun dan dengan didasackan hubungan baik
yang telah terfalin sefama-ini dengan pihak Pemohon, dengan itikad balk
datam persidangan Inl tanggal 5 Juni 2008 Termohon membéyarkan
sasara tunal tagihan Pemohon sebesar Rp. 29.375.000, {dua puluh
sembilan juta figa ratus tujuh puluh lima siby rupiah) ;

Temnohon tidak mempunyal hutang apapun yang lefah jaluh tempo dan
dapat ditagih kepada Pemchen berdasarkan addendum Peranjian -
Kedasama antara Jemput tanggat 01 Apnl 2008 seperti-yang didaliikan
Pemohoen dalam .pennohénafzrzya pada angka § dan 7 huruf b ;

_ yang mengataspamakan Temohon unluk menandatangani
Iy dum 1 Aprit 2008 jelas fidek mempunyai kewensogan untuk
" mengadakan parjénjian perbeda dengsn peranfian Rerasama 10
Septernber 2007 yang ditanda tengani oleh Direkiur Termohon,
Addendum (1 April 2008 ditarda tanganl oleh Nasrullah Nawawi yang
bukan Direktur dan tanpa. surat kuase darl Direksi Termohon, oleh sebab
ity addendum 1 April 2008 adaiah cacat secara hukum sehingga tidak
mempunyai akibat hukum dan dapat dibatalkan karena tidek memenuhi
ketentuan pasal 1320 KUHPerdata ;

Bahwa Pemohon walaupun mengakui seluruh kegiatan penerbangan
Termohon sejak tanggai,‘;é Maret 2008 felah berhenti dan cleh sebab ity
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tidak ada anter jemput crew Termohon serta mengetahui benar bahwa
Nasrullah Nawawi bukazziah orang yang memiliki kewsnangan membuat
brahkan menandatangani Addaﬁd;}m 1 Aprl 2008, tetap saja .sécara
bersama-sama telah membuat dan menandatangani addendum 1 Apnl
2008, adanya hal Inl Termohon merasakan adanya tindakan-tndakan dari
pihak pihak tertentu yang' ‘mencoba mengambil  keuntungan dari
permasalahan yang ada, Karensnya dengan ini Termohon sedang
memperslapkan upaya-upaya hukum gune mengajukan upaya - iukum
baik secara pidana mauét;hﬂpé‘rdata kepada pihak-pihak yang merugikan
Termohon ; |

. Berdasarkan uralan tersebut -diatas, fidak terbuki adanya hutang
Pemohon kepada- Tennnhatz Seﬁdak—tzdaxfzya keberadaan hutang yang
didalikan Pemghen. maszh msengi(e%akan sehingga pembuktian secara

. sedsrhana yang disyaratkan oleh ?33;31 8 ayat (4} Undan@!.!néang dNomor
37 Tabtun 2004 (Undangn{.fndang Kepazi:ian) tidak terpenubi maka cukup
beralasan yang maita Majelis Hakim menolak gezmahan an Permohon |

- Sebagaimana Termaimzz telah wrsikan diatas, dengan situasi yang ada
‘saat inl, Termshon merasakan adanya Hndakar-t ndakan dari pihak-pihak
tertents mencabs mengambzi keuntungar; dari permasalahan yang ada.
Dan juga fakta dipersidangan Pemohon tidék dapat menunjukkan bukti-
bukli dan legalitasnya mewakili kreditur-kreditur lain sepsrll didalilkan
Pemgehon ; ' ‘

Gbahbnkan kepata Pemohan untik membuitikan  dalli-call
A&k, yang-se?‘@ﬁiﬁ%ﬁka;#&%?%mehon dibeban nula permbuktian
suktikan dalii-dafil sangkalannya ; :

Menimbang, bahwa meskipun dasar permohonan Pemahon paifit tersebut
fefah diakui sebahagian dan disangkali selebihinya, oleh Termohon Palit, namun
:kﬁajeﬁs.-ﬁaklm tetap akan mempeflimbangkan bukt-buktl yang diajukan didepan
persidangan untuk diladikan. zi‘as‘ér untuk menflal apakah permohonan Pemohon
paiiit tersebut beralasan dan betdasaﬁs‘an hukurmn dan Termotion Pailit memenuhi
syarat untuk dznyatakan dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya ;
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Menimbang, bahwa untuk membuktiken Temmohon Pailit mempunyai

- utang kepada Pemohon Pailit dan Utang. tersebut telah jatuh wakiu dan dapat
-ditagih maka Pemohon Pailit telali mengajukan buktl surat yang ditandal dengan

buk P.1 sampai dengan buktl P8, yang untuk lengkapnya bukti-buktl tersebut
saperti tetamplr dalam berkas é%arkéra ini, sedangkan Termohon dalam
membuktkan dali-dail sangkatannya dzéepafz parsidangazz telah mengajukan

saty bukii surat tertanggal 18 Maret 2008 tentang pencabutan operations

specifications PT, Adam Skyconnection Ajtlines ;
Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon Pailit telah pula
menghadirkan kreditur laln yaltu :

- Toko Global (gq. Tihin Ket Khin). Jalan Puri Gardena Blok E 6/8, Rt.
{07164 Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat |

- Toko Jaya Makmur (9 Wii(? Widyanto) Jalan Pefa Barat No, 78 RL
008/07, Kel. Kalideres, Jakarta Barat ;

- PT. Mafali Indonesia, Jalan Terbang Layang Golf Pondok Cabe (depan
pintu masuk lapaggan tetbang) No. 10 C-D Jakarta Selatan ;

- Toke Bintang Warls warna, KP, Petopan Rt, 007/003, %E_aara Teluk Naga
Tangerang ;

- Toke Viyaia Motor * {q;; Stxzdy} Dyta Garden Blok F 14/37, Rt. (HO/OGS
Jururhudi Bayu, Benda ‘Z’angeﬁang 1

- Karyawan-Karyawan Temnohon yang belum menerima Pembayaran
< gailupati bulan April 2008, Jelan Gedong Panjang Raya No. 28, Jakarta

iErimbang, bahwa kreditur-kreditur fain tersebut telah memberikan kuasa
Qissa Pemohon berdasarkan surat kuasa masing-masing tertanggal 2

bzzxﬁ Kreditur tain bfempa tagzhaﬁ*iaglhan yang ditandal deagafz bukti K.1.
sampal dengsn K.8 yang untuk lengkapnya sukfi-buktl surat tersebut seperti
terlampir dalam berkas perkarg

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukli-bukli
surat tersebut diatas balk yang diajukan ofeh Pemohon maupun yang diapian

‘oleh kreditur Jain yaity toko glebal (qg. Tihin Ket Khin), Toko Jaya Makmur (qq.

Wiki Widyanto) PT. Mafati Indonesia, Toko Bintang Warls wama, Toko "Vijaya
Motor® (qq. Rudy), termasuk ?wté"ng yang akan dilakukan pembayaran didepan
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persidangan oleh kuasa Termohon namun telah ditolak pembayarannya karena
dalam proses kepailitan didepan persidangan tidak dikenal adanya pembayaran
utang . secara langsung kepada kreditur kecuali Permohonan Pénunﬁiaaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka telah terbukii termohon Pailit
mempunyal utang kepada Pemohon. pailit dan kreditur lain, maka telah dapat
dibukikan bahwa Termohon Palfit mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak
membayar lunas sedikilnya 1 {satu} utang yang telah Jatuh wakiu dan dapat
ditaglh sebagalmana yang telah. disyargtkan dalam ketentuan pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Namor ¢ 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
%i&;mﬁbéﬁ FPembavaran Ulang;

Menimbang, bahwa oleh karena Temmohon telah terbuldi mempunyéi dua
atou leblh kreditur dan tdak. membayar lunas sedikitnya 1 (satu)- utang yang
telab Jatuh waktu dan dapat ditagh sebagalmans disyaratkan dalam ketertuan
pasal 2 ayat (1) UU Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepallitan dan penundaan
kewaliban pembayacan utang (PKPU), maka terhadap cfaiii.sﬁfzgkaiagz Termohon
yang menyatakan bahwa Tarmqhé"ri tidak mempunyai ulang apapun yang telah
jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon, adalah alasan yang tidak benar
oleh karena ituterhadap alasan Termohon tersebut harusiah disampingkan ;

Menimbang, bahwa a_da;aun‘, alasan Termohen yang mendalikan bahwa
addendumn perjanjian kerjasama antar jempuf tanggat 01 Aprif 2008 adalah tidak
LS Karena Nasmllah Nawawi yang mengatasnamakan Termohon

M&n%mbang, bahwa terhadap sigsan Temnchon tersebut menurut
pendapat Majslis bahwa persoalan tersebut adalah menyangkut interen dalam
v‘;zvﬁmsahaan termohon, yang jelas Termchon diparsidangan telah mengakul
bahwa temmohon masih mempunyal utang kepada Pemchon sebesar Rp.
29,.875.000,~ dan bahkan dengan adanya ulang ferssbut, Teymohon felah
memehon ﬁ;’zii}k melgkukan pembayaran & depan persidangan, hal ini t&Eah‘ _
membuktikan bahwa benar T emmohon telah mempunyal utang yang telah jatuh
tempo dan dapat ditaghs ;
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. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian perimbangan tersebut
diatas maka telah tardapat fakta atau keadaan yang terbukil secara sederhana
bahwa pamyam‘;an “I'emaban Pailit untuk dinyatakan Pallil teiah torpenuhi
sehlngga ?e{rﬂahonan Pemohon Pailt agar Pengadilan Nizga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat menyatakan Termohon Pailit berada dalam keadaan Pailt
dengan segala akibat hukumnya telah memenuhi katanzu'an‘ Pasal 2 ayat (1) Jo
Pasal 8 ayat (4) Undang Undzing NG. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Fenundaan K&wajiban Pembayaran Utang, oleh karenanya F’ﬁmum Pemmohenan
Pemsahon Paiit poln ke-2 {duaj agar mepyatakan Termehon Pallit PT. ADAM
SRY CONNECTION AIRLINES, yang berkedudukan dl Jalan Gedong Pan]ang
Raya Ng. 28 Jakarta Barat Paillt dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwe Sebagai  konsekusnsi yuridis  dikabulkannya
permohonan Pemohon Pailit dan dinyatakan Temmohon Pailt PT. ADAM
SKYCONNECTION AIRLINES: berada dalam keagaan Pallit dengan segala
akibat hukumnya, maka b@,rdasaécan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-
Undang Ne.37 Tahun 2004 ‘featﬁang Kepailitlan den Penundaen Kewajiban
Pembayaran utang, haus diangi(az kurator dan seorang Hakim ?engama yazzg
dituniuk dari l%a%um Pengadilan Niaga Jakarta Pusatl.

Menimbang, bahwa dafam Permohonan Pemchon Fzilit telah diusulkan
dua orang kurator masing maslng. Sdr. GUNAWAN WIDYAATMADJA, 8.H., dar
Kantor Advokat “Gunawan Widyaatmadja & Rekan®, berkantor di Sudinman
Plaza Martien Plaza, Lantai 10.8, Jalan Jenderal Sudiman Kay, 7678, Jakarta

.‘”* 2910) ; dan ANTHONY PRAWIRA, 8.H darl Kantor Kurator dan

,?\

7. '5?_«, uriAnthony Prawira dan Rekan, beralamat di Jalan Bu’na No. 27 Tomang

m x Barat, sebagai Tim Kurator dalam Kepailitan Termohon Pailit ;
W
' s IFF

..~ —— zi‘z‘i&ang, bahwa. i -depan Persldangan Termohon Paillt tidak
ggapi terhadap usulan penunjukan kurator dard Pemohon Pailit tersebut
diatas dan tidak terbukll di persidangan para Kurator yang divsulkan tersebut
hatas tidak inﬁapmdent‘ dan-tidak terbukli mempunyal benturan kepeniingan

dengan Debitur atau Kreditr serfa fidak mempunyal benturan kepentingan

. dengan Pemohon Pailit aie;ft ﬁa_rgnan}ta Majelis Hakim berpendapat usul

pengangkatan Kurator yang. didjukan oleh Pemchon Pallt tersebut lidak

“bertentangan dengan hukum'sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal

20

Pengajuan Kepailitan..., Citra Kemuning Mahmudin, FH Ul, 2009




15 ayat 3 UU Kepallitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
dengan demikian maka Petitum poin ke 3 {liga) tersebut beralasan hukum
sehingga patut dikabulkan |

Menimbang, bahwa dalam penupjukkan Hakim Pengawas dalam
kepailitan akan ditunjuk Hakim dar Pengadilan Nlaga Jakarta Pusst yang
namanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini |

Menimbang, bahwa b;&!jdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut
diatas maka permohonan Pemchon Pailit patut untuk dikabulkan seluruhnya dan
oleh karena Permohonan Pemohon Pailit dikabulkan untuk seluruhnya maka
menurut hukum biaya perkara harusiah dibebankan kepada Termohon Pailt
yang besamya akan ditetapkan dalam amar putusear ini ;

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang dan Perssturar-Peraluran lain
vang berlaku khususnya pasal 2 ayat {1} Jo, pasal 8 ayat {4) Gnééng»ﬁnéang
No. 37 Tahun 2004 Tentang X&pai?itan dan Penundaan Kem;zbaa Pembayaran
Uteng

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;

2. - Menyatekan Termohion, P.T ADAM SKYCONNEC‘I‘EGR AIRLINES pailit

dengan segata akibat hukumnya ; -

3. ?ﬁengaﬁgkat 8dr. Reno Listovm, S.H., M.H., Hakim Pengadilan

dr. GUNAWAN WIDYAATMADJA, SH., dari kantor Advokat
Gunawan Widyaztmadja dan rekan *, berkantor di Sudirman
Plaza-Margin Plaza, lantai 10 B Jalan Jenderal Sudirman Kav., 78~
78, Jakarta Selatan (12910} ;

- 8dr. ANTHONY PRAWIRA, SH, dari Kantor Kuralor dan
Pengurus Anthany Prawia & Rekan, beralamat df Jalan Sima No.
27, Tomang Barat, Jakarta Barat,

S&&agai tim kurator daiam kepaiitan,

5. Menghukum ”i‘ém’zc_zhzm Pailit Untuk membayar biaya perkara yang
diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ruplah )
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Demikianiah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis. Hakim
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada had : Senin,
tanggal 9 Junl 2008 oleh kami : MAKKASAU, SH., M.H., sebagai Ketua

" Majelis, M. ELY MARIANI, S.H. dan HERU PRAMONO, SH.M.Hum, masing-

m_agi_ng sebagai Hakim Anggota,:;zzzmsan mana diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari #u juga oleh Majelis Hakim yang sama, dengan
dibante ofeh : SUSWANT!, SH, Panitera Penggdnti dan dihadiri oleh Kuasa
Famohon, Kuasa ‘I‘errnoho_h dan Kuasa Kreditur lainnya ;

HAKIM — HAKIM ANGGOTA, © HAKIM KETUA MAJEUSS,
M, ELY MARIAN], S.H. | &iﬁi{ﬂéﬁ&}. S.H., M.H.

&

HERU PRAMONO, §.H., M.Hum.
PANITERA PENGGANT),

A

" SUSWANTI, S.H.
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FERATURAN PEMERINTAH REFURLIK INDONESIA
WOMOK 3 TAHUN 260
TENTANG
KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERDANGAN

PRESIBEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang ;

2. bshwa dalams Uadangundeng Momor 15 Tahon 1952 ieatang Penerbangan, tolob dishr ketontuans
ketenhesn mengensi keamanan dan keselamatan pensrbangan:

L. bahwa ek melsksanakan ketenfean sebagaimana dimeksnd delam bunaf o, dipandang perln mengatur
katentuan meagenat keamaann dan keseismatan peoerbangan dengae Peralurun Petneriniah;

Mengingat:

. Pasal 5 ayet (3) Undeng-dindang Dasar 1945 sebagaimana telah diubal dengan Perubabas ¥edos Undangs
Undasg Dasar 1945,

2. Undang-undeng Nermor 20 Tahun §982 entang Pokokepokok Pertabanan Keamanon Negare Repnblik
Indoncsin (Lembaven Negara Repubiik Indonesia Tahun I982 Namor 51, Tambshan Lembaran Nepan
Norame 3334}

3. Undang-usdmmg Nomor 15 Tabun 1992 {entang Peserbrogan {Lembaren Negara Republik Indonesia Tabun
3992 Bomor 53, Tambahas Lembarman Negers Nomor 3481);

4. [ndpogundeang Namor 22 Tebun 1999 (eslang Pomerintahen Dacwsh {Lembaran Negurs Republik
Indenssia Tubues 1999 Nomar 66, Tymbahan Lembaren Negara Nomor 38393

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN PEMERBITAH TENTANG KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN,
BABI
KETENTUAN Lt
Pasal |

Dalars Perzturan Pomerintah inl yeop dimaksed desgan

1. Keamasan dan keselamisizn penerbanpey usdsiah saaty kondisi untuk mewnudkas geaerbungan
diluksanskan seoara aman den selamat sesuat denpas rencana pencrbisngas.

2, Reamanen penerhangan adelah kesdaan vaop terwvuiisd dard peayelenpgarsss pongrbungen yang bobas
dari pansgean denfatsn vndakao yang melawan hukam.

3 Keselamaten peaesbungan adaiak kesdaan yang lerwaiud dard peayelunggaman penerbangon yeng
fancar sesuad dengas prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis wrhiadap sarena dan prasarana
penerbangen beserds peruniangnys.

4. Pesawsat wdym adoich setiap siat vang dapat ierbang 81 aimosfer karosa daya angkat duf reaksd sdary,

5. Helikspier adalzh pesawst winrz yang bebih berad darf udara, dapnl ierbeng dengan sayop berpatar, dag
berperak dengan fenagunya sendin,

& Penawat iorbang adslab pestovet udars yenp febih berat doni udera, bersayap tetap, das dapal terbang
dengan tensgeriys sendiel.

7. Pesewnt udars negars adaleh pesawat ndera yang dipergunaken ofab Tentarm Nasienal Indopesia,
Kepatisisn Republik Indosesia dan pesawat udars instansi Pemenintal tertentu yong diberi fingsi dan
kewensagan uniuk menegakkan hukun sesudd dengan peraturan perupdangedangan yang berfsk,

8, Pesawsi udurs sipil adaleh pesswat adar selain pesawat edera negara.

4. Pandes udem edaizh lopangan terbang yung dipergunakes wytek mendarat dan Jupas landas pesawat
udars, noik tarae pessmpang, denfatse bonghkar muat kerge danfslau pos, sente dilengkapi denpgen
Sayilitas keselamntan penerbangan dan svhazal iempal perpiodahian antar moda teansporiast,

I, Eawasan udarn ferlarsse Brobibired arva) adaleh romg udare tertente B ates daestes deefstan
perairan, &1 mana pesawat udars dilacang lerbang melalul ruang udars torgebut karena perfimbengan
perichanas dan keamanan neégsrs serls keselamalan pegerbangan.

1k, Yaweason wdars terbatas (resiricred area) adalah rusng udare lerientu Ji tas dazatan danfalau perairsn,
kezeng pertissbangan pevtohnons don kemnunon nias kesclumutan penerbengas siau kepenlingsn
umum, berloke pembriagon penerbangas Umgl pesawat pdsrs yang lerbeng wwelslo! maang wims
tersebut.

12, Kswazan udars berbubeys {donger area) adalah rasng udara terteatu 4i stes daraton denfiisy perairen,
vang sewakin-waktu teriadi aktivizag yong membahiayakas peaerbangan pesews wdam.

13, Persenil pensrbangan adalah personif pesawsi wdws dan personii pefaysassc kesmansn dan
keselamnfar pensrbangon yang tugesnya secara langsuog mempenganihi keemunan dan keselamaten
pesawal udars.

14. Porsonll pesawal pdars sdutsh personil possrhangan yeng meodlid sertifiket kecakapan untuk
bertegas sebagai persenil aperasi pesawat ydura dan personil penonjsag operssl pesawat pdara,
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¥, Personil pelayenzn keamapan dan kesclamatan penerbangen edalth peesoni! penerbasgan vang
memiiki sertifikot kecabapan terienin yanp mgssnys secars langsung mompengarmhi kegistan
pelayanan keamannn dan keselamatan penorhangan,

14 Kapten Penevbang adaleh ovwik pesawst udees yang Gitunjuk dan ditugast usluk momizpin suars mis
penerbangan serfa bortenggusg jawab stas kesmensn den keselzmatan pencrbangan selama
pongoperasian pesawel lorbang danfotau helfikopler yang dari segi teknis berfungsi normal.

17, Pengoperasian pesawst terbang dan helikopler adalah kegiatan mulei mesin pesawat terbang dan
hetikopter dihiduplan untuk suaty misi penerbangan sampal dengan saat mesin dimasikan,

18, Keloikan udara adalsh terpennhinya persyaratan minimum kondisi pesawal wilars danfeioe Xomponeae
komponennya untuk menjamin keselametan penerbangae dan mencegeh ferisdinya pencemuran
Lingkursgan.

19, Senifikat kecskapsn porsondl peverbangan sdaleh tands buky orpesuhinys porsysrsian kecslagan
personi! penerbangas.

26, Sectifikat kesehaian porseni! penerbangen sdalsh iandz boldl terpenukinys persvaralan kesebaian
personit penerbungan.

21, Sertifiket pendafiaron pesswal udars edalab ands bukti terpenubinya persyacatan pendaftaran pesawat
udars,

22, Sertifikat tipe adalah tanda bukti terpenubinya standor kelgikan udara dalam rancang bangenprotalipe
pesawat udara, riesin pesawat ndaea danfatas baling-baling pesaweal terhang,

23, Bertifkar dpe validasi adulsh tunde buktl terpeanbinvs stander ketathan wdars Republic Indonesia
dakarn rapcang bangiun posewat wdars, meein pesswat udars dan balingdeling pogawat terbang produk
wegars lain

4. Sertifikat tipe tambahan adulsh tanda bukii {erpenshinya stander kelaikan udurs dalam modifdas sdan
perubshan rancang banpun terhaden pesawsl udsn nisu mesin posawal utary, steu baling-baling
pesavigt erbang yaag ielah memiliki sernfikat tipe,

25, Senifikst muto produlisi edajal tanda bukti lerpenuhinyn persvaretan standar, dan prosedur dalom
pembuatan danfatau perakitan pesawat udara, mesin pesawat ndera, baliog-haling pesaws! terbang dan
komponennya.

26. Sertifilet kelatkan vdurs aduleh tands bukt terperabings persvaraten ketailoan wdara.

27, Sertifikat opersior peswwst sdaraldir Ooeraror Ceriificate 6400 sdalsh ands bulk torpenubings
standur Jun prosedur dalam peapopeasian pesawa! udars oleh perusahaan anglodan udurm nisge,

2%, Seniifikat peagopernsian pesawst udars/Operating Cerddficarz {OC) udelah ards gl terpenubinya
siandar dan prosedur dalem pengoperasian pesawsd wdar pitek kegisten angkuton wdarn bukan riaga.

9. Sortifikat peresahaen perswstan pesawat vdars sdalzb tende Bult terpesuliinya standar dan proseduy
¢ulam perswatan pesawat udara, mesia pesawnt udars, haling-baling pesawar ierbang serta komponen-
komponennya oleh suai perusahsan perawatan,

30. Sertifikat penyelenggarann pendidikan dan pelatihan adalah seqifikat yasp dikelugrkan oleh Mentes
vang berist pengakuen balws, Jostitusi pendidikas don pelatihen ataz Tembage pesdidikan dan
pelatiban  telah  mememdhi  porgyaratsn  vasg  falah  diteptukan  dun  dinyatskan  mumpan
menyelengparakan pemnddidikon dun pelatihan,

3%, Sure: persefujuac rancany banges komponen sdsinh surat tande bulii terpenshings standar helaihan
udara delzm rancang bungue komponen pesawst uders, komponen mesin pesawat udars dan
komponso baling-haling pesawst terbang,

32, Surat pereebnjuen renceng bangun perubshas adalab surnt tanda bukt (erpenohinys stonder kelaikan
vdera delam pervbuhan rancang baogun derl pesawal udara, mesin pesuwart Wdam, baling-boling
pesewnt {erbang dan kamponennya.

33. Pendafiaran adalah pendafiaran pesawal farbang, helikopter dan balon herpeawrspang o
memperoleh tandy pendefiaran dan kebampsoun Indunesia untul mempersiel hak beroperasi #
Indonesis

34, CGawst demest ¢ bacdar uders sdalzh suale keisdisn Gdek terdugs berksiien afsu bemakibal

{prganggusys pengoperssisn poswwet udirs afau kelsngsungan peleyanoanye yasg periu dilakukan
tinddakomn cepat.
35, Menteri sdalah Menteri yang becangiang Inwab di bidang pensrbanpgan.

BABI
PEMBINAAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN
PENERBANGAN

Bogion Pertams
Pombinuun

Pagal 2
{1} Pongeodalian den penpawssan dalem kegialen tancang basgun, pembualan, pengoperasian dan perawalan
Magieri svelakuian pembinam derhadap keamanan dan keselamaian penerbangan.,
{5) Pembinnan terbadap kesmanwn dan keselamalan penerbongen sebagaimana dimaksud dalam avat {1}, melipuil
aspek. pengaturan pesavwat wdiars, pelayanan navigasi pentrbangan, peagoperasion bandar ndare serta personi
pengrbangan.
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{3) Kepiatan peagetiran gchapaimana dimaksud dalem aym {2}, melipull kepisten pepelapsn kebijsksaasn di
bidang ruseang bapgun, pernbustsn, pengoperasisn dan perawalan pesswat udera, pelayansm navigasi
penarbangan, pangeperasian bandar udare serts personil peperhangan.

{4y Eepiniae pengendslion sebagnimana dimaksad dalim aval (2) melipasd :

2. pemberian arahan dan petvejuk dalam pelaksanesn Kebijsksansan di bidany rancang bangus, pembuatan,
peagoeperasion dao porawvalan pesawat udarn, pelayanan navigasi peatrbaogan, penpopemsiag hander udars
seris personil penerbrngen;

b.  pembrisn bimbingan dan peaysinhan kepada mesynrakat meapenal hak dan kewsiibun masyarskal dafam
pelnksansan kebifaksamuan di bideng rancang bangun, pembualan, pengoperasian dan perowatan pesawst
udurn, pelayansn nuvigast penerbangan, pengepernsion bandar odars sere pecsanif penerhangan,

(5} Kegisten pengawasen schapaimana dimaksud dalam ayat {2), meliputi ©
4. permantausn dono penilaion terhadep pelaksansen kebijaksansan 48 bidang rancang bangun,

pembusian, pengoperasian dan perawntan pesawat udura, pelayanan wsvizasi penerbangas,
pengoperasian bandar udnrg serts personi} peperbangan;

6. tindnkun korelaif worbadap pelaksansan kelbilaksanaan & bidaog rancang bangus, pembualan,
pmgaperisian das perawaten pesywa! udare, pelayanen navigesi penerbangnn, peagoperasian
bander udara serts personil penerbanpsn,

Bagion Kedza
Program Pergamunan Penerbanpan Sipil

Pasal 3
(1) Mesteri menclapkan program poagamanan penerbangan sipit,
{2) Prugrom pesgamanan penerdangan sipi sebagaimens dimaksud dalam avat (1) meliputi ;
a  progrem pesgamianan bander iudnrs; dan
b. program pesgamanan perusabans anskutsn udara,
{3} Frogram pengsimsnan pecerbangan sipil sebagaimang dimaksud dalam aval (1) dun ayat {23, meliputi peluniek
peiskoamaan dan prosedur dalam rangka leamanan dan kesslamaten peserhanpan, keteratiran dun cfisiensi
penerbangag sipil dac tndak gansanan mebess hokam.

Bagian Ketiga
Keaadalus Operasional Pesavwat Udara

Paaal 4

{13 Menter menctapkan persyarsian keandalan operssional pesawat wdara sebagai pedoman datary proves kegiatan
rancang bangun, pembualae, pengeperasian dan perawatan pesawat udara.

{2) Persyarsisn keandnlan operssicasl pesawet ydara sehagaimens dimaksud dalsw avat {1}, melipi pesvaromas
yang herknitan dengss

siander kelatkan pdsra;

rangung baogun pesawat udara;

pembunten prsawal ydars;

prerawatsn pusawal udara;

pengoprrasian pesawat udars;

slandar kebisingan pesawai udars;

ambaog botas gas busng pesdwel udars;

personi! pesawak udery,

{3} Pmtzpazz persyaratun kesndaisn eperasiona] pesswst ndara schageimisns dimaksud dafam avat (33, dilakukan
dengus measperhutikan :

keamanan dan keselumatan pensrbunesar,

perkernbaeges wkaologi;

sumber doys masasia vy vrolesioash

ketentunnekeicntuan miormasionsl;

efikiivilas dan efistensl;

pencegehan peacemaran Snagiamgen.

R mP o e o

M Re TR

Begian Koompat
Pefayanen Navigasi Pencrbaagan dan
Pesgopurasian Bandar Udars

Fasal 5
{1} Menteri mvenciepkan persyaraian 1eknis das operasional peleysnen navigasi penerbangan.
{2} Pelavanun navigesi penerbangan sebagsimsena dimaksud dalam ayat (1), reliputi kegivtan «
& polayensn navigsst pencrhangan lechadap pesawat udara sefama dalum ponpoperasisg;
b, peagendalion reang udars;
©.  membaniy pencarien dan pertolongan kecelaksan pesawat udar denfslas membanta pepeliiian
peayebak keoslukaan pesawst udara;
d. penyediaan danfatas pembingsn personi;
2. penyediaan dan melskakan pemerficsann sacana dan prassesns navigasi penerbangan,
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{3} Penetapan porsyarsian whais don operasional pelayanan pavigasi pesechangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat {17, dilakukan dengan memyperhatikan :

keamanamn dan keselamatso pencrbanpan;

perkembangan teknologi;

susnber daya manusia yang profesionnk;

keteptyan-ketentuan inlernasional;

sfekiivitas dan afisionsi;

kawasan wders teriameag, terbaing den berbaheya;

kearslalun surana dan prasaruna pelayanan navigesi penerbangas;

keteraturan, kesivambungan dan kelancaran arus ali: lintas udars.

PR Ap R

Pasat &

{13 Menterl menetapkan persyaratan teknis dan operasionel peagoperssion bandar sdam.
{2} Penpoperasian banderudara sebagairians dimakoad dalam gyat {1}, meliputi kepglutan

& pemeriksaan {erhadap orang danfaien barang:

b,  pengamanan puerbanges;

@, pelevacan lerhadap pesawal odara selsme dudes pengoperasian;

d. pelayman peounjang pesswvat udera di demt;

e, membant: dan/atan wmelekuksn peocarian den perfolomgan keoeloksan pesawat wdare seria

pemindahar pesawsl wilara yang meagobon kecelakasn 4 kapwsnsun bandar udary;

£ embantu peaciitisn penyebab kecolakuan pesawal ndars;

g penvediann dan/atan pembingan persontt pelayanon pengoperasian bandar ndass;

k. peayedinom dan melskuken pemorikaans serana dan prasarene bandar sdara,
{3) Penetzpan mergyacaten leknis dan operasional pengoperasioy bandsr ndaes sebagnimans dinsaksud delam ayat

(1), dilalaskan dengan memiperhatiions |

a kesmanss dao keselametsn penerbangen;

b. perkembangan teknologi

& sumber daya manysis yang profesionsy;

4. ketentuan-Kelentoas isternasions);

@ clitivitas dan efistensh;

£ keandalun sarana deg prasarans pengoperasian Sandarudara;

g, Letersturas, kesinambangas das kelsncaran arvs ponsmpung barang, kerge dun pos.

Posw 7
£1} Pelavanan pavigasi penetbangan dan peogoperosian bandsr wdars diselenggorakas olek Pemenntal dom
prlsksarannays depet dilimpabkan kepeds Bodan Useha Milik Nogars youg didisfkan seisk moksed tersehat
berdasarkas peratures perundang-undangen yang berlaku,
{2} Dadan bukum Indonesia dapat dikuisertalean dalam pengoperasian basdar udurs ontuk v stay dasar kerja
sarme dengan Badan Usahe MBik Negors yang melaksanskan peayelenggarsas bundar udara usitok smam.

HAR I
EEAMANAN DANKESHLAMATAN PESAWAT UDARA

fagias Perlama
Standar Ketadoan Udara

Pasal &

{1} Panetapan standar kefaikan udars entek pesawat udars, denfeias mesin pesawat udara, danfoalay balingbaling
pesawsl torbang yang dideflakan di Indonesia, dilskukan dengas memmerhalikan selansngkurangnya:

rancang bangun das koasteaksi;

komponen utanms;

nsiatast tenagn peaggereks

stabilitas dun kemampuan;

keletaban stouktor;

perlengkapns;

batasan pengoporasian;

sEmM perawatan;

pescerashan pencemaran Bnglangan,

{2 Smﬁﬁf keisikan udara sebogaimana dimoksud dufm ayat {1}, adaluhantuk

pesawst terbumg kateport transpar, sormal, reility, dkeobatik dan komuzer:

helikopier kategori nosmat;

helikopier kategori emnspor;

mesin pesswat udars;

bating-huling pesawat terbang;

balon berpenumpang.

[E)] i(ekenﬁm telib lanjut meongens siendar kelaikan odprs sehagoimans Jimakswd dadom ayst 113 dom evel (2),
distur dengas Keputosan Mentesd.

TR s TR

et oR
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{4} Menter dapal menclapkan porsyardlan-persyarstan df gy standar kelaikan udara scloin yang telah dilclepkon
sebagainaes dimoksud daless avat {1) berkennas donpun perkembangan iwknalegi dan kefertonn internasionsl,

Bagian Kedua
Ranezng Baagus Pesawnt Udars, Mostn Pesawal Udara,
Balingbaling Pesawat Terbang dan
Kumponen-Komponensss

Pasnl 9

€1} Setizp baden bukum Indonesia yang skan mendsmt pesuwat wdara derfsiae mesiy pesawst vdara danfalan
baling-baling pesavwat terbang yoeg skan dimintaken sertifikat tpe, wajib membust macang bongun,

{23 Tembualsn mecang baogun sehogaimasa dimaksid dafem ayst {1}, wajib memenul sisndsr ketoiken udars.

{3} Pelaksannun pembustas wneang benpur sebagnimana dioeksed dalam ayar (1), dilzkuken sesusi dengas
tzhapan-tahapan maksd dast manceng bangun sampat menjadi profmipe serfa pengujisn dan/atan uji terbang,

(43 Eeientaan lebih Janjut mengenal rancanp bangun sehagaimana dimeksud dalam ayat (1), sy22 £2] dan ayat (3)
dighur dengan Keputugan Menderi,

Pasal 18
{1} Dzlam hal rancang bangun pesawsl odars, den/otau mesin pesswal udara, danfsise beling-baling pesswat
rerbang vaog telah Siluat sesunl prosedur dan teish dilaksanuken pemeriksaan den perguiian vang memenchi
siander ketafkan udsarn, Mentert dapat memberikas serfifikat tipe.
(3} Fewepdonn lebil lanjut meengensi wam cora pemberian sentifiked Gpe sehagaimana dimaksud dalam ayat (1),
diatur dengan Keputusan Menten.

Pasal 11

{4} Betiap badmn hokum Indonesia yong aken membual komponee petuk dipasang pada pesawat udara etey wmesin
pesawat udura atea baling-buling pesawst forheng yang akan «irwintakan surat porgenzjzan rencanyg basguns
kompnes, wajib membast rancang banpun kemiponen.

{2) Pembuatsy rancang bangun komponen sebagsiroens dimaksnd delem syst (1), hamus memesghi standar
kelaikan adara

{3} Peluksanzan pessbusion rancanp bssgen komponen sebagaimana dimaksod dalom ayat (1), dilskukan segemi
denpan tehopan-iabspsn molel dard rascang bangun semps’ meniedi prototipe serfa penguiion danfeteu af
terbang sesuai prosedur dag msmenuld spesifikasi keroponen.

(4} Ketentuan lsbih Janjid mengznsi rancang bangun kamponen sebegaimans divanksud dadsm ayat {13, gyat (2} dea
ayat {3}, distur dengan Kepadiszen Menteri,

Pasal 12
£1} Lmlam bal rapcang banpan kompones pesawal udars, danfalau mesin pesawat ndars, dunfstay balingSaling
peaswat terbang yeng lelab dibuet sesusi prosedur dan {elah dilzksamakun pemeriksasn dan penpnijinn yang
seemenvhi standar kelsban udarm, Menter dapst mewmbenkan surst persetijuan mncang basgua kemponen.
{2} Hetentusn lohih lunjut mengensi tals cara pamberian surat persetiliuven runceng bangun komposes sebagaimans
dimaksud dalar aya {1}, distur despen Kepniisan Menterd.

Pesal i3

{1y Setinp perubabes tethedap mncarg bangun pesawal udsre den/elay ranceng Banmen nsesin pesawnt pdara
dan/aten rancang bangun baling-baling pesawat terbang yong telek mendapnikon sertifikst tipe wajib memenuki
gtundar kelaikon ydara.

{2} Pelskssasan perubaban rascany bangun scbagsimsoa dimaksud didum ayaf (1), dilekakan sesuel denpan
tohapn-tshapan mulai derd senceny banpun persbalem sampai meniadi prototips sena pemetiksas dan
pengufion dunfotse ufi terbang,

£33 Apshila ranceng bangun perubabac sehagabeang dimsksusd dalem syat (1), ek memenvhi sinder kefudkns
udes, Meniert dspat memberikan
& sursl persetujuse rencang bangun perubaban slay
b,  sentifikel tipe tambahan; elay
¢, oevisi serdifikel lipe untok pemegung seriiftkat Gpe.

i4) Kelentuan lebih lanjol manpensi $ata carg pemberion siest pocsebujuan rancang bangan perabuhien atsu sernfiknt
tipe inmbshan danfaten revisi sertifike: fipe sebugaimaea dimaksud dalam ayst £33, dintur dengsn Kepulusan
Mented,

Pasal 14
{1} Setisp perubahan lerhadsp rancang bangun kumposer yang akun dipasang pads pesawat udars, gonw/atu mesin
peszwat udars, dan/atan baling-baling pesawat ierhasy bares melahi tibup pemeriksunn dan peaguiian vang
memenuhi stunder kelatken wdars sebelum mendapakan sual persetufuan mecang bangua perohabon
kompooen. dard Menterd,
£2y Fetentuan fehils funjint reengennl taka cara prmbering sural persetyiugn rancang bangws perubshan kemponen
sehagaimang dimaksud delam ayal (1), distur denpan Keputvsan Menterd
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Fagal 18

{1) Sstiop pesawat ndara, dan/ates wesin pesawat udern duofoiay baling-lading pesawat terbang yang akan diimpor
ke Indonasis, wajib memenulsd standar kelfaikan udacs Regublik Indonesia,

£2y Unduk menentikan terpenuhinya stendor kelatkon uwders Republik Indoneste teradap pesawat udars, dasfatau
megin pesaws! udsrs dan/atau baling-baling pesawat terbang sebagaimans dimaksud dalam ayat (1} waiib
Sitakvanakan validast terhadap serdifiket dipe.

(3} Balam hnl pesawst vdars, danfatay masin pesswat udar, danfetes baling-bading pesawat terbang yang lelzh
diluksanzkan validas! den momenshi standar kelatien vdaes Republik Indosesia, Menterd mensberiknn sedtifikat
tipe validasi,

£4) Ketenhsan febil fanful menpgenod taia cars pemberian sortifikas tipe validasi sebapaimang dimaksud dalam ayut
€3), diatur dengas Keputtionm Menterk.

Bagian Ketipe
Pembuatan Pesawat Udara, Mesin Pesawat Udara,
Baling-baling Pesawat Terbang dan
Komponear-kompotisnnya

Pasal 38

{1y Pembualun dms/sise peokilam pesswst udirg, mesin pesswat wdars, baling-lling pesawst terbnng dus
kompones-komponensys hanye dopat dilghakan olek beden Bukum Indesesia yang wemilikt serifikat musu
odikst,

(2) Setisp badan hukum Indonesia yany menyajokan sertifikat mutu produlst szhagaimana dimaksud dalam ayaf
(1) waiit memerhi
#. rancang banpunforolofips vesp teish memenubi standar otan lisensi pembuater berdasarkns

perjoniian engan pihek lain;

b, fasilitas dan rencase produksi;
e personil yang berkuslifikasiy
. sigerm kendall muhyg
¢ memiliki strubdur organisest perasahagn khasosnys bidany kaalitas dan produksi.

{3y Ketentean lebih lanjyl mengenai tata eam memperolel seriifiksd mutu produices schagatmang dimekzed dalam
eyar(1) dan ayst {25, dane dengan Keputncan Menterd,

Bagign Keempsd
Ferewatan Pestwat Udarg, Mesin Pesmwat Udarg,
Baling-baling Pegsoat Torbong dan
Komponen-kemponannys

Pasal 17

£1} Setinp orang abm: bades mkum yosg seesgopemsikan pesswst sdars, wijib mermvat pesawat uder, mesia
peaswal udars, bafing-baling pesawst terbaag dan komponen-komponsnaya unfuk memperighankan keadzan
ok udarn secars berkesinambungan.

{2) Pelnksanssn perawatan pessswst udera, mesin pesawat udara, balingbsiing pesawsl (erbang dan komponen.
komposeenys, schagaimana dimaksud dalam ayat {13, hanya dapot dilakuknn oieh «

A perusshean angkuten wdars vang hevsangkutan;
b, badas hakum pemselaan persvatan posavnt udara yang momsililks bidang ucsha perawatan;
< perorangat pemrégeng Hezsh abli perawntan pesswal udurs,

{31 Badan hulum sebagaimans dimekand dalam ayat {23 buraf b, untid melskukan perawalen pesawst udars, mesin
pesawet udars, bulingbaliog pesawat terbapg dan komponeo-mmuponetnys, walih menildd senifika
perusahass gomwalan pesawat sdam,

{4) Sertifikat pernsshasn porawalan pesawad udara sebapsimana dimaksud dalam ayst (3), diberikan oleh Menterl
kepady perusahasa perawatan pesawet udars nasional den/stew perusahaan perawstan pesawat udars asing.

£5) Perusnhaan appietss wdara yenp melgksanakea pernwatan pesswal ndurs don baden hukum perusshess
porswalan pesswat sdors hans memenihi persyaratan minjmal ;

o memilifi st menguasat allitng perswatan

b, seemiliid persond! vang mempunyal kuatifitest sesusi dengan bidang pekedeannyn;

c.  memilikd buku pedoman sisien prosedur pemesiksaan dan proses peapeadalien muhy;

d.  memidiki siadi AMDAL (Anafisic Mengenai Dinpak Linghungen) bogi yang Ewajiblam.

{6y Perorangsn pemegang ijazah nhli perawstay pesawa? udars sebugsimana dimsbzad dalam ayal (2} homsf ¢
hanya terbates untek melskukan perawntas posawat uders, mesis pasowat udsrd, buling-baling pesawal ierbeag
<an komponen-kompenennya aatuk pesnsshese angloutan udara bukan siega,

(7} Ketoatuan Iebib Innfut mengesal peeawntun pesawa udom, mesin pesawst ndara, buling-bating pesawat terbang
dars komponendomponensya, serts sertifikol perosahasn perawnlan posswit ndera sebogsimane dimaksud
dalem ayat {23, ayst (5) dm syet {8) distur dengan Keputusan Meateri.

Paze] 18
{1} Sertifikal perasahasn porswatan pesawst wduta sebapaimane dsdkeud datam Pased 17 ayat (4}, dapar dileeilan
Espada perusahaas perswaten pesawat udaes & luar negedd yang memeaul persyoratan sehagaimnng dimaksod
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detars Pasgl 17 ay (5} don memillkd sestifikst perusabann perswpian pesawal  wdarg derl negaca yang
berganghutan,

(2) Keienmssn Iohih lanjub mengenal pemberian sertifikat scbagaimans dimakeud dalam ayat (1), dimer dengon
Reputasan Menteri,

Bagien Kelima
Sertifiloat Keluiken Udera

Posal 19

(1) Betisp prsawel udara yang dipergunakan unhik torbang walil mumiliki sertifket kelaikon vdara.

(2} Sertifika kelstkan udars dibedeian dalaem 2 (dua) jenis
8. seriifikat kefmban wdare stondar;

b,  sertifficat kedatkon udara khusus.

{3} Sertifikat kelafian udara standar meliputd sertifikat kelaikan udars standar pertsame daa serifikat kelaikan ndara
standar Bmjutan yang dapat diberikan uaink pesgwat terbang kaioporl brenspor, nenmsl, wiliry, akrobatik,
komuter, helikopler kategeri vormal dan transpor serta balon berpenwnpang.

(4) Sertifikst kelsikan udare khusus depat diberikan kepada pesawst udurz entek pengrunssn seeam terbatas
(restricted, sementars (provisionsl), perovbaan (eoperimentafy dan untak kegistan penerhangan yang borsifut
khusus,

{5} Sertifikat kelafkan udsra sebagnimana diusakeud dalam syat {1} dikeluarkan ofch Mesteri.

{6} Kelentuan lehik lonhst mengenai tetn csrs memperoleh sertifikat scbagaimane dimeksud dalsm gyat {1}, ayst
£23, ayat 3), ayat {4}, dan ayat {5), diatur dengen Keputusan Menterd,

Pagal 20
(1) Persyaratun comk memperoieh seriifkat kelaikun ndars standsr pertome, adaleb -
1. telsh erdefiar sebagal pesowst edury sipil Indosesin;
2. pesawat Qiprodukst dax telaks dijokekan wii terbang prochisksi dan sesuai dengas kategan sertifikat
tipe prsawat udars tersebul;
3. telnh diperiksa don dinvatakan sesual dengensertifikal tipe dan aman untuk dicperasikan;
4,  mememihi persyarstan kebisingan dan emisi gas buang yang berlaks.

(2) Persysrsinn unhek memporoich sertifikat kelnikan sdara standar pertams bag pesawnt udara bar impor harus
telubi diperiksa don sesual dengas Sorfifkat tipe validast Indonissio,

{3} Porsyaratas smivk momperoleb sartifikat kelaikan udars standur pertama bagi pesswst udera bekas impor hayas
sesval dengan sertifikas tipe validast deateu setifikat tipe tambaban validsst dan felah dirawat sesusi dengan
propram perawitas pabeil pembun! ®ay denpan propram purswstas Fang selara,

{4} Persyaratan unbuk mempezoleh sertifiket kelntican udara slondar lanjuten adaleh
2. memiBkiseriifika peadafiare pesavnt vders yang masih berlaias;

b. pessws! edara lelak dirawst sequal dengan sisten: perawalan yang telsh disetujui;
e telak diperdosa dan diufi;
d. telnh memenuhi pergyscatan kelatkar udars yang berfak:,

{3} Persyaraian anhek memperoleh sentifikst keluiban udars slandar lanjutan bagl pesawal wdars yisg icdah
weopalami perbaliay’ kemsakan veng depat mempengandi performansi, kukostap strukive, keandales dan
Rurgkteristik terbang harus dinji dan dikembaltiken ke slandar sertifikat fipe peswwal udars lersebul.

{€) Ketenman lebib Janjue reagens! persyamizo memperoioh sertifikat sehagaiwnra dimoksed galom ayat (1), ayol
€2}, ayat (3], ayal (4), den ayar £33 dlet dengen Keputusan Menten,

Pasai 21

{1} Uniuk keperlean ckapor pesawal udars depat dikeluarkan sestifikat kelaikan udara sntuk ekspor.

{2} Sertifikal kelaBen wdory untuk ekspor sehagabmana dimaksugd dalam ayat (1) dapst diberken kepada soatu
produk vang phan dSulspor ke negaea fuln apebiia produk yasg dickspor telnh memesndd seetifb tipe sfse
dessin standar yany ditentckan olch negara pesgimpor dun telzh memenuld persyaratan pengoperasian dagf
negirs pengimpor tersebut,

BABIY
PEMNGGUNAAN DAN FENGOPERASIAN
PESAWAT UDARS.

Hagian Pertama
Penggunsan Pesawat Udara

: Pasal 22

{1} Pesawt udars sipit dapat digunakan watal kegiatan angkuian penwmpang, bareng danfutsu pos, pengangkuian
omng sekit, penycmprotun hame, kebskeran huten dac huisn bualan, sorvey danatau  pemsisen,
pensngeulangan pescernumn linpkungan, pensraan, olah raga dunfstan rekeeast, skrobatik dan demaonstras,
frjus payung, promosifpublikact dun menark gftder, pencatian dus pestolongan, pendidikan, penehilion daa
pengembangan, dan wnfuk Kegiatan nionya.

(2) Krxientuan ishih lanjut mengensl persymralan dam iste sars pengpunssn pesawat udars $ipd schogaimana
dimeksud datan ays (1), diatar dengan Keputusan Mentert.
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Pasal 23
Penggunaan dan pengoperasian passwal udzrs negars diahy oleh Mesiterd yaiig bertanggong jawab di
bidang macing-musing.

Bagian Kedua
Pangoperasian Pesswal Udara

Pasal 24
Pengoperasian pesawst oidare netuk anghbulan sdzra aiaps hanya dapat dilakuken olch operator pesawat
nidara yang reemlliki sertifiket opersior pesewat udars dard Menten.

- Pasai2d

{1} Unhtk mendepatkan sertifikat operstor pesawal udars sebagaimany dimalksud delam Pasel 24, weiil memenuhi
persyaratan sebagai bavilout

miemiliki fzis useba anghutan udara niugs;

memiliki dan/sten menguasai pesawat pdarm sesnal dengen studi kelnyakan atau reacans pangoperasian;

memibikl dan/atan meaguasal fusililes anrk kepenbingan operasi dan peyswatan pesawat udany

memibiki dun/atau menguesat persontl pesawat sidars yeng memenudi porsyarnian;

memiiil orgamisasi yang mengaier pengopenedag pesawal udars;

memiidd buku petunjuk spesifikasi perawatun don pesgoperasion pesswet ndam;

nenniliic mp@ﬁdhﬂd@p&im personil pesswat udar

{%} Kéwﬁmm lebik lanint meapenal persysraian dan {ale cars mendapatkan seriifikat eperstor pesawat uders
sebagsinana dimeksud dulam ayat (1), disiur deagan Kepitusan Menierd,

M op o

Pogsl 26
{1} Pemegeang sertifika! operutar pesswat wdara wajib ;
melakswmakan pengopernsian pesawat wdarn sesual dengen spesifikasi operasi yaog tolah disefujui;
melaksanakss perawaton pesewsl vdars yuai dengao spesifiiest perawstan yang telsh disetujui;
mmemiliki fasjiitas 4an meinksanakan persiapae serta pernuntssan penerbangan;
gmempertahankgn keandalan operasionel pesawat udara;
melaporkan seliap perububan alan rencans peryhaban yang borpengsrsh terhadsp ketentuen
dsnfstan balasan yang telsh ditelapkan delom sertifikat ppemior pesawat gdas;
merrtahanken kecakapun dan kemampunn persoaif pesawat udarn
g melaporkes stisp kajadinn kerusakan atsu tidak berfangcinyn salah setu sisiem sine kompoees
pestwat udars yasg dapat menggangse Resslmmsalan terbaag,
{3} ¥etentunn lebih lanjut mengenad tata cam golskssnaan kewajibun pomenang sertifikat operator pesawnt ndara
sebagaimuena dimsksid daln ayat {1}, diator dengan Keputusan Meateri,

PO rp

M

Pasaf 27
{1} Setinp cperaior pesawat udara untvk tjoan angkulst ydars bukan nhaghn wafib memiliki sertifilult peagoperaaiun
pesgwat udura.
{2} Persysraton unfuk mendapatkan sentifikat pengoparacian pesawet sders melipudi
a.  memiliki izin kepistan sngkutan udsra bikae alags;
b, momitiki dea/ptay menpyesal pesawnl udirs sesuat deagan rencanz operagi;
¢ memiikd dan/aton menguasal persondl pesavial udana;
o memitiki spesifikasi pengoperssian dun perawaing pesawnt ndam,
{3} Ketentuan iebibk lanjut mengensl persyaraias dan tela eurs mendapatkan sertifikst pergoperasian pesawat udam
sebagaimana dimekond dalam ayst {13, distur deagan Kepuivsan Meoterd,

Frasal 28
{1} Porsegang sectifiket penpoperasian pesawat udurs wajth -
a. melaksanskan penguperasian pesawat udars sesust dengun spesifikesi operagd yang teloh disetuing
b, melaksanalan perawntan pesewat udurs sesuai dengan program peravwalan yany telsh disatuini;
o  mempertalionkan ketaikan vdere dart pesawat ndice vang dloperasikan;
<. memperishankan kecakapan dun kemampuan parsonil pesaws! udars.
{2) Keotentusa jebih Jasjot mengongi lute cars pelaksannan kewnjiban pomogany seriifikst pengoperasian pesawat
udars sehagaimane dimaksad datam ayat (1), dister dengan Keputasan Mented.

Bagian Ketiza
Pomeriksann Keandalan
Oyporpsional Pesewst Udara

Fasal 29
{1} Menteri melakukan pemeriksanr keandalan operssional pesawat nders,
{2) Pemeriksaan sebagaimans dimeksed dalam ayat {1}, dilakukan techadep dipenvhinye persyaratan keandalan
opermgional pesawal udara.
€3} Poouriksaun sebagaimany dimeksud dalane ayat {2), mekipuid ;
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a rengang bangun pesawsi adars, mesin pesawat wdora dan baling-baling pesawal lerbang den

kemponsonya,

pembuatan pesgwal udara, mesin pesawst oders dan baling-baling pesawal (erbang dan

komnpasenays,

perawelen pesawat wdurn, mesin pesawal udare dan baling-baling peeswsr lerbang dan

komponenrys;

kelaikan pesgwat udars;

opEraesr pesiwal vders;

pencegabian ponsomaran Hnghungan;

personil pesawat uders;

personil lain yang diborican wewenang;

fasilitas perawatasn pesawal udera.

{4} Beieohian lebih fonjol mengenai pemeriksann sehagaimany dimokend dalam ays {5 ayat (B) dan ayst {33,
diatur dengan Keputuses Meateni.

2

o

PR R

Begias Keempad
Fonds Peadafinran dan Kebangsaen Pesawat 14dem

Pasal 38

{1y Beriap worgs pegsrs Indooesia otas badan Bukam Indonsssa yang sisatihild daofstas sisnguasel pesawast udars
yang akan dioperssikan & Judonesia wajib smendafiarkan pesasvnt ndaranya

(3) Betisp wargn negurs Indosssie st badun hekere Indonsshy yang menguasal pesawst udam mitik wargn pegarn
asing stas badan hukum ssing yang sken dioperssikas di Indonesie wajib mendafiarkan pesowst uderanya
berdasarkan susty perjanjian sewa beli, sewn gane usehs ston bentuk perianjiss lainmya vatuk juaky waktu
pemakaian minimal 2 (dua) tekhus secara terus mencras,

£3% Monleri dapat mereberikun sertifikat pendaBaran bagl pzsawst udara yang didsflarkan dan memenohi
persyacalsn peadsfsran,

(43 Sertifikat pendafiaran pesewst udar sehagaimens dimakeud daiant ayst (3], betisl tanda kebangsnan don tands

untuk pesawsat terbang, helikopter dan baton bempenwmping.

(5} Ketentean lobib lanjul mengenal pendaltaras pesswst udnrn sebugaimana Gmaksud dalam ayat {13, gyt (2,

ayat (33 dox ayat (4), diztur deogan Keputnsan Mentert,

Pasal 33
{1} Tanda kebangsean pesswat udars Indoaesia terdhd deri dos haraf yang menunjukkan idestites Indonesia.
{2} Tanddy pendafiarar pesawal udera Indonesis tendirl dari liga burnfates tigs angka,
(3} Pesawsl udam Indonsis yeng elah memiliki tanda kebangsuan wajih diengkepi dengas bendern negara
Fepublik Indonesia,
(4) Ukuran, warna, penempaian tands kebanpsann, fzads pendafarun dan benders sebagaimaca damksud dalam
ayat {1}, ayaz {21 dan ayat {3}, $ister deopan Keputusan Mentersi.

Pagal 32
Pendaflarsn dun laoda kebangsoun unluk pssewat udars negara, fiater okeh Meater] yeng bertapggung
swahdi bidang masing-masing,

Pasal 33
{1) Pemghapusen iapda kebangsaza dan tanda pendafiarss pasnwat udara dapat dilskukan oleh Menterd
aigs peemintman pemilik;
apabila pesavest udars senga)a dirvsak;
apabila pesewat udara rushk tokal akibat kaoslakaan;
spabila pesavwad udurm tidak aken digensian fngh
gpabila masa koutrek sews menyews borsidsis
pesavent udara tidak sedeng dibebani hipatek.
{2) Keteniuan lebih lunjul mengeaal tats ¢arg penghapusan fends kehangsazs dan tands pendafiarss pesswat udars
sebogaimans dhnaksud dalam ayst {1} diatur dengan Keputuson Menleri.

m& g o R

BABY
HEAMANAN DAN KESELAMATAN BANDAR UDARA

Pagizn Pertama
Benifikasi Operasi Baadar Udarn
Passl 34

{1} Setiop penyelenggara bandar udars wajib memiliki sentifikad operast bawdar udace yesg diberikan oloh Mesterd.
{2} Persyaraton unbuk memparmish serlifikel operasi bumdar vdare, adaish sekurang-kurangnya

8 tersedianys Tasilites dasvsisu peralatan penvnjang peperbangsn ysng memenubi persyarsian

kemmenan do kesehunatan peaerbingas yang disesvaikon dengan kelssaye;
I,  memibiki prosedur pelayenae jasa hamder vdass;
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¢ memiBkE buky petuniuk peagoperasian, penangpuolpngan keadsae gawst davorat, perawatas,
program pengumunan bandar sdurs dan hipiene dan senilasi;

4. tersedis porsenil yang memiiiki kualifikasi anhuk pengoperasian, perawalas das pelaysnan jasa
bandar udare;

e memitiki doerab lingkungan kerja bander udarg, peta kontir Hogkoengan bandar udacs, peta siasi
pembagian stsi darel dan sisi udara;

£ memiiid kaweasan keselamatan operast penerbangae 91 sekitar bandar vdare vasg meliputi
1} kawasan penidekatan dan fepns landas;
2) kawassy kemuogkinan bahgye kecelakaan;
3 kawasnd & baveah permukanan heskzontal dalam;
£y kawasan di bewah permukaan horizasisd taar;
5 kswasan di bawah permokaos kerueni;
&} kmwnsan di baweh perrmukaan transisi;
73 kaveasan di sekitar penemnpatan elut buntu navigasi penerbangan;

s meeniki pots yang menunjulken lokesl! koordinnt penghaiang doy ketingpienova yang dapat
membahayakes kesslamatan penerbanpan;

b memilild Beilitss perroloagan kecelalsen peaerbangan den pemadam kebakaran seseal dengan
kategorinya,

©.  mmemiliki berita acars ovaluasifgi soba yang menystakan luik univk divperasikan; dan

d. sbaidor srganisasi penyelenggara bandar vdara,

{3y Kefertusn Jebih lanjut rpengenal persyaratan keamenan das keselamatan prucrbangen dan sertifikss! operasi
B udara sebagaimans dinvakeud dafars syat (1) dan wyat £2, dister dengan Keputusan Menteri.

Bagian Xodus
Sist Darat dan Sist Lidurs dalam Wilgyah
Bacdar Udam

Pacal 35
Untuk kepentingen keamanan dan kesclomatan bandar udarg, penyeleageam bandar ndare meneinphnn bates sish
darat den sisi wdara serls engatur penggutbasaya.

Bagal 35
{13 Penclopan sess peaggunaan sisi darat dan sisi udars sehagaimona dimsksed dafnm Pasal 3§ dilaoskan dengan
Ei :
& keamanan dea keselamatun pencrbangan;
b, kelascaran operasi peserbangan; dan
©. kelsncamn pelayaras isss kebandarudarsss.
{2y Ketesivan lebih lanjul trepgenal peoctupan dan peagguensan sisi darat dey sist udara sehagulsana dimaksud
dabeen: ayat {1}, diatur dengan Keputussn Menter.

Bagian Ketigs
Peralaten Penuniang Fasilitas Paperbasgan
daga Operast Bandar Udars

Pasat 37
{3} Pernlnizn penuniang fasilitas pemcrbangan yang dipergunskae dalam pembeories peloyanen keamanza dan
keselamaten penerhangan meliputi:
#  peralalan pendeickst bahan arganik den non arganik;
b, peralaian perzanias taly lelas orang, barsang, kendaraan dan posswst udara di bandur sdara.
{4} Penyediaan peralalan peounjang fasilites penerbangan sebagaimans dimeksed dalam aynt (1), dilokukan dengan
mesnperustiion
a.  kebutubug operasiongl dan keamsaan handar gdam;
b,  pukenbengan teknologi: dan
g keandalea peralstsn penunjang festiitas penerbangan.
{5} Keientuan lebih lanjut mengenai persletan pesuniang fosilites penerhangsn schagaimana dimaksud dalam syst
{1} dan ayal (2), diatar dengan Kepuiusan Mentzri,

Pagal 38
{1y Untuk menuniang kelancaran operesi bandar wdars disediskas peralaton peaunjang opernst bandor udurm.
{23 Perslatan prouniasg spernsi bandar udars sobagaimana dimakasd dalam aymt (1), harus memenubi persyeraten
keardalan,
{3} Menteri melakukan perperikezan techadap keendalan peralatarn pemm}mg aperas! bandar udes,
(4} Kelentuan lebik lanjul mengenad peralalan pesunjaag operas] bander ey dan persyarsian seria pemeriksann
keandalan sebugaimana dimskeud dulam ayat (1], ayat {2} dea ayat (3), diatar dengan Kepuhusas Menteri.
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Bagian Keompat
Pasangpulusgen Gawsi Darnrat

Pasal 39

{1} Peoyelenggars bandar udara wajib memilik kemamspusn dalam meisksanakan penenggulangan gawat darurat di
handar ydare.

{2) Penanggabangan gowat danarst sehagaimana dimaksed dalam ayal (1} dilaksenakan secara torpadu dengan
enclibationn nstansi erkait di Tear dan 4 datam Beadar udars,

{33 Ponyelenggars bundar udars wajlh meleksanskan lathin penanggulangan gawat dargrt,

(4} Pelvksanaan penanggulsngss gowal doruret dan pelaksapesn jashen penunpgulengss prwsl daruest
sehaguirnans dimaksud dulsm ayat {23 due ayat {3), dilaperikac kepada Menter,

{51 Ketentuan Jebils lanint mengenal peaanpealiangan guwat darerst dan latiban peranggoliangan gawat Janest serla
pelapornh sebagaimang dimaksud dokem ayal (23, apat (3) dan ayat {4) diater dengea Keputusen Menteri,

Bagian Kelima
Rambsy, Marka das bpyarat

Pasal 40
{1} Penyslenzparn bander ndurs wiaiib memasang rambu dan markes pads sist wlar dan sisi darat bandar udura,
{2) Remnbu don marka sebugeimana dimaloud dalase syt 1), berfunpst uniul memberiken Juranpan, perinfsh,
peringatan dan petunivk,
{3} Keteptuan Jebih Ianit mengensi ramby dan marka serta pemasangannya sebepgaimans dimaksud dalum syst {13
dan gyst (2), disfur dengen Xeputusan Mesforl,

Pasal 41

{1} Penyelengpars bandsr udara wajib membaorikan isyarst kepads pesawat udarn sesnal deagan kebnfuhas,

{2} isyarut sebagrimuns diakend dalom ayat £33, dapat beropa isyarst lampy, isyarat elekironiing, isyarat bendors
dan isyarel Auik.

(3) Isyarst sebagsimana dimeksud datam aynt (1), berfingst untak memberiken fsrungan, perintsh, peringatan dan
petuniuk.

{4y Ketentnon Jebis solut mengenal ieverat sehagaimana dimeksad delem ayat {1}, eyat 0% dan sya £3), dieter
desgan Keputuser Menterd,

Bagian Keenam
Pelayanas Perpaeakan Pesawat Udarn &f Bandar Udara

Pasal 42
{1} Penysionggara bandur udera waiib memberkan pelayansn forhndap pesasest adara yang skan melskulkan parkic
di bandar adara,
{23 Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam gyat (1), dopa berups
2. pemanduan terhadap pesswal udars yang skes melakukan pergerskan di pelataran parkir pesawal udacs;
b penyedisan peraletan peounjang parkir pesawst udam,
(3) Keteniuan iebih lanjut mengeeal pelayunan sebagahmans dimaksud delem ayat {23, diatur dengen Keputusan
Munterd.

Pasal 43
{1} Penyelenggara bindur sdem wailh memberitahokas kepado Memed spabils terdapat perubahan korsdisd bandar
udare yang daget mengganggu sisu membahayakan keawanee dan keselamatan penerbangan maupon wobile
kepentingan kb,
{2} Ketennan lebih fanfst mengenai pemberitehuan schagaimans dimalsud dalem syet {1} diatur denpen
Kepatuzsaa Menteri.

Pasal 44

{13 Montert menerhitban bulw publikesi Informast seranautika Indanesia,

{2) Boly peblikasi infosmasi aecopsutike Indonsgln sebagnimans dimaksud dalam ayat £33, sskusang-Kurangiys
st informasi mengensa
6. informasd wnum penechangan:
b, pelayasas pavigasi penerbangsn; dun
¢ bandarudara.

(3) Bulas publiknsi informasi seronantike Indonesia whogaimana dimeksud dabam ayat (1), didisaribusikan kepada
comunitas peacrbangan. .

{4} Ketentozn ebih lanjut mengensd pegorbienn don peedisiibosian bukn publilcast informas) aeronsntiies Indanssis
sebagaimuna dimekend dalam ayul {1}, ayat £) due ayat (33, dister dengan Keputisan Munterl.

Pazat 45
€1) Peuyelenggars bandar wdnre wajib menycdiskas infermes? aeroneulike dan informasi cuace bandar udara
selempat, bandar wdare tujuan, jalur penerbangan dun bandar gdurs alteraatif ustuk penerbang,
{2} toformagi pevonoutiks sehapaimmng dirsaksad dalam ayat (1) sekarang-ioirmngrya berups
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buky publikast informasi sempautika Indonasia;

bevita bagi kcomunitas penerbangas;

potiz-peta navigast penerbangan; dan

hobw informasi aeronautiks negary lnin yang mempunyai bubungan penerbangan dengan bandar wdara

{ersebut, '

{3 Informasi cuaca sehagaimana dimsksud dalam gyal (1), dibuat swu disispkan oleh Badas Metesrolog! dan
Geofisika,

an e

Pasel 46

€1} Untuk kesmanan dan kesclumalan penerbangan, penyelenpgara bandar udare delam keadaan 1erlentu dapat
MEsup untul sementacs sebagian ezan kesclurchan landasse pacs, penghubung fandasen pacn atau peletaran
parkis pesawnt udura.

(2 Keadazn lerlenty sehapsimpns dimakiod dalam ayst £1), dapat bovupa:

n. bencans alam;

. huru bges;

¢, kecelaksan pesswsl udara di landasas pacs, pepghubung landassn pacu atay pelatarsn parkir
pasawal udarn;, .

d. pembangusan, porbaikan, pemebibaraan den perswstan landasan pacs, jslee penghobung atss
pelataran parkils pesawat udars; dan

&, keadaan tertents Izinnya yang dapat seembdbayakan kearaaanss dun keselamnten senerbangan,

(2) Peoyelenggam bander wdars waitt mombenitehukan kepada Kapien Pemerbung, operstor dan bender udara
lninaya meggenni penuiupen lzndesan pacu, penghubung Inndasen pacs sten pelataran parkir pesywat udary
scbagmimans dimaiosnd dalom syat £33,

{8} Pemburitahuen schagsimana dirmeksad delam syat (3) wajib ditsporian kepada Mesiteri.

{8} Kelentuan [ebih Janfui mengenat powutupan Isndasen pacu, peaghubung landasan pace stsu pelsioran packl
pesawat udars, serly pembeniahusn dan peloporan sebaguimana dimaksed dalam ayat (1), ayet {23, syat (3) dan
ayel (4}, diamr dengan Keputusas Menberd,

Pasal 47

{1} Penyeleaggam bandsr wdars wapb menyedizkans sine menunjuk bogian dart wileysh bandar uders sebaga
iempat torisoiast uatuk pecempatan pesawat udera yeag moagalami ganpguan alas Aocaman keamensn.

€2) Penyedisan stae pemiajulan dompat ioriseiosi sebagaimana dimaksud dalam gyst {1}, dilaksaasken desgan
memperhaiikas
a keselamulan penwmpang, awek pesavat udars, polugas di bandur udem, mosyarakat ponggunn iass

englastan udarn lainnya dan masyaraket di sekftay bapder udara;

b, keselsmatan pesawat uiass; dan
o, keselmusisn fasilites penunjoeg penerbapnan dun fasiilas peruniong hunder udass.

{3} Ketcotwan lebik lnne monzenai ots cors peayedisen ateu penenickan oot terisolast sebagaimaea dimaksod
datam aysl (1) dister dengan Keputusan Menterd,

Passi 4%
{3y Jam operasi bandur udara guna pelayanas geperbangon ditetapkas oleh Menterd,
{4} Penelapan jam operasi bandar udam sebageinsans dimoksod dafarn svat {13 dliskukan desgas memperhatikan ;
#  keamunen dun keselamalas pensrhangan;
b.  kemmmpuen bandar vdara melsyund pasawat uders;
g, perminiass pasar: dan
d. pertumbuben ckenemi.
{5) Ketentusn lebik lanjul mengenai penelopon jora operas Bandar udsra sebagainieny ditnaksud dates aval (1) don
ayat {2), dishr dengan Keputugan Menseri,

Hasal 49
{i} Dialms keadaan terieniu penyelevgpnrs bandar udors dapat menambah jurn operasi bandar wdarn sebagaimans
dimeisud daign Pasal 43,
{<} Kotentuan sebagaimana dimaksid dalam ayas (1), dilaksanskan dengan mempechatikan ¢
a  Kkeamanan dan keselamatan peserbangas;
b. kemampuan bandsr edara dalam mefsyani pesawal udare; dan
&  kelancoran operasi bendsr wdira,
(3} Ecientuan Iebil lnjul mesgenal pesambaban jom operasi banday wdara sebagsimana dimaksod dalam ayat {1)
ghan ayat (2}, distar dengan Keputusas Menterd,

Pazaf 50
(1) Penyslenggars bandar vdare waiib menjaga lingkussas bender udara g menghindani erjedinys:
a  popuiesi burang di lingkunges keda bandar uders;
b. popules: binstong Iain yang berkeliaran 41 sisi udara;
€, gaegpwan terkadap higiene dan sanitus;
d, gesgguen kebisingan; dan
e gasggusy lainnya yang dapst membahayakan kemeanan dan kesclamaian penerhangan,
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{33 Ketentuan lebih janjut mengenai kowsjiban meniaga lingkungan bandsr ydura sebagaimans dimaksud dalam
ayat {1}, didbwr dengen Kepumaan Menterd dengas menperhatikan kefeatpar peraran perspdang-undongan
yang berink,

Pasal 51
{1} Pemyclenggars bondsr wdarn dapal segers meloksenskar pemindahan pesawst sdera yang mongalami
kecotakaan di wilgyah sisi ndarm, setelsh mpsdapal perselujusn dard Komite Musional Keselamaian Transportasi.
{2} Biays pelnksanann pemindaben sebaguimana dimaksud dulam avst {1} menjadi beban pervsshans anghuitan
udurs, badan hukum atau perarangan yang meapapssnsikan pesawst udara dicaksad.
{37 Ketentuas Izbih lenjul mengemst pemindahon schagsitann dimoksud dalam ayat {1) distur dengaa Keputoson
Menteri,

Bagiag Ketujuh
Pemeriksaasn Ksemanan di Bandar {idam

Passf 52
Setlap arang, barsng, kendaraan yarg wemosuld sisi udars, waith melalai perseriksaan keamanan,

Pusal 53
(1} Persomi posawal uder, ptoumpang, begast, Kurgo dan pos yang akan diangkut deagan pesawat udars wajib
melalil pesneriksaan keemanan,
(2) Pomeriksacs keamanan sehageimena dimsksed dalme ayed {I), dapal dilskuken dengen aleu tanps
mengzunekan alaf bantw.
£3} Ketentuan febih fnnjul mengenai taia cara pemeriksesn keameacan sebageimars dimakeud dalam svat {1} dun
ayat (2}, diatur dengee Keputuspn Menteri

Fasal 54
(1) Terbadep ponyandang oacat dun orang sskil, penumpang VP dup pesumpemp kbesss lsiaaya, dilakuken
porzeiiisaas koamanan seoars khusus,
£2) Kotenwan fohibh bl mengenai pemeciksaan keamanas sesars khusus sehagainwna dimaksusd dadom syt (1),
dintur dengan Keputisan Menterd.

Pasal 55
Terhadap bagast rarl penumpany yang batal berzagkst doofatav bagesi yeng tidak berssma pemiliknya,
wajiby dilskutan pemerilsarn kesnanan vlang untok depat dlangkut dengan pesawst udars,

Pasal $6
{1} Kargo dan pos yang bslum dapot disegkut oleh pesaws! wigrs divimpan i fempnt kiuesus yang disedizken 4
biaadw udara,
{7y Tempst penyimpansg sebegedmune dimaksud dolam ayat {1}, hares aman dari gesggusan yang dopst
rpembehavakan keamonan dap kesolamaton penerbangan.
(3) Kelenteas febih lanjul mesgensd iempal penyimponss schagnimans dimeksud dalam ayat €1 dan syt (2),
diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5%
{1} Kaentong diplomalik yang beesepel diplomatiic fidak boleh dibuka
{2) Dadmen bal terdapat dugssn yang kuet kasiong diplomatik sebagsimans dimaksud delam ayst (1) dapat
membehayakan hemmanas dan besslamatan pencrhangan, perusshass asgkuten udarn dapat mesclek untuk
mengangkt kantong diplometik,
{3) Pelaksansan ketentuzn sebugobnenz dimsksud delem avat (1) dan syat (2} didesarkan pade persiuoan
perundang-undasgan yang berloke,

Pasal 58

(1) Bahen danfatag bareng berbabaye yong akan dimmghut dengan pesawst sdora wejib memennhi ketentuan
peagasgkutan babhim danfalae barang berbuhays.

{2} Perusabam: sagkutsn udara waith memberitabukan kepads Kapten Penerbang bilunena lordapst baken danfafin
baranp berbshioys vang diangkut deagan pesiwal udars,

{3} Bahan dun/atan beraag berbuhaya sebagaimana dimaksud dalmm syst (1) yang bebun dapat dlanglui, disisnpan
pada terpat penyimpanan yang disediaken khusus entuk penyimpanan baraog berbahaya.

() Apabils pada wakin penempstin di pesmwnt adama terjadi kevusakan psda kemasan, Iabel sisn maka, maka
izakiin danfateu barang borbahaya deaksud hars diturpnkan dari pesawat ydar.

{5} Ketentunn Iehik lanjut mengensi tsin cara penganpioutas dan penyitipanss babaa dan/alan barsag beckohuya
sebapnimana dimaksud dalam syat £1), axat {2), ayar €33, dan ayat (4, distur dengan Keputusan Menteri dengan,
ssemperhatifan pernturan perundang-ondangen yeng berfaku.

Paunl 39

(1) Ages pengangku! yang menangand bahan danfatas barang berbukuy e yang shean dianghul desgas pesawn! udara
harus swendspuikan pengesahas dard perusohaag angkutan vdara,
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{3} Ages penpangkol sehagelmana dimoksud dasiam ayal (13, hamss melibukan peeeriksson, pengemasan,
pelabelan dan penyimpanae bahan den/atan borang berbahaya sesuat dongan ketentuan yang bertaku.

{3) Ketentoan lohth lanjul mengenst agen pengangkut dus Xctentuan lentesg pesasganan sehagaimana dimmbkmel
dalam ayat {13 dan ayat (2) disur dengan Keputusan Mested.

Pasal 60

{i} Pesumpang pesewet sdars yang membaws 5enista wailb melzporken dan menyembkanmya kepubs perusaheen
angiutan wedara,

() Benjata yang diterima olzh perusshapn angioutes udars untuk diangkat, disimpan pade tempst teriesty di
pesavent udars yang lidek dapat dilangkau oleh penumpang pesawal ndarg.

{3} Pemilik senatz diberi tanda lerims sebagsi tanda bukii penenimunn senjate oieh perusehans sngkutan udwrs,

{4} Perusshann angkutan wdem bertangpung jewad atas kenmanss seojain yang diterims sampak dengan diserabkan
isembeli kepada pemifilomyn 4 bandar udars nyjusn,

{5} Ketentuse lebih lanjut mesgenal pencimszn, peoyimpanan dan peayerghan senjela sebagaimupa dimaksud
dalam ayat {23, ayst (33 dan ayst {(4), dintur dengar Kepuiusan Menteri.

Pasal 61
{1 Peayeleaggars bundar udara aten perusshoan snghulan udara walth melaporkan kepsda Kepolisian delun hal
mengetahni snnye barang Udnk dikenal yang patut diduga dapat mernbahayzkan kesnuinsn dan kesclamstan
penerhangan.
(2} Ketentgun lebih lanjul suengesal pelaporan tzn penangannn lerkadap barang yang tidak dikens! vang patut
didugs dopat membuhayakas keamanmn dan keselamaian penertbangan schagaimnng dimaksad datar gyal (1),
dintur dengan Keputugan Menlert

Bagiun Kedelepen
Permwatan, Peeneriksnan den Pelaparan

Pasaf §2

(1) Penyelcngpara bandur wdars waiib malabuken perawsine dan pemerikssan secara beckals tarhudsp pesalatan
penunjsng penerhatgan.

€3y Datem hal tegadt pendbehan kembmpuss danfaten dilskukes pengembangan terhadsp peralaian penunissg
penerbangan, perveienggarm bandar adars waitb melaporken kepada Mownteri,

€3} Menteri melakukan pemeriksann ferbadep keandalan perslatsn peounjung penerbangan seria pelaksanaas
pepgopernsian dun pelavanss jocs bandar adars,

{4) Ketentean febih lanjut mesgensi perawaiag, pemerikssan don pelsporen terhodap pemisien psbunjang
pencrbasgas sehageiman dissaksid dalaen ayot (1), ayat {2} don ayal (3}, disker dengan Keputusan Meniert,

BARY]
RUANG (JDARA DAN LALUUINTAS UDARA

Bagian Portama
Tatsnan Roesag Udarn

Pasal 63
{1} Menkor menetaphas batas-bates penggunsun ruzng udam uniuk kepentingan pelsyenan vavigayl peosrbasgsn
yang menjadi langgang Jaweb Pemerinsh Indonesia,
(2} Baiss-batas penppunaan mang wdare sebagsimene dimaksud dalam eyst €1), didsserkan pada perjanfian
erisrnegara dala hal:
a4 negara isin diberiken tanggueg jawab aias peluyanas navigasi penerbengan di dulam wilaysh
udara Indonesia; atou
b Indosesiz memperoleh tngpang fewsh stes pelayanan wavigosi pencrbanpan 4§ lner wiloyah udara
tdonusia.
£3) Pelakuorauan perjaniisn aotornegare scbagsimans dimeksud datem syvat (2}, dilakuken olch Menteri setelak
wiendengar pedimbangan der tngianai lerkalt.

Pasnl 64

{7} Ruang udnrs dslam wilayah wdnrz Indonssia tordird darf resag wdam yang dikesdaiikan dan ruanp udurs vang
tidad dikendaliicpn,

€31 Russg ulurs yeog dikendslikan dan musap udsry yang Gdak dkendafikan sebagoimnuna dimabksud dalam ayet €13
dikingifikazikan denpgen mempertimbangkan sekermg-kuranguye :

¥eselamatan operssionat penerbangan;

kepadetzn fel lintas udars;

kemampuan fsilitas komunikasi penerbangan;

kemampan Ssilitas bantu navigasi penerbangan,

kemampriug peagamainn (aly lintas udara;

kempmpunn pavigast pesawat udara; dog

afektivitas do ehisiensi operasi penerbusgan.

RO RS TR
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£33 Ketenbupn 1ebih fanist mongensi nuang udara yanp dikenduiikae dan ruang udars vang tidek dikendalikas serta
penetapan kelos muang udam sebapguimana dimuaksud dalam ayat {1} daq ayat (2], dister deagun Keputisay
Menten,

Pasal 65
Mentert menulapkan izl iy lintas uders dalem rwang vdes dongan mempertimbangkas sekurang.
Kursngoya:
kesefamaian cpersi penerbangan;
kemampons navigasi pesawat udars;
kemampuan fasiiitas komunikasi penerbangan;
kemampuan fasilitas bante navigasi penechangan;
kepadatan belu hintas udarg;
efektivites dun efisiensi operast penerhanpan;
bandar udars keberanghalan dan bamder udara tujuan; dan
daerah latihen mikiter atau peluncuran roketsaiel,

L IV

Pasal 64
{13 Uniuk meniamis kesglomaton operas? pecerbangan, difeispkas kawasan udass isrdarang, kavwnsan udary terbaiag
Gan kawasan gdars berhahayy,
2} Eavwosan udars sebagaimenn dimakoud defem avet (1Y, soemiliki befas-bates vertikal dan horizontat,
(3} Kewntuan lebih lanfol mengenad kawasan adars sebagsimane dimaksued dalum ayal (1) daa avet £2) diatur
dengae Xepwmnussn Menterdt sctelshk mendengar pertimbangan Menteri yang bertangpung jewsh i bidang
Partohaoan Negers denfatan Menierd terkait lofnnya.

Pasal o7

{1} Terhudnp pelonygmran wilnyal wdara Republik Indonssia dan/aran kevegsan udars (eslarang oleh pesawat adure
sipll, dilsksanwkan penppekan hukum yonp barmss wmeniemin kesclamstan den keamman awsk posawsy
penumpang dan pesawat udara,

{2} Penegakan twkum teshsdep pelanggursn wilaysh udare dasfsiee kawsson udars teriamng sebpgaimens
dimakeud datem ayat {13, dilakukan oleb Tentars Nasional Indonesia

{3) Ketestusn lebih lanjul mengeeat penegakan hudasm sebagaimana dimaksed dalam ayal {1} 220 avat {23, diatur
aleh mentes yang berfangguny jswab di bidung periabnnen satelah mendenger pendapat Menterd dan mentert
terknit Jainnya.

Bagian Kedua
Eusilitng Penerbanpnn

Pagal 68
(i} Fasilitas penerbangen yang dipergunakan daless pemberian peloyaoan aly lintas udara meliputic
a hkomunikast penerbangan;
b. navigssi peserbangan;
€. pengamatps penerbangin;
4. pernlgian baeio pendaratan.
(2} Penyodiann fasilites pessrbasgan sebagaimana dimaksnd dalam ayat (1), dilskeken dengan ruseperhatikon |
a. kebutuhan operasional lale hintas udara;
b, perkembanpas eknokogl; dan
c.  keandalen fasilitas pencthongan,
(3} Setiap fasilitas penerbungsn yany dioperasikan sebagiimang dimakeed dalam ayal (1), harus dikatibrasi seoars
berkala,
{4} Kelentean icbih lanjut mengenal facilites penerbsngas dan kalibresi fasilitns penerbangan sehbagaimana
dimaksud dalam syat {§) den aye? (3) distr dengan Keputusan Menteri,

Pagion Ketign
Tata Cars Bedsh: Listas Udam

Pasal 6%
(1} Kapicn Penerbang delam peagoperasian pesawat adarg wajib memenudi ketentuan tats cars beelabu lintas udars
yaug sekurang-Ruringays mediguti
pergernkan pesawal ydara df edwrs dan uruten pricdtas pelsyanan latu fintas adara;
batas ketinggian;
kawagao pdars terlarang, terbatas den »ohubinya,
Sarek verleal dan horizental;
aturss ambong balss kebisagag;
penariksn beada i udara (ermesuk pesawal layang;
uji coba penerbangan, akrobatik das demonsirast;
isyarat dargrai apzhils mengetahui pesawat udaranya berads i kawasan vdura terfarany, terbatas
dan bothabaya;
lepss landes, pendaraian dan porgerakan di durst gtau alry

RO Gp e
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J poenggusans lsmpo navigast pesawal udara,
k  isyami-isyarat uniuk penyarcpaian iaformasl atau memberikan perhetizn kepade pesawal wdars
lainnys; dap
L jamkerdo opersst bandsrudara,
(2) Ketentuan Jebih laojut mengenal taky cars bertoly lintas udare sebagaimane dimaksed dalem ayat (1), ditur
deagan Kepystusen Menter.

Pasal 76
{1} Kapton Penerbaop waith mematehi rencana pencrbapgan yang telah ditetapkan.
(Z) Penyimpangan lerhadep ronosns penerbungan sebagaimann dimaksud datem ayat (1), dapat dilakuian untuk
aizsen keselpnatan penerbungan dengan kelentuas ;
8. melaporken kepsda pemmdu 2als Entas udara yasg berwenang dalam hal pesawst wdara beesde di
ruing udara yaeg dikendalikan; dar
b. metyampeikan  iaforanst  penyimpanges  repcana  penerbaogan  kepada  pusst  informasi
peacthangan tendokat datam bal pesawnl udara berads di ruang udses yang ridak dikendalikan.
(3} Kapten Penesbung atau swok pesswet lainnyn stan opevslor pesawnt udarg wajid melaporkan kepada pejabat
yaog berwonang woegenal pendorates daruent vang dilskukan,
{4} Ketentvan leldh teniut mengennl rooosns peacrbangan den penvimpangan terbadsp rencana penerbengas
sebagaimana dimsksud dulem avat (1) den evat (2}, déatar dengen Keputusen Menteri.

Fasal 71

{1} Setiap orung silarmg membuang benda spenen dari pesawat sdan selama dalam peoerhangun,

{2} Pombuongen bends spapun dard pesawet udars henva depal ilakukom dalum kesdaan darsent penerbangan oleh
danfatan sieg izin Kepten Penerbung.

(3) Dudam melaksancken perchuangan sebagaimeane dimaloud dalam ayst {23, Kaplen Pencrbang banis mieleporkan
daersh pembsangan kepads pemands balu lintas udars.

{4} Fembuanpsn benda apapun dar pesawst edars dan deersh pembuangan sebagaimana dimaksud dalem ayat {7)
cane wyat (3}, dilakukan dongan memperhatiken -
2 kesglumatan pesawst ndemm deo penumpang
b.  kesclamalan penduduk dan harta bendanys & wilaysh pemboangan;
¢ kelestarhn Hoghungan,

{3} Kelentvan kb Isajot meogenst pembuangan benda dart pesswat udars sebagainans dimaksud dalam avat {2,
ayal 3} dun gyar{4}, diatur denpan Keputusan Meotari,

Pasal 72
{1y Pesawst ydars dalzm keadern dararst penerbangan berhek mendapatken prioritss pelayanan Inla Hatas sdars.
{2} Pombering priorites poleyanan leby Hatas udara sebagaimens dimaksud dalar ayst {1}, didasarkan etas jsporap
Leadoan darursl senerbangan dari Kapten Penerbang atan persenit pespwal udars fninnys.
{3} Pemandu laly linias udera wujib menpambll tndsban dulem botss wewenangnys yasg diperlykan usisk
menirmsin kesolomatan pesawst pdam yang meepaiami keodaan darigst dari pengguna jose pelayesan kala lintag
udsira Jainnye,

Baun Keempat
Polayensn Lale Lintes Lidora

Passl 73

{1} Pelayanan lalu Hutaz udars disclengearakan oleh Pemerintal: dan pelaksgpasnnya dupst dilimpalikan scbagian
atze selurihnys kepads Badan Usaks Milik Negarg vang didivikan untuk mskeed tersebyt berdasarkan
pergtunan porundapg-undangay yang berfak.

(2 Betiappesawat vdar yang beropamsidi rusng udars Indonesia diberikun pelayaan lalu Lintss adum.

(%) Pelaysasn fehe dntas udum ssbegabmana dimaksud dolam ayar (33 dun avat (2), dilakukan denpen
eemperharikas ;

statug penerhbangen;

mEnaiemen lojo finfas vdnrs,

fasifitag komunikasi peocrhangan;

fasibitas bante navigesi penerbangan;

fasilitns pengamalan pencrbangen;

Fasilitas bante penstaraion;

fazititas meteorodogi;

nformant seronautiks;

kemampuan personil; dan

hal-bal khagus.

clsyanan laly linias udarg sebngaimana dhaksud dalam ayat {1}, meliput

pelayanan pengendalian ruang udara jeigieh;

pelsyenan pengenduling roang wdura pendekaton;

pelayenan pengandaliun mang edara di bandar udaca ternsuk pelayansn pendaratan dun le{xzs

landas pesawat udara;

pelayanan peogaraatan;

9
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pefayanan peagondaiion ans penarbangan;

pelayanan informasi peacrbangan;

koordinnsi antar pengendaii fadi lintas udara slau dengon instanst lerkait tainnys; dan

pelayanan berita lolu linlas udars.

£5) i{ewnman lehik fanhut mengennd poiayanan lal [intes udare sebagaimana dimaksud dalam ayat {1}, ayat {2}
wyat {3}, dan aye: (4} distur dengan Keputusan Mooted.

e Moy

Pasal 74

{1) Pelayansn by lintas udara sehagaimann dimaksud dslsm Pasad 73 difaksanskan oleh unit pelayengn tohs Fintas
udara yang terdin dar ;

pusat pengendatian nrang udars jeiaiah;

puzat pengendaiian ruang wdnre pendekatan;

pusat penpendalinn ruang udars di bandar vdes;

pusat informasi penérbangasn;

pusat Informesi penerbangan bander udarm, dan

unit pelayassn Ialy Hatas udara fainnys sesuai dengan kebatuhen,

{2y Ketzatuan lebih lasiut mongenal unil peleyanan Inln lintas nders sehopaimang dimaksud dalam ayat {1) distar
dengan Keputusan Menterd.

R R

Pasal 73
Penvelengparn pelsyasan navigesi pencrbenges yeng memberikas pelayanan july Hates vdars wajlly mejakakan
peaingkalan kuslitss sumber daya manusia, fasiiitas penerbangen dan pelavanan lniu Hotes nidgra sesual desgan
kebutuban dan denpan memperhatikan perkembangan teknologl penerbangan,

Bagian Kelima
Pelayanan Lok Lintas Udam & Bandar Udars Khusus

Posal 76

{1} Peinyzasn labs lintex adera & bandar udara khoses diselenggarakan ofeh Pemerintoh yeng pelisksanzanaya dopal
diimpehkan schagion stas schuubnya kepads Badan Usnha Milik MNegers veang didirikes sstok maksud
tersebul,

{23 Biaya yany timbnl schagal akibat pelavanun lalu lintas udses yang diselenpgarakas ofeh Pemeriniah uisu Badan
saha Milik Negare sebagrimena dimsksud dalam ayat (1) dibebankan kopada pengeiohs bandar udaya khsos.

{3) Pengsloln bandar udars khusus wajib menyediskan, memelibhaca dan memwat fasilitas komunikast penerbangan,
Tugithss banty navigest udamy, pengumuten, fasiiltss bantu penderaten, meteorologd, informssi aerpoeutike,
untuk pelayanan [nht lintas miars,

{43 Kelentuan fshilh lanjet menpeasi pelayanan laly lintas udam di buandar udarg khusus sebagnimans dimokend
cialsim ayat {1}, ayet £23 dan ayal (31, distur dengen Keputusan Menteri,

BABVH
BERSONIL DAN KESEHATAN PENERBANGAN

Begian Periama
Farsonil Penerbangan

Pasal 77
{1} Personit Peserbangan mehipot 2
a2 Pergonil Pesawas Uidary;
b.  Porsonil Peleyenas Keamanao dug Kevelamatan Peperbangsn,
{2} Pemoni! Pesawat Lidara sebagaimana dlmadsud dalam ayne (1) bunf s meliputi :
g Personil Qperusi Pesawat Udar,
b, Personil Penunjang Opersst Pesawat Udsaa,
{3} Yersouil Opsrmsi Posawal Uilars sebagaimans dimalosud datem ayat (2) hurnf g mekipet ;
a Penerbang;
B Jume Musin Pesawat Udars
¢ Juro Novigesi Fesewat Udare
{4} Pevsonil Penuniang Operssi Pesawst Udara sehagaisnans dirnaksud dalem ayat (2) turaf b mediputi:
a  Personit ARl Perawatan Pesawat Udars;
b, Personii Pesunjang Operasi Penerbangan;
& Personil Kabis,
(53 Personil Pelayansn Keamunan dan Keselumstan Peoerbangan sehegatmaen dirnaksed dalan avst {1) huref b
T8 :
4  persontl peleyanan nevigast peaschangan;
b. personit peluvanan pengoperasian hecdar udara; dan
©.  pesonil pelaysasn keamanan dun keselamaton perusahass anghwian udara,
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Pasal 78

{13 Porsonil Pecerbongan sehagaimang dimaksud dalam Pasal 77 ayat {1), wojib memiliki sonifikot kecakeparn yang
sah dan masth berlaku,

{2) Sertifikat kecakapun sebagosmann ditnuksud datam ayat (1), diberikan olek Menterd dongan memperhatikan |
g Esia;
b. sehai jasmeni dan rohaasi;
¢ Jukas nifan kecalkapan dun koterampilas,

{3} Sertifikal hecskapas sebagaimane dimakssd dalam wyat {13, diperaleh setelah terlobih datuly mengifd
pendidikan dan pelstiban.

{1} Kerewtonn lebib lanint mengenal persyaretan dsg taln cara memperoled serifikst kecekapan sebagnimana
dimuksud dalan gyat {1), distur denpan Keputasan Mentert,

Bogian Kedus
Kewaiiban Personil Penarbangan

Posal 79
(1) Personil penerbangan yang telah memilikd sertifikat kecskapan dbwajibkas
¢ memsihi kelontuan sesuai dengan sertifikat keeakepsn vang dimiliki;
b.  memptrisbankan kecakaparn don kemampuan yanp dimilld;
¢ mematuin kstentuas pemeriksaas kesehalan secarg herkals.
{33} Yersonil penerbanpan vang skan melaksanaksns ugas diwajiblan :
& memiliki seriifilsd sesuai dengan tugas yang ekan dilaksunalen;
b. dolzm keadaan kondisi sehad jasmani dan robant;
¢ cakep dan mamp u untak melaksanskan tugas.
{3} Personil penerbangan selama melaksanakan ogas diwniibkan mematubi selends kelentuan peraluran keamanao
dan kesclamatan ponerbanpan,
{4} Keteatuan lebih lznjot mengena! kewaiibae personil penerbangan sehagaimana dimsksud dalam ayat (1), distar
Jenzan Kepalugen Menteri.

Bagien Ketign
Wewenang Kapien Penerbang

Pasal $0
(1) Dulom melaksanakan toges selama terbeag, Kapten Peoerbong Pesawst Udara bertsnggung favab atas
keamanas dao keselamatar pessrbangan
(2} Dalam melsksenakan tugas sehagaimana dimeksnd dzlem ayst (1), Kaplen Pengrbang mempunyst wewenang
uabuk melnkadan Sndakun-tindakan peacegahan (erjadioys gangguan keamuanen dan keselamutan peserbapgan.,
{3} Tindakon pencepahan sehagninana disnatesud dalam ayat (2), meliputs :
a menpambil fndekan peegamanen techadop porompung atau kosdisi darurat Jainnys yasg dapat
mongrangen s mernbebayakan kesmanas das kesclamsian penerbanpan;
b, mepanmkan danfgtes mesyesshkun pelaku yanp didups mesgpengse atau membehayakon
keamanes dan keselamston peaprbangan sebsgaimana dinsaksud dalan huzul 4, kepada peiole
yang berwenang pada bandnr ndara terdekat.
{4} Kelentuen lebih Ianfut mengensl tafa czrs dalem melakeznsken findokan pencegshan sehapaimang dimeksud
datam syat (1), distur dengan Keputusan Menton,

Bagian Keemp at
Wewenang Porsonil Operasi Pesawat Udam dan Persenit Xabin

Pugal &1
{1} Scluma melaksanakan mgag, personi] operasi pesawnt udars danfstes personil kabin waitd membanm Kopten
Penerbang atas keamabar don keselamaten perrsbangan,
(2) Dojam kesdean darurst sclamss pemerbanpan, personil optrast peszwat udern danfatau pegsonit kebin dapst
berbont atas bertindak di luer perahsrsn Yaog berlain, atas perinish Kaplen Feperbang.

Bagian Kelime
Wewenung Persond Pepunjang Operss? Pesnwat Udara

Fasal 82
{1} Dalers meiuksmakan tugas persond! penogang operast pesawst udara berlanggung jawab atas keshopen pesawal
udara unisk melakukan penerbangan.
{2} Palum melakssneknn tegas personi] penuniang operasi pesowat wdars dapat menunds penerbangan karens
shasan tertentu dengan berkoordinnsd derpan Kapten Penerbang,
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Bagian Keenam
Peadidikan dan Pelatthan Personil Penerbangss

Pnsad 83

{1} Pendidiken dan pelatiban persenl penechanpan 1eediri dart jonis dan jenjang,

{2} Perdidikan dan pelstihan personil pencrbungan sebagaimans dimeaisud dalam gyat {1}, dapal disslenggaraian
otk Pemerintab danfeten badan hubom Aedonssia

{2) Penyelonggaman pendidiken dan pelutihan personil penerbappan sebagaimana dimeksud dalam ayat (1), wejib
mendspat izie dari Menteri yang bertanggung jewsh di bideng pesdidikan msicoal scielsh mendengar
pertirbangan dani Menteri.

43 Untuk menysiengparakan peadidiksa dua pelatiban perseail penerhangan wajib diperubi persysratan ¢
o memiliki izlg penyelenggaraan pendidikan dan pelatihen dard instansi yanpg berwenang;

b memiliki orgeaisast yang mebgebs penvelenpgarnae pendidikan dan pelsthan  pecsomif
penerbangan;

e memiikd jumleh lensge pendidik yeng cekaup dan berkualifkasi cospel jemis dan jenjong
peadidikan dan pelatihan;

d. memiiikd buki petunjuk tats csre wnilamg penyelonggaraan pendidikan dag pelathan,

g, memidiki sdabus pendidikan das pelatthan yang sezust ienis dan jenjang serta mongacy kepada
siglem pendidikan 4 Indonesing

f  memilild fesilitas-fasifitas yang dibutuhize sesusl dengas jeois dar fenjang dari pendidikan dan
pelatiban yeng diselragearakan,

(5) Penyolenggsra pendidikan dea pelatihan persenil peneehangun vang teish memenuhl persyseaian sehagaimana
dirnaksad dalam ayat (4), dibsriken senifikat glech Mented,

{6) Sentificat penysiengparasn pendidiken dae pelnatiben personil pencrbangar sebagaimans dimsksud dalas sys
{4}, berleku scponiang maesih melsbukan kegiaten pondidiken dan pelotiben personil penerbanpen serta
gmemenuhi persysratas sehogaimans dimsisud datam ayat (4).

{73 Mesteri barkewajibas melgkukan pengavssan din gvaluas terhadep penyelengroman pendidikan dan pelatiban
personil pencrbangan ok menjsmin pemenuhan terhadap persyarstan sebagnimuna dimakssd dalarm ayat (4).

(8) Ketontimn lebih lanjui mengensa! jepis dan jenjeng peadidikan den pelatiban serls persyarsfen dar tata cara
untuk mendepstkar sedifiket penyelengparasn pendidikan dan peletihan personil peserbanpss sebagnimana
hienakoud daiars ayat (1), ayat (4) dan syst {5} diatur desges Bepntusan Menierd.

Paual 84
{1} Pemcgang sertifikat penyeiongparaan pendidikan dan pelatihan personil peqorbanyan borkewsiiban uatuk:
& melakenakan jenis pendidikan dan pelatifian sesust dengan sostifikat yaog diberikan;
b.  mempertahankan muts pendidiken dan peiatiban yanp diselenggarakas:
e membuut perenciingan dan peleporin untuk setizp peayslengpacaan paket peadidikan dan pelatiba:
&, oelaporken selisy pernbahan vasg ieriadi dalam pesyeiengearsen pendidiksns dan pelalthon sehagaimana
dimaksod dsiom seriifikal yong diberikas.
{2} Ketentumn lebib fenjur mengeosl kewsiiben pemepgang scriifikat peayclenggara pendidian den pelotikan
persenil pescrbangan sebagaimans dimaksud dalass ayat (1), diatur dengan Kepotusan Menterd.

Pazat §5
£1} Senifike penyelenggorson pemdiidikan dan polgtiban persosil penerbangas depat dibekokan, dosvisi atan
dicabal.
{23 Ketendoan lebih logjol mngenal wia can pembeloian, sevisi dan peacabnian sehugnimans disanksed dalam gyst
{13, diatur dengan Keputusan Moolerd,

Fasal 88
£1} Serlifknt penyelengparasn pendidikan dan pelatiban  personil penarbangsn dopsl diberikan  kopada
peayelenggara di nar negeri dengen cara memvalidosi sertifikad vang dikeluarkar ¢lch negers setempat,
{2} Ketentuan lebih lanjut mengenal fain curs memperoleh sertifikat penyclengparnan pendidiken dor pelgiiban
persanil penerbangan sehagaimana dimaksud delara ayar (13, distur deagan Keputusen Meater,

Bogiss Kedelapan
Kesehatan Panerbangan

Pusal 87
{1} Pelaysnan kesehetas: penerbangan diselengparaksn oleh Femeorintah dan peluksanaannye depot dilimpaikan
kepada badan hukum {ndonesta ateu perorngan yang mempunyai kealifikasi kevehatan penerbasgac.
{2) Pelayenss kesshaton pengshangan sehagaimann ¢imaksud dalam pyat (1) metiputi kegiatan -
8 pengiiion danfalau pemelibarsan keschatan terhodap
1) personif opernst pesawatadeny
2) personil penaniang opersst pesawal udara;
3)  personil pelayanan navigasi pensrbangan;
4y personil pelaysnan pengoperasian handur udara;
5% personil pelaysnan keamenen dan keselamstan perasabaan anglosion udarg,
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a. pemeriksaan bigiene dac saaitasi bandar udars, fasilitas penuniang bandar udara, kesehatan dan
keselamatan kerja fasilitas pecunjang penerbangan;
b,  pemerikesan hipienc dan sanitast pesgwal udara.
{53 ‘¥eshadap hesit pemeriksann kesehatan sebagsimana dimuksud defam ayal (2) hursf s dan huraf b, diberikan
serifikat keschatan oich Meater,
(4) Ketentuan lebih lanjut meagensi pelayanan kesshatan penerbangan sehagsimaea dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2}, distur sesual dengan persturan perundang-usndangan vang berlaks,

BAR Y
TARIF JASA PELAYANAN NAVIGASE PENERBANGAN

Pasal 88
{3 Pemberian jasz pelmyenan navigest penerbangan dikepskan bisya berupa iarif jasy pelayacan pavigasi
penerbangan.
{2y Tanf iaso pelaysnsn nevigasi ponerbangan sehageimana dimuksud dalam ayal {1}, ditetspkan berdasarkan
struktur dau golongan.

Pasal 8%

{1} Swukdur tarif juse pelayenen navigasi penerbangan merupakan kecsngks terif yang dikaitkar deagan falcor jurnk
serbaug don fakior berst sesawat ydara sestat pelayanan yang diberikan oleb penyelengpsra jass pelayansn
navigssi pegerbangan.

{2} Golongan tarif iass pelayanan navigast penerbangan mefiputi
& il penerbangan domestik; dun
b.  twif penerbangsy intermasional.

{3) Keweniuan lebib lanjnt mengeaat strukbur don golongan taril fass polayanan navigasi penerbangan sebagaimans
dimaksud dalan ayat (1) dun avat {2}, diatur dengac ¥epotusan Menterni.

Pusal 9

Treil sebagaienan dimeksad dulam Pagal 38 tdak dikenskan terhisdey

8, pesswat udam negara Repubiik Indanesia;

k. pesawat udars vang dipergunskas untuk keperlung pensarian dan pertolongan Feareh and rescus) st
kegintan kemanusians;

¢ pesawat ndard yaes khuses dipergunskon ofeh amu negace, kepals negara atan kepala pemerintuban
heserta rombongen dalam kusjungan kensgarean 4 Indonesiag

d, pesewst udorn milik Depurtemen Perhubupgle yung diperguoakan woluk pendidikan awsk kokpit
pesawst pders, kalibrosi olet bantu vavigasi wdars, siao kegistan hinnys yeog berkalten dengon
pembinpan keselgmatan nenerbanpan:

& peswwat udara mitik serkumpulng olsh rags penerbangan yaeg dibarikan pembebasan aleh Dirgktur
Fopdeml;

£ pesewst udars mililer ssing vansg depon menumjukkan rekomendssi pewsbobusan dard Departesmen
Pertshanan pian Markag Begar Teatars Nagipnal Indonssia,

Pasal 9
{1) Tarif jmsa pelayanan nevigasi peperbongsn psds bandar wdwm yang diselenpparaken sleh Peoerinish,
ditctegkan dengan Peraturan Pesserintah fersendind,
{2} Taril jose pelmysnan navigesi penesbengan yung discienggamkan oleh Baden Usaba Milik Negara yang
cigirikan unkik menyelengyarakan pelayanae navigast peperbangas, ditelapkan oich Penvelenggira Peluyanan
Havipasi Penerbaspan seielsh dikonsuitisiien dengan Menteri.

BABIX
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KECELAKAAN
PESAWAT UDARA

Pasal 52

(£} Setisp peacrbang vang sedune dalam tugoes penerbangsn mengalami kezdaae behaya alau mengetahosl adanya
pesgwal udsrs fgin yang dikhewstiksn sodeng mengbadapi Dahaya delams poderbampan, wajib segom
memberitahkar kepeda potupas alo Hntas udars,

{2y Setisp petugas lalu Yatas wdars yang sedang bertogas, segera soioleh mentvimn pemberitelivan sebapalimane
dimaksud dalam ayat (1) sien mengelabui adenys pesawet udara yang bevade dalam kesduan bahaya alau
dikhrwatirkae oengalami kendasn behoys st hilamz delam penerbengan, waith segera memsberitaboken
kepado Badan a1l Masional.

Pacal 93
{1) Badan SAR Nasicnal wajib meagermbkan potensi SAKR terhadep kepinten pencarian dan pemberian pertolongun
serta penyelumatan {ethadap seBsp kecelukaan ptsowat uderm atou pesawsl wdsrm dalam keaduss behays stan
hilang dnlam pescrbangem,
{2} Betizp orang sliu Baden hukum yanp meagoperasikan pesawat udard wyjib membants vssha pencarian das
pertolongan terhadap kecelokasn pesowat udars.
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{3} Ketenmsan menpenai pencurizn dan perivlongan terhadap keoolukann pesawat udara disesuaikan dongan
peraturos peeandangundangan yaeg bertaku,

BABX
PENELIZIAN PENYERAB KECELAXAAN
PESAWAT UDARA

Pasnl 94

{1} Sctinp terjudi kecelekien pesawnt udara &L wilayah Republik Iadonesia, dilakskas penelditian untuk sengeiabad
penyebab tefadinys keoelakasn,

[2} Popelitian torhadaep kecelaksan pesawat udara schagnimena dimaksed delem ayat (1), dilakukan oleh Sub
Eomie Penclitian Kecelzkaan Transpoviasi Hdara yang dibunink sesaai deagan peranzan perandang-undangan,

(1) Mented dupat menusjuk seseotang yoog memiliki keahlign tertonts menjodi anggote Sub Komite Penelilise
Kecelakazn Transportasi Uders.

{4} Sub Komile Penelitian Kecolaksan Tamsporiasi Udars dafam melaksanakan tugas dapat melibatkan ;

o vki duri pemerintah tempat pesswat udar Jidaftsrkan;
b, wakil darf pabrik pembuat pesawat udirs dan megin pesawat udara; danfatay
o wikil dad perusahasn aoglatan wiars,

{%3 Sub Komite Peneliting Keoulakann Transportast Udaen bervesany meminly keterangan denfstan bonluan jasa
kenhilan dari perusshesn pererbangun, bedss bulam luonesin siet peromngan, untuk kelznomrsn penclilian
penyebsb teviadinya kecelakazn peswwal udare.

(6) Kelentvan jehil lanjut mengensi penclitian terhedap kecelaknan pesawst udars scbagaimans dbwakeud dalam
ayat (1) diatur desgan Kepulusun Meateri.

Pasal 93

{1} Peresshoun anplortan wdora deofalan operster yang pesawst udarssys menpaloni kecelukasn wajib segers
mplaporkan kepada Mealeri das Sub Komidie Penetitine Kocslakoan Transportasi Udar.

(2) Penyelenggara bandar udara doanfetau penyeleaszgaes pelavanan eavigasi penerbangan yasg mengetohut
danfetan menerims Inporan legjadinys kecelakean pesswat adara wajib segers melsporkan kepada Maoler dan
Sub Kondte Penelitiaa Kecelakasn Tronsporiosi Udars,

{3} Sclelah meserima laparan lerjadinys keocelakaan pesnwal uders sebagsimana dimaksed dolam ayat {1) dos ayal
{23, Sub Komite Peactitian Kecelakann Trarspaeiasi Uidara segers metakokan penelitiun,

{4} Ketentuan lebih laniut memgenal tata carz pelsporan sebogaimsns dimeksud dalam ayat {1} dan aval (2) diatar
dengan Keputusan Menieri.

Pasal 96

{1} Pejabat yang herwenang pada lokasl Becelakann pusnwat pdars wajib meiskuken tindakan pengamanss terhadap
pesawyl ndara yeag mengalami kecelskasn 4 [var duerak finglangan kurin bander nders, anink:!
a  melindungi ewak pesawal udara dan penumpanpuys;
b mencegeh fedadinys tndakan yang depst meengubeh felek pesawst udern. meressk danfatau

mengambil bareng-harang dari pesawat oders yang mepgalami keeelokaan,

(2) Tindaksn peegamanan schagaimena dimaksud deiam zyat (1), depat berlangsung sampat desgen berukbimya
pelaksanasn penelitian di lapangas okeh Sub Komite Peaslitian Kecelskann Trangportasi Udara,

{3} Ketentusn lobib lanjat mengensi tindaken pengamanns sehepsimana dimaksnd dulam aynl (33 dag avat (2),
dintur sesigi dengan perafuran porsndang.-andangan yang berdaku,

Pasal 97
{1} SubKomiiz Penelitian Keoelakean Transparzast Ddaes wajih melagorken basit penelition kepada Memerd,
() Mented measyampaikun hasil peacliian sebagsisnana dimakswd dalam ayat €1} kepada Organisesi Penerbangen
Sipil Interoasional,
{3} Ketentusn iebib banjut mengens {aiz coru pelaporan dan perpompaian hasil penefitizn sebagaimens dimaksud
dalam ayat {1} dug ayat (2). diator dengas Kegulusan Menierd.

BABXI
PENCEMARAN LINGKUNGAN

Pasz! 98

{F) Setisp ormng dap/uon bedan hokue vang memproduksi dandmten mengoperseikan pesawat wdars, wajib
reencegah serjadinys pencemaran lingkusgan

{2} Pencemaran Jingkungsn sebegaimnena dimaioud dalam ayet (1), mefipud hal-hal yang berkaitan dengan :
& emisi gus buang;
b, tinpkat kebisingarn.

(3) Fetentusn sebagaimans dhmakood dalam ayet {13 dan ayat {2}, behake bagi peswwnt uders yang akan
didaftarkan denfotau dioperssilon & wilnyah Repoldik Indonesia,

{4} Ketentunn sebagaimang dimakssd dalam ayal (1) das ayet (2), hanya beedabn antuk pesawni wdyrs vang
digerakkan oleh mesin pengperak jenis gas furbin.
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{5y Pesawat udars yvang teizh didalerkan danfatzy dicperastkan & wilayah Repoblik indonesta harus memenubi
sorsyaratan, sehogaimana dimakaud Jalarm ayst {2), selambub-fembataya 10 (opuldh) tahun seiak ditetaphkannys
Pershuran Pemerintak ind,

(6) Keteptusn lebih lanjil mengensi habhal gcbsgsimana dimaloud dalsm ayat (2), diatur desigan Keputusan
Menier.

BAR XIT
SANKSI

Pusal 99

{1} Pelangparen {orhzdap liduk terpemuhinys persyarates kemndalen operasional pesawal udare sehagaimana
dimaksud duadem Fesat 16, Pasal 17, Pasal 26, Pasal 2B, Pasal 41, Tasal 42, Pasel 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal
30, Paxut 61, dan Pasal 67 dikenakem suniad sdniaistratifl

(2} Pespsonan sanksi gifministrasi sehogaimana dimakeud dalam ayst {1) dilakuknn melslui proses peringalea
tertutis sebanyak 3 (tize) kali berturut-tusut despas Sngeang waki masing-masing 1 (subu) bulas.

{3) Apabils peringatan schagaimess dimaksud delam ayst (2) Udak dilndabikan, dilanjutken dengan pembekuan
sertifikat otk fangka waktu pafing fama 3 (tige) bulan,

{4} Apsbile permbeicesn seriifiknt sebagpimana dimaksud dalzm syst {3} habis jangkn wektunya dan tidek ada aseha
perhatkan, maka sertifikst dicabut.

Pt 100
Femegang sexfifikst keandalan operasionsl pesawet udus schagsimany dimeksud defam Pasat 99 dapat Iangsung
dikensai swksi peocsbulsn sertifiket fanps selalui proses sebagoimans dimaisod delsm Pasal 99 dalemm hal
peraegang seriifiiol terbuky ¢
a. pelakuken kegintan yang raeobahayaken keasagan negars;
B, memperoleh sertifikal danfaise surat izin denpsn cara tidak sah; atau
€. secarapyai melakukasn lindekan yang membehayakes kesmanan dac keselumatan penerbangan.

Pasal 101

{1} Sersifikat kecakapsn personil penerbangan dopar dicsbul, apabile psmegang setiflkat kecakapsn tdak
razznenatd kewajilar sehogaimans dimaksed dofam Poasul 69, Past 78, Pasal 71 aya (3}, Pasal 78, Pasal 86,
Prund §1, dea Pasel 82,

(2} Pencabutes seetifikar keeakapasn sebagaimans dimuksed datam aymt {1}, ditekukan melalul proses perimgalan
tertulis,

£3) Apabile peringatan sebogpimana dimmaksud dalam syat {23, tidak diindabksn dBanjutkan dengan portkuan
sertifikat ketakapan uniuk iangla wakiv terientu.

{4) Apaldls selama muss pembekunn sebagaimans dimaksud dalesn syur (3), tidak nde wpaye pesimikan oleh
pesnogang secfifikat, maks sectifiks kecakupan dloshut,

(53 Ketentses Jebih lagjut spengenst jenghka wakin pembekusn cebagaimans dimaksud dalam ayst {3}, eiatar
dengan Kepuiusan Meateni.

Fasal 102
Sertifike: kecskapan dicsbut tenps melalud proses pecingatan denfsisu punbekuan, dalzm hsl pemegang
sertifikat terbuke :
o remperoleh sesifikat keonkopan dengan cam (idak saly; ales
b. melakukan kegistyn yang membahayakan keamanan negara.

HAB XITI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103
Denpan betlskunya Pershiwsn Pemerintah ind, scrvs pemtersn pemndang-undmmgsn yeng lebih rendsls dard
Peratursn Pemerinizh yany mengatur menpensl keamanan dan keselematsn penerbanger dinystakan tetnp berdeke,
sepzaaiasg tdak bericntengan atau belurn diganti dengan yang baru bendagarkac Peraturan Pemerintah Ini.

BARXIV
KETENTUAN PENUTLR

Fasal 104
Peraturas Pamerintah inl mutsd berlelar 1 (satu) tebun saiek langgal ditetepkan,

Agar setiap orang mengetahvinys, memerintahkan pengundengan Peraturan Pemeriniah ind dengee pensmapatenanya
dularn Lembaran Negaes Bepublik Indooesia,
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PERIELASAM
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REFUBLIK DIDONESTA
NOMOR 3 TAHUN 20661
TENTANG
KEAMANANDAN KESEL AMATAN PENERBANGAN

UMUM

Keammaran dan keselamatin peseshangon memiliki geranae yanp penting dan sirstepds dalmn penvelenpparasn
pencrbangan sehingga penyelenggeeasunya dikuasai oich segars dan permbinasunya dilakukan olek Pemerielsh
dalawy satu kesoluan sistees pelayanan keamesan dar keselamatas peaerbangun sipil.

Pambinoan yang dilakuken oleh pemerinial melinuti aspek pengeteran, pengendalian dan penpawysan terhadsp
kegintan nembangunar, pendayegunaan, dan pengembangan sistem pelayansn keamaran dsa keselamatan
penerbungan, dalme upaya uniuk mewuindkan peayelongearsen penerbangan yang selamat, aman, cepst, bancar,
tertib dan feeaity seria terpadu dengan made transportast lain,

Atsg dosar hal fersebut & atay, maks delss Pereturan Pemeriniah Ind dlatur ketentonn mengeesd sistem kesmanas
dan kesclamslan penerbungas, pelayanan operast pesswat udare, pengoperasian bandar odara, pengaturan mengenel
ruang uwdars, personil keemeanss dan keselamatan peserbangan, pelayense kesehatan pencrbengan, tats cara
penangenen das pemerikuaan penvmpase, bapnsi kergo dan pos, pencarian das penalongan keeeigkans pesawil
udarg, penclitian sehabrashab kecelakase pessvat udera, program pesgamonan peserbangan sipil ser farif fage
pelayanan navipasi ponerbangan.

B samping hal tersebut < ates, dister pulg keasdelan operasionel pesswat udar yang pada dassmsys hanya depat
dipenubi spabila porsyaratan-persyaratan yanp meayssaka! siaadar keluikan udarg, rncang bangun pesawat udata,
pembuglan pesawat udars, porawaten pesswal udars, peagoperasian pesewat wdars, slandar kebisingss pesawnt
udurs, penamypungan sisa bahan bakar, dan ambhang hates gas busng pesawat udars, serts personil pesawat adars,
sapat dipeauhi sesuai poraturen perundangamdasgsn yeng berlaka.

Hal iain yang perlu distur, yaog reeropakan ielengkapan administrasi sekaligus persyarainn cperasioanl pesswat
wdara adideh peaduftaran pesawst ndare dan landn kebangsasn pesswat udars,

PASAL DEMIPASAL

Pasall

Lokup jelas

Pasall

Ayat{l}

Keamsanss dae kesclamntan penecbungan meyupakas syuty rangkeiss keglatan yang saling berkait dan saling
mempenganchi yang melipnfi penyelenggarann di bidang pesawat udnrs, keamanan dan keselamaten penerhanpan
serig porsonil pengrhangan.

Ayut (2}

Termasuk dadam uspek poogaturan, pengendalize dos penpawaten sialeh aspek perencannea.

Avat {3}

Eukup jeles

Ayat {d)

Cubop ielus

Ayat {5}

Cukup jelas

Pasald

Ayar(l)

{ukoap jelas

Ayat {2y

Hurufa

Frogram pesgarasman bandar wders {eirport securily progros merupeken bagiss dod programn pengmesanan
peoerbangan s5ipll yasg bertuiusn untuk memberikan pevlindungas fedhadap awak pesawat udary, pesawat uilsen,
pemempang, pars pelugas 4 daral dan magyarakat serts instalast df kawesan bandor vdare dard tindekan metowan
bskazen,

Humfhb

Progrom pesgamenan porvsdhasn saghutan wdarm @irfires seearily progrom) metepskan bagion gurd program
pengamansn penctbangss sipll yang bermjuan univk memberikan perfiadungon terhodnp swak pesawai udars dag
penuepang sera pengimanas pesavest udacs dari tindekean meluwan helam,

Ayat(d)

Cucup jelas

Pasatd

Cubnzp jelas

Frasals

Ayat (1)

Pelayanan savigasi peserbaogan dilaksenaken dalem keadaan sormel dan kendaan darsrat penerbangan.
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Yang dimsksad denpan peloyasan navigasi penerdsengan dilakennakan dafans keadaan nommat penerbangan adaish
pelaynnan navigesi penerbangan yang diberikan kepads pmsawat udam yong melaksansban peerlungan sesui
denpgan rencang pesgrbangan,

Yung dimalsyd dengan pelavaran navigasi peserbangan difaksenskss dalam keadnan denwst penorbangan adaish
pelaysnan navigasi penerbangan vang dibetikan kepada pesawat ndars yang melaksanakan peserbangan tidak sesual
dengan rencana pensrhungannya, schubuepan dongan alasan operssiona vasg poteasial menpaacam keamanan dan
keselarmaian penethagian,

Ayai(2)

Cufdeup ielus

Ayat{3}

Cukup jeles

Pasal 6

Ayast(l)

Pelayanan pengoperasian buadar udara dileksenskag dalam keadasn normel dan keadaar daroes? penerbangan.

Yang dimsksad dengin pengoperavion bandar wdars dilaksanaken dafacs kesdean normsl peasrbangan edalak
pelayanan peagopernsian bandar wdara yeng diberdkan kepads pesawal udars ysng melaksanakss peserbangnn
ssouni dengan rencang penerbangan,

Yang dimeksud dengan pengoperssinn bandar gdara difaksanaken dulneu keadsan darurst penerbangen sdalnh
puleysnsn pengoperasian bandor vdara ying diberikan Repuda pesawst udurs vang welaksansken penerhangen tidak
sesusi depgan rencepe pepcrhangannys, tthabungss dengan nlsssn operssivsal yang potensial meogancam
kegmanan dan keselamatan penerbaogan,

Ayai (2)

Cukuy ivlng

Ayst (3}

Culeup jolas

Pasnl 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayar {1}

Cukap jeiss

Ayal (23

Yang dimakswd despan standar kelatken udure adalah standar kelaikan vdare uatek pesawal yang dibuat aton
direkayasn khugor apnk mongangkut pesumpang. Sedunpkan pesgwat jenis lainnys yang ddak menpangkst
penumpang, miseluya gemolfs, posawal ringan, giider, don flying boat skes Siatur dengan persyacstan kbusis yang
akon diteiapkan berdasorkan perkembrnpan runeang bangus (tidsk memiliki standar kelaikan udarsl.

Hurufa

Yaag dimeksud desgen pesawat terbang kategorl ranspor adaish pesawat yang berdaya penggernk dengan gava
propalier dan lebih dar | fsara) dayn penggersk, memiliki konfigernsi penmpang lebih dari 19 (sembilun belas)
penompang dan beml maksimum lepos landas iehib deri 8.600 kg £19.008 pounds) ston pesawat yasg berdaya
penggersk dengan mesin jet dan lebib dari | (satn) doya penpgersk dan bersl mekstmuwm lepas lendus lebih dari
57100 kg (12300 posnds)y.

¥anyg dimalsud dengan peswwul terbang kategori norme) adafah pesewat terbang yuny dibatasi dengan konfigurasi
temipat duduk penumpang tdok lebih dadd 2 {sermbilany tempal dudulc das berat maksisum Jepas landas lidek el
daet 5708 kg £12.500 pornds} dun digergunuken tidek wmtuk operasi akrobetik.

Yang dimukeud dengun pesawat Iorhang katepori writisy adaloh pesawat terbang yang dibatasi depsen bonfigurasi
mpal duduls pesumpany Udak lebih dard 3 Gombilus) tempat duduk dan berst maisinmom lepas fendas tidak lcbih
dexi 5.700 kg (12.500 posurrds) dan dipergunaken unluk akrobatik aperasi yang terbatas.

Youg dimsksod dengas pesawat erbang ketegor skrobatik adaiah pesawst lathang yang dibstasi dengan konfigurasi
tempnt dadak penwmpang tidek lebih dari 9 (senbilen) tempat duduk den berat maksimum lepas landas ddak Jehih
i 5.700 kg (13,500 nounds} dan dapat dipergunakan untuk aleoshaiil,

Yang dimeksud dengan pesnwal terbang kategori komuter adatah gesawat yenp berdays penggerak dengan gaya
propefier dun jebih dard { (sah) dayn pengeorak memiliia kenfignmsi tempat duduk peempang Hdax kdbile dagt 19
Bembilun belas) tempat duduk dan bersl makshwmin opas landas ddak lebih dud 8.500 kg {19.080 pounds) dun
digmnakag Hiak watok ahyobatik

Huruf &

Yang dimeksud dengan helikopter kategerd mormeal adaish heficopter dongan berat maksimum lepas landas tidak
iehif dari 2,700 kg (6000 pownds).

Hurafeo

Yang dizasksud dengan helikopier kasepori transpor adalsh hellkopier dengan berst waksimum epas fandas Jebih
dari 2,700 kg (6000 zounds).

Humafd

Cukup jelas

Hurufs

Cuitusp jelas

Huruf T

€ulop jelas

Ayet (3)

{ukap jelas
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Ayat{4)

Cukap jelas

Pusal 8

Cakup jelag

Pasxl 16

akup jelas

Pazal 11

Calosp elas

Pasal 12

Cukarp jelas

Pasal 13

Avat{l}

Crknp folng

Ayel{Z}

Cukup jefes

Ayat {3)

Furufa

Menteri memberkan persehsiean perubalian rassasg bargun yang difalukan oleh prrusahaan stau perovangan.

Fumfb

Menteri memberikas persetujian peruhahan rancang bangisn berupa sortifiket tipe teabshan kepmia perosatsaan atau

serovangan yang bikan pemegang sestifikat fipe,

Hurafe

Menteri memberikan perseinionn revisl ded serifikal tipe techadap pervbalem ranceng bengua yesg dilakukan oish

pemegaeg sertiSkat tipe,

Ayat (4)

Cufkeop jelas

Pasal 14

Colop jelas

Pasal I8

Ayat(l)

Culae jsloy

Ayst {2}

Yeng dimaksud dengan validesl sertifikat lipe gdaizh penyclarsan lerhadep serifikal lipe negars lala melelah

dilukukan eveluasi mecang bangun dan pembuaian pestwst udars, mesin pesawst wiam dan baling-bualing peésnwat

terhang berdasarkan standar keluiloan udacs Republik Indonesis,

Ayat{ly

Culoan jelag

Ayat {4}

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat{}}

Sertifikat muta produksi diberiken oteh Mentori kepada:

0 pemegang serifikal tipe yong telzh memiliki sistem kendali ity yang memseanli standar, dandaios

b, pemegacg serifkat tipe iumbaban yeng memproshakst komposen dan telah meriiid sislem kendadf mute yang
memenuhi siandar; dunfotau

c. prrusphosn yang rpemproduksi kompenes berdeserkan ketenteen stundar tekais yeng disloi (echricof
Sepraiors Order! TV don igigh memiliki sislem kendall wiuty yang mesmenehi standar; dunfalas

4. perusahasn yang memproduksi komponen dsn/elsy materizl berdasarkan kegamaan stacdsr tekmis Part
Manufacturer Approvall PAAY deo telsh memiliki sistem kendall rauhl yang nmenshi siandar,

Ayat£2)

Cudep jelag

Ayat {3}

Cukup jelag

Pazal 17

Cucnp ielas

Passt 18

Cubup jelas

Fasal 19

Aym (i)

{ukup felas

Ayat 23

Cubaup jedus

Ayat (3)

Youg dimaksud dengan Sertifikat Kefaiban Uders Stundor Ketegord Treanspor adalsh sectifikat yang diberikan

kepads pesawat terbnap katogor! wanspor, helikepter kategorl transpor yang raccing bupgannys memenuhi tanday

kelaikan udam kategord transpor,
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Yamg dimaksud desgan Senifike Kelnikan Hdara Standar Kaiegod Normal adalal sertifikat yang diberdkan kopada
pesawal ierbong ketegori sormal, helikopler kaiegor norwal yang mmeang bungunays memenuhi standar kelaikan
udars kategor normal.

Yong dimaksud denpun Sertifikst Eclalkon Udara Standir Kategorl Uiy adslah senilikal yang diberikan kepada
pesmwil tesbang kateport urility yang rancang banpunnys memenuhi standar kelstkan adara katepod wifity.

Yaog dimeksuwd deogac Sertifik Kefaikan Hdara Standar Katoporl Akrobatik sdelsh serlifikal yang dibesikan
kepada pesawal torbung katepori skrobatik yvang veacang bungsrmye mesosnokd standar kelaikan udara kategon
akrobatik,

Yang dimaksud dengan Sertifikat Kelaikan Udars Standar Kotegori Komauter adaleh sentifikar yang diberikan kepada
pesnwd ferbang Kategori komuter yeng rancang hagunrys memenuhi standar kelatkan ndurs kategerd transpor.
Yang dimeksud desgan Serlifike: Kelaikan Udara Stamdny Kategord Balon Berpenumpang adoiah sertifiket yeng
diberikan kepoda balon berpenumpany yasg raacsnp basgunnys memenhi stendar kelaiken udara kaegord balon
beorpenwmpang.

Serdifikat Kelalkan Udarm Stander scbagaimans iersebul di atas tidek diberikan unituk mesin pesewat udars dan
haling-baling pesawal terbang.

Ayai{4)

Yang dimtisud dengan posawst udars satek penggunash secars terbatuy (resiricied) sdalah pesawat uders yang
dibrapuy sesusl dengan serfifikat tipe forbetus, siwy pesewst odars yang teleh mesmpunysd sedifiker fpe dan
dilskukan perubahan puhuk kepunaan terents, antira Inin untuk peawbzisn udare, pényemprotan dan lain-fain,
Yang tHmaeksud denpan pesawat udara untuk penggusss secara sementars {provisionn!) adalzh pegywel udara yesg
sedung menjatant peoses sertifikasi sertifikat tipe dimuna secama 1ekois pengujiza ichsh memenuhi sandar kelmikan
wdara, namus secars administraiif belem sebyuhnya disclesaikan,

Pesuwat jonis ind dapat digunaken untuk aatara lain men-roising cusiomer pilor, demonstrast wji lerbang komprsial
dan lain-lain,

‘Yang dimnksud dengan prsawst udara untuk percobaan (Rperinentaly adalah pesawnt wfars yang dlbedd serifikat
undul kepevhuesn vji cobe prasesuban persyarmian standar regulast, penclitist dan pengembanges, peistiban, pumerzn
ndarn, yurvey pasar, perfombasn stay pesawat idire yang dibangun oleh sesevrang Gome Buils dao digunakan
sendie plek yang membuamya untok tivas pengembingan kedirgaotoraan dan rekosasi.

Yang dimaksud dengan pesawat udars notuk fujuan penerbangay khusus adalah pecwwat udam yang diberi sertifikat
kelnikas vdars wntok keperlomn misi khusae astgrs Inin untok perbafken dan perawatan, evakuasi penyclamsisn
pesssvat udura, nperasi melehihi maksimum berat lepas landas, penyerabn pesawat udars {defiesrs) atav ekspor das
uji terbang produksi,

Ayat (%)

Cukup jolas

Ayal (6)

Cidoup foles

Pasnl 20

Cukusp jeias

Pasal 21

Ayai(l)

Peagelyuran senifikal kelaikon udars gutuk ekspor lerganiung alas perminiaan negars penginpern

Ayar {3}

Yung dimaksud dengan produk adaloh pesawst pdars, mesin pasawet udars dan baling-beling pesawal terbang
termusik komponen dun bagim-baglannya,

Pasal 22

Cukoop jelas

Fueal23

{asdwp ivle

Pasai 24

Cukup jelas

Pazal 25

Cukugp jelas

Fasal 26

Cukup jelng

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cakup jelas

Pasat 29

Cubp jelas

Pasul 38

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat{l)

Yeng dimaksud dengan dos bara? vang menunjuldan identitss lndonesia adalak PK.

Ayat {2}

b jelas

Ayat (3}
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Cukep fiss

Ayat{4)

Lukup jelas

Pasall2

£ahup jelas

Pasal 33

Culup jeins

Pasal 34

Ayat {1}

Yamp dimaksud denpan bandar udars meliputi bandar wdeea umuny dan bandsr ndaca khuses. Selanjuinya sertifikat
dimaksad adalah bukti reiab dipenubinya persyarstin uatek meniarain keamanan dan kesalnmaten penarbangan.

Ayat ()

Hurafa

Yanpg dimaksod denpan fasiliias peserbangan anters isio melipuli peralstar sistem pendaratan, peraistan sistem

komuniknsi, perafatan meleorologi, Izndasan pacy (rumeayl, pesghoebang landasen pecu {faxiwey), peralatan parkir
pesawat (apron) den terminal.

Yaeg dimaksud dengss prrlatan posunieng penorhangas asiara Baln meliputl peralstsn Hstil, instalesi ab,
peraistan perhengkelon, pergodanpan, din peraistan pemandugn parkic pesawat udara {direraf Docking Guidance
Systemi ADGE).

Penyesuaias depgan kelas bandars fnya berlaku uatuk bandar udam umun.

Frufb

Prosedur pelayanas jass bandar udara anters Juin meliputi 2

I} prosedur peleyanes peibnpeng;

% prossduy pelaysnan Kargo dan pos;

3)  prosedurpelayansn pesawat udaes;

4) prosedur pelayanan konscsioner.

Hizrnf'e

Program peogemsnen bandar wdare irport Jecurily Prograsdd merupekan begiss dari propram pengamanan
penerbangan sipll yang Bartuivan menjamin pordindungan terhnlap swak pesawni udurs, pentmp ang, para petugas &
darat dan mugysrakal serta instalasi di kawasans bandar udara dari soicaman tindakan melawss bukurn,

Humfd

Culeap jetas

Hurnfe

Gk felas

it

Cudoup felng

Humig

Cubmap jelss

Hizulh

Cuakap julas

Horafi

Oubenp {elas

Hiprafj

Cukup jekss

Ayat (3}

QOukup jelag

Pasal 18

Yang dimeksud dengan sist daral ndelah wilayah bandar udera yaog tdak langsung berbubmngaen dengan kogistan
oporaxi peaerhangan,

Yang diraksod denpan sisi udars adalab wilaysh bandar wdars yang beshubuepan tangsung denges kegialan operast
penerbangan.

Payal 36

Calap jelay

Fasal 37

Ayar{l}

hurufs

Yang dimaksed dengin baboan orgasik sdalab bahan yang bukan mentpaksn baban fogeay anlara 1ain berupa plastil,
iepung, t&s, cairsn, dan sebapainya.

Yung dimaksud dongan bahan non-orzeaik berups buban yang terbust durt metal.

huguth

Cubasp jolas

Aya (2}

Cukup jefas

Avat(3)

Cukup felas

Pasal 3%

Ayaril}

Cukop jeias
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Ayar{ds

Yuog dimekeud dengon perslotan peounjang operasi bandar wdata aniem Iain berupa gacharsta, ban berjalan, dan
peraketan peauaiang pelayamin dacat peshwal udara {grewsd support eqripmenty

Ayoi(3)

Cuboup jolas

Ayatid}

Cakup jcise

Pasal 3%

Ayat(l}

{rawat darurat ¢i bandar edare berupa antars fait

pesawnt udam yeng mespainn keadans darwrat penerbangan;

ssbotase atau ancaman bow teshadap pesawet udnra dan/atau pragarans pecechangan;
Pesawet udura datam ascaman Sedakan ganggran melsvan hakam;

kejadting pada pesawat udara karens behan dan/etny berang herbahays;

kebakoran pads bangumen;

hencans alam,

Am {2

Crkgs jolas

Ayat (3}

Lrdasp jelas

Ayat {4}

Culap jelas

Ayt {5}

Cudup jelas

Pasatdd

Cukup las

Pesati 4l

Cukup jeias

Fasal 42

Ayat(l)

Cakuy jelus

Ayt (23

Hurufa

Yanp dimaksud dengen perperakan pesswal udars di pelatergn parkir adulah pesawat udura yang memshe dardatay
amninggalban tempat parksr,

Hurafb

Yang dipaksud dengan peratatan pesunjusg pirki gesaws! udecs adnish sntare lain peraiatss pemanduan peckds
pesavast udarn atau gireralt docking guiding system.

Ayt (3}

Culow jeles

Faseidd

Ayat (i}

FPemberfiabaun dolam ketentiuan iai berupa berita/infbrmast yang berisi kondisl gtau porubabias mongenal fasilites
agronauiiks, pelayanan, proseduc stse pangeman, jongks wakie berlakunya pemsboritabuen yung berguns untuk
dikelshni ofeh komemitne penerbangan {Nofice io Airmenl NOTAM,

Yung dimaksud dengen kepentingan Khosus seslers lain sdaleh sdunys konjungen tome psgem, kebormngkatan
danvatau kedatengun Kepala Negora difdar bendsr udere vang bersangkuian.

Ayat (2}

Cukap jelas

Pusal 44

Ayst{l)

Cokaup jeing

Ayat (B)

Hurufa

I:meam wowrm pensrhangan memat nformasi yang meliputi :

peraturan dan persyarsian penerbangsn;

pelavanan informasi pescrbongan dan peisyasssn mateorologi;

penangguag imwab pombustan peta-pety penerbangas;

penangng jewab pelayanan dan kmupikasi Talu fintes udars;,

pelaysnan SAR;

earif peinyranan bandar udora dan polayanan navipasi penerbangan.

Hurofh

Inferamasi pelevenun navigas pencrbrngan memnst informast vang mebiputi :

pengaturan rate penerbangso den pelayanan pada jalar penerbangan;

pengaiursn iafn Hntes wdary dalem reang udare;

sistem alni banty savigasi pencrbangan;

deskripsi (enlang daorad: terlarang, torbitas dan babave;

deskripst mengenti popotasi dan perpindahan kelompok burung.
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Buraf'c

Informasi bandar aders memust informast yang melipali

1. pelayansn penyelamaton don pemadaman kebekaran;

2. fasilitax landagan dun peseniangayy;

3. pelayansn penampang doi fosititas penunjangnya.

Ays (D)

Lukap ielas

Ayat{d}

Cukup jelas

Pasal 43

Aym (1)

Cokup jolas

Ayer {1}

Hurufa

Cukup jelss

Huralb

Berfiz bagl komunizas penecbangan sebagaimuns dimaksud dulum ketentonn ind dalasm dunia penerbangun disebut
dengan NOTAM (Notive fe Airman).

Huraf'c

Cukup jcias

Hurufd

Cuokugp jelas

Ayat(3)

Cukup ioles

Pasalk 46

Ayt (1)

Peoghubang landasen pacu dalam kelentoss ini dakam dunin pererbangan disebut faxiwaz,

Ayar{2}

Cuktup jelay

Ayal{®

Kapten Peatrbang dalam ketentnan ind adaish kaplen penerbang yaog sedung melskubkan pencebangss eenuiu
Bandar udara yang ditutup.

Bandar udarg linnya ndaish hander udera tempat kebarangkatan pesuwst udeen yang skan dan sedung menuis ke
binrskar ndaro yang ditutup.

Yang dimaksud dengen operstor sdeloh perasshesn snghkutan wdure yuspg shan fevhang momyjy kendar adare
tersehal,

Ayat (4)

Cuslcuzps Selag

Ayt (%}

Cukup jelas

Posal 47

Ayar{l)

Tompat tedisolesi dalam ketgntwan inl merupeken bagion durd wilsvsh beadar vdara yang dissdiokan Khusus tagd
peneadprisn pesswat udars yang mengalami pangzpuan atay anceman keamanan,

Bagian dari wilaysh bandar uwdars dimakend barug benasbenar amen dari gasgeean pikak Jain dan dapat menjamin
kepeanan dan keselumatan penerbangss pada bandar udars tersebul.

Ayar (2}

Cukup jelas

Ayoe{3}

Cukup jelas

Pasal 48

Avalll)

Culep iolms

Ayst(?)

Humfa

Cukup jelas

Hivuefh

Culnzp jelag

Hurufe

Yang dimeaksud deagan perminiaas paser sebagaimans dimaksud dalam ketenfuns bi ndaluh terfudinyz peningkatan
petinlagn jase sagkuian wara durt dsn menujy ke bandar udars vang bersongkutan.

Pesminlaan pasar ferwssuk pertimbangan-pertmbangan ekonomi dan koemersial,

Husuf'd

Cukup jeiss

Perrintane paser dan perumbiuhan ekonomi scbapairsang dirsakeud dalom kewntuan huraf e dan bwraf d bukan
meruppkan bal yeag mutlak horus dipsrhatiican vatuk pengtepan jam sperasi bandae udara,

Ayat )

Culeap jelag
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Payal 49

Ayatih)

Keadaan lertenty dalam keteatuen ini depat benipa Readsan peok searon yang memeriukan penambahan jedwal
penerbangan, terjadinye kelordambatan karens slosan teknis gtou cuses alsu karena alosen peagataran lah fintgs
udara, adasys penerbangan FiP, menyangkut kepentingan pertohapun dan kesmnunan, terjadimys benema skam dan
kegimlan SAR.

Ayat{2)

Hiwufa

Cukup olss

Huruf b

Pengertian kemampuan bander udora sehageimana dimasksed dalam kelentuan ind dikaitkan anterp iain dengan

Hsititas, perglnian daa peesani! yang tersedia pade bandar wdsra yerg bersangkulan.,

Humufe

Cukup jelas

Ayot (3}

Cukup jelns

Pasal 50

Cukup felas

Pasal 51

Cukup jelss

Pasad 52

Yeng dimukond desgen sisi wdam {won pudfic grea) odafah bogian darl bender wdars dan sepule fusiiites

pesunjengnya yung meropakan daersh bukas publikc di mana setiep crang, barang, den kendsrasn yong skan
memssekinga wailb melalui pemeciksaan keamanen cea/aisu mernilik izin ks,

Yanyg dimakssd derigan pemerikysan keamenay dalem dusiz penerbangan sdalsh securily check.

Pasal 53

Canloup jelus

Posal 54

ke jeiag

Pasal 55

Perneriksam kesmansn vlang terhadap bagadl dari pesempteg vang balel beranghat atza berangkal tduk bersama
pemifibnya dimaksndkan uniuke mencegeh terading tindaksn melawan bukwn dari peruspang tersebut, missinys
karens bagesi tersebut berist barsng berbabays,

Pusal 56

Cularp jelas

Pasal 57

Ayat{l}

Culap fednz

Ay {3

Cukuyp jelas

Ayat{3)

Porateran perundangan-undasgan yong beriaka delam ketesfuen fni antare lain adeish konvensi intemasionsd

mengeaai prrlakurn atas kastong diplomabik yeng 1elsh dimtifikasi ofch Pemorintah lodonesia

Pasal 48

Ayat{l}

Bezhoan dan/atac barsng berbahays adalab bendy podat, cair sty gas yang dupst mewbshayakan keselomatan Hwa,
harta bendu dan keselamatan pencrhangen,

Ayat (2}

Cubnp felas

Ayat (3}

Lukup jelas

Ayut{d)

Cudeap jelas

Avar {5}

Cukup jelas

Fasal 59

Cukap jelas

FPasal 50

Ayai{i}

Senjetz sehageimana dimelsud dafzm kelzatuan ini berupa seajnle api oteu senists iajam. Dulfzm hal sesiaty api,
penyerahan dilakkan deagan memperiibatkan ixin penguasaannys,

Aya 2}

Daalzm hal yang disimpan adalsh senjata spl, moks penyimpanan didakukan sstclah amusist darl senjata api Zersebat
dikeivsrkan dan penyviepantn senfola api serts ausist ditakukan pada lempat yang lerpisah.

Ayat(3)

{ukup jelas

Ayat{d)

Culup julos
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Ayat{5)
Ketentoan ini dilzksanakan deagan memperhsikan peraturan perundangan-undanpgan yapg berlaku.

Pussl 61

Culeap jeias

Pasal 62

Aystil)

Cukup jelas

Ayat (2}

Perubzhar kewsampaan den/atay pengembanpan fasililas danfafan pernlatan penusjanp penerbangan sebagaimnng
dimaksud dalam keteatuar inl bersifat permanzoiisiap.

Ayal {3}

Cokap johs

Ayat (4)

Cokup jelas

Pasul 63

Ays{l)

Yang diraaksud dengan vonng sdare unink kepentingas pelayanan navigast penerbangan sdalab rusny udars yang di
dalamnya diberikan pelayanan navigesi penerbangan kepsada pesawsl wiare Fiighs formation RegioniFIR dan
Lpper Information Regiory

Ayat (2}

Culeng: jolas

Ayel (3}

¥ang dimuud deagan instansi terkait adalsh Depanemen Luss Negeri dan Deparfemen Peridhanan,

Pasal 64

Ayat(l}

Ruanp sdara yang dikendniiican {controlied airspace) adaiah mang udusa yang digtapkan batss batesnys, yang di
dalarmnys diberikan peiayanen kel lotes wdarg (dir Trgffic Contral Sevvices) din pelayansn informasi pescrbaggan
{Flight Informattor Service) serta prlayanan kestapaan (dlering Servizel,

Rupag wdara yang tidsk dikendalikan uncontrolled airspace) adaish raong udam yang diteispkan batag-bataseya
yongy 43 dalonnya diberikon polayanan informeasi pesechangae (Flight fnformution Service) dun pelayanan kesiagaan
{Alerting Servive}.

Ayst(2)

£oukup jelas

Ayat {3}

Cukup jelas

Paszal 65

Cukuyp jelas

Fasal 66

Culnp jelas

Pasal 67

Avat (1)

Pelanggoun wilsysh wdars sebupoitoens dimsksad delam kelenbugn ini mecupokan pelangpsran kedanleien
Republit Indopesin oieh peswwat udara ssing, sedasgken pelanggares kawssan uders ierlarang merupakan
pelanggaraa yany dilakukan baik oleh pesywat udara nasionst mavpun pesawat udara asing,

Ayut )

{ukap jelos

Ayar {3}

Cukup jeiss

Yasal 68

Ayardl)

Humla

Dalain pemberion peloyaman lolu lintas wdars kbususnya menyaogkut fasilitas komusikesi peuerbangan,
diperhatikan puis keteniuan yang beriake di bidang telckomunikagi,

Hheulb

Cukup jelas

Flgrle

Cukup jelag

Hurfd

Culmp jelns

Ayst {2}

Cukup iclas

Ayat (3)

Kalibrasi adalsh peaguiian dan pensrasn terhadap kinega peralatandfasilitas navignsi udsrs agar memenuhi tsndsr
cperasional penerbangsn gans mnjamin keselamatan pergrbangsn.

Ayat{®)

Cuokugr felig

Pasal 69

Cokup jelas

Pengajuan Kepailitan..., Citra Kemuning Mahmudin, FH Ul, 2009



Pasal 76

Ayat{I}

Cukup jelns

Ayai(l)

Hurafa

Cukap jelac

Huawulb

Yang dimsksud dengsn pusal informas? penochangan adalah Fligh: Service Station (F55) atau Flight Information
Cenzr (FICY,

Ayal(3)

Culeup jolss

Ayat {3}

Culoup jelus

Pasal 71

Ayst(l)

Kegistan membuang bends daré pesawat mfery seperli peaygrprtan hame, pemadam kebgkerun, dan permbusten
hufen Bustan sme kegiatan fals, ridal leemnsuk keglatun yonp dilarang meswet ketentoan iad sepacieng dilaoukas
sesual persturan perundanp-undangsn vaag berlak.

Ayat (D)

Crig folas

Ayat (2)

Kielentuan ini dimalsudkan unluk mesampuesg seatu keadaas apabits Kapten Penerbang Sidak mampu legd (idak
berdaya), schinpga pelaperan dapat dilskukan oleh personi) pesawat udsre leinnya aniars iale gkt engineer soyual
vratan kewenangan di delsss pesawat udara dimakend,

Ayat {3}

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Lok ilas

Ayat (2}

Cukup jeiss

Ayat (3)

Hurufyg

Calkup jelas

Hizofb

Cokng jelas

Huwufe

Dalam  pemberisn pelayanan isle Halay wdora Lhigessys menyanpgkat fasifites komunikasi penedbangan,
diperhatikan puis kefeatuan yang berlske <t bidang telekomnaikasi.
Fhrefd

Culnp feins

Huruef'e

Cukup jelns

Huraf €

Cabown jelas

Hurafg

Cukup jolo

Hunifh

Cukup jeios

Hurnfi

Cuep felas

Fhurafi

Cukup jetes

Ayat (4}

Cukup jelas

Ayal {3)

Calouap felas

Pasal ¥4

Ayut{l}
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Huruf a

Pusit pengeadaling ruzng wdara jelainh adatah drea Contrel Center (4C0)

Humib

Pusat pengendalian rotng wdars peadekatan adsish Approach Centrol Gffice (AFP),

Hurufe

Pusat pengeadalian ruang ndars di banday wdara adaisk deradrome Control Tower (ADC).

Huraf d

Pusul informast pencebunpan adalab #light infarmation Center (FIC).

Hurale

Pusat informasi penerbangan bandar udara odaish devodrome Flight Infornmation Service (AFIS).

Huraf f

Cuakuyp jeing

Ayat {2

Cukup jolss

Pasal 75

¥Yong dimaksud dengan peningkatnn koalilzs sumber dave meswsis delem kelentosn ini anlara loin gdaleh
peninghketan kualitas persenil pelayenan navigsst peserbangan sesusi dengan perkerbangan flo pengetahuar dan
icknoiogt poncrbongan, melslui kegistan pendidikan dao pelatfhgn, penyegermn, kunjunpen kerds dun kegistan
pertukaras infermasi baik i dedam seger manpun di fuer negard,

Pasal 76

Ayst(l)

Palayanan laby Sniss wdsm & bandar udars kusus merupakan bagian dari pelaysnan pevigast pensrbangan,
Agat{Z}

Bioya schegaimana dimoksud dalam %elentuan ind meliputi entara lain bisys somadasikensumsi, transporiasl, dan
penHupan ssurans! serta blays lafnnya yang laysk berkaian dengan pemenchan kebutahan netugas selame
menjolarkas fugas ¢i bandar udars khosus vang bersangkuten,

Ayptl{d)

Cukoup jeles

Ayst{f}

Caleup jelos

Pusal 77

Cukup felas

Pasal 78

Lukup jelas

Pasal??

Colup febis

Pawal 88

Cukup felss

Pasal 51

Cukup jelas

Freal 82

Ayat{1}

Culup ioing

Ayt (2}

Yang dimaksud dengan alasan lertenty sdufah apabile dalsm kesizpan penerbangas diteenukan hokha! seperit adanya
kernsakan inshrumen sten komponen pesawsi udarn yang sesmerivkan perbaikan ateyw porubuhan kesdass ounce
dalam pule penorbangas,

PasaiBl

Ayatfl}

Cukup jeiss

Ayat (1)

Yang dimeksud badan hukum Indooesiz delam kelenlues iuf temmasuk jugn pemegang sertilikat operater pesawat
udare atau pemagsny sertifikat benykel pesawat udarn,

Ayut {3}

Culor jelag

Ayet(4)

Cukup jelns

AynL(5)

Cukup jelas

Ayar{5)

Loy jeles

Ayat{i}

Culayp jelas

Ayat (§)

Cukup jelas

Paznl 54

Cakap jolas

Pregigs
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Cuolop jclas

Pasal 8¢

Cabup ielay

Pazal§7

Cudoup Jelas

Paswl 88

Ayat (1)

Yang dirseksod dengan tarif jase pelayansn navigast pescrbangam selama ind dikesal sehapai (nf peleyanan jasa
penerbanpgen alay rowfe ofr novigetion charge vailn imbalon yang diterima ates selsyanan penerbangen uami
penerbangen delam negerd, penerbangan intermaesionsl Wermesok peaerbangan lintes batas order crossing flight}
dan peosrbangan lintas (over Aving).

Ayat {2}

Besaran foril pelaynnan navigasi penethangan diteispken bardasarkan smuktur dan golesgan tardfl dengan
memperhatiken :

& hepentingan pelayaesn umum;

b. peningksisn muis pelayanan jase;

¢ kelancaran pelayanan jasa;

4. pengembalion bizya,

Pasai 8%

Cukup jelas

Pasal 99

Erhoup jelas

Pagal 91

{adasp jelas

Pasal 92

Culeup felas

Fagal 93

Cukup ielas

Pasal 44

Ayvat (1)

Termusuk dalan; peopertisn kecelakasn pesawat wdara adalsh keesloksen yang melibatkan pesawat udnes dengan
roket atau henda antariksa kainnyn, Kegiaten penchition peayebeb kecelakoan pesswat udare tidak dimiaicendian
unhsk memperapggunginwabkan kesslakan peds pikakpihak yomg terkait, melainkan entuk 1sencegab fangan
sampsai 2rfadi lagi keceiakass premwat udara dengun penyebab yang ssrus.

Ayar (2}

Yung, direakead deapun Sub Komite Penelitiun Kecolskasn Transportasi Udars adalah Sub Komite deri Komile
Magional Keselamatan Transportasi.

Ayt (3)

Cudogp Jelus

Ayat{4)

Cokup jelas

Ayatisy

Culosg jedus

Ayar (6}

Cukup jelas

Pasel 55

Cudasp jelas

Paszi 56

Ayst{l}

Yang dimaksod dengan peisbat yang bervenany dalfors kelentuan ind sdaish vasur pemerinish doersh atau aparas
koarmsana seiompat.

Ayat{2)

LCuinap jelas

Avat(3)

Cukup jela

FasaiD7

Culoup joiss

Fasxl 58

Cukug jeles

Pasal 99

Coan jelas

Fasal 10D

Culoup jela

Pasal16%

Cukup j=los

Paant 162

Culcup jelas

Pasal 103
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Cukup jelas
Fasui 104
Lukoup jelss
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